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BAB1
PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penyebab terjadi dan berfanjutnya krisis ekonomi dan
kepercayaan yang melanda Indonesia adalah kinega penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur secara baik. Birokrasi dalam hal int
scbagai penyelenggara pemerintahan dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dianggap kurang mampu menyelenggarakan pembangunan sebagai
upayz peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dianggap sebagai sebuah proses kegiatan yang direncanakan
guna untuk upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan social, dan
modernisasi bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat! Inti dari pembangunan adalah terciptanya
kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Penyelenggaran pembangunaan
tentunya membutuhikan sebuah system pemerintahan dan birokrasi yang bersih
dan bertanggung jawab dan profesional guna selalu mengedepankan kepentingan
masyarakat/publik sehingga permasalahan-permasalahan pembngunan yang ada
menjadi objek pembangunan akan dapat teratasi. Permasalahan-penmasalahan
pembangunan di Indonesia saat ini masib berkutat dengan pemulihan ekonomi,
meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, tingkat kesejahieraan rakyar,

birokrasi pemerintahan kurang efisien dan efektif sehingga membern peluang

' Agus Survono, Teori dar fsu Pembangunan, Matang, UM press, 2001 hat 16
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terjadinya korupsi, sampai pada permasalahan disintegrasi bangsa yang
mengancam keutuhan bangsa.

Permasalahan ini jika diruntut memang terjadi karena banyak hal, salah
satunya adalah pemilihan strategi dan prioritas pembangunan yang kurang tepat
dimasa lampau. Pada saat itu pemerintah lebih memilih peningkatan produktifitas
guna menghasilkan tingkat kemakmuran dengan meningkatkan pendapatan
perkapita bukan pada pnoritas pembangunan demokrasi. Strategi ini terbukt
gagal dan akibat nyata adalah krisis yang berkepanjangan dan jatuhnya rezim
Orde Baru’

Peran organisasi publik dalam hal in{ birokrast juga menjadi sorotan
terhadap munculnya permasalahan pembangunan. Idealnya sebuah birokrasi
pemcrintahan seharusnyva senantiasa memtiliki rasa kcpekaan terhadap kepentingan
dan permasalahan masvarakat .yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut
berianggung jawab lerhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan
bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya. Dengan
in1 agkan tercipta bentuk pelavanan terhadap publik yang efisien dan efektf,
responsive serta akuntabel. Namun kenyataan yang terjadi adalah ketika birokrasi
tefah memiliki wewenang terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada
justru birokras1 dapat memanfaatkan kewenangan dao kekuasaan dengan
menyelewengkan dan melampaul wewenang dari tugas birokrasi tersebut. Kondisi
il yang menyebabkan praktek korupsi dan kolusi yang terjadi di tubuh birokrasi

pemerintahan semakin subur dan bertambah besar,

* Riant Nugroho D, Refnventing Indonesia, Jakana 2001, hal 52
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Belum terwujudnya sistem kontrol yang baik dalam sebuah system
penyclenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan semakin memantapkan
posisi birokrasi terhadap bentuk penyelewengan dalam hal ini korupsi dan kolusi
dalam pemerintahan. Birokrasi memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan
menjadi sebuah kekuatan raksasa yang mengatur kehidupan masyarakat demi
kepentingan birokrasi itu sendir. Birokrasi dengan mudah menjadi sebuah
“mahluk mutan” yang hidup dan berkembang pada program yang diberikan
kepadanya. Kecenderungan ini didasarkan pada birokrasi dimana mengelola
kepentingan hajat orang banyak dengan sifat monopoli dan anggaran yang
digunakan pun tidak sedikit dan ini yang menciptakan iklim kolusi dan korupsi di
tubuh birokrasi. *

Penyelewengan berupa korupsi dan kelusi ditubuh birokrasi pemerintahan
dapat dilibat dari hasil pemeriksaan BPKP selama tahun anggaran 2000 dimana
terdapat lebih dari 10 departemen dan lembaga pemerintahan terjadi
penyelewengan anggaran mencapai 24 trilyun dengan sejumlah 18.945 kasus
kcrruplsi_4

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Transparency International
pada fahun 2004, menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke~-133 dan 135
negara ferhadap tingkat keciinya korupsi yang ada di negara tersebut. Indonesia
dalam hal ini mendapatkan Index CPI score sebasar 2.0 dengan skala antara 10

{negara yang bersih) sampai skala O (negara paling korup). Index CPI score 13

* ibrd, hal 183
* Harian Kompas, 28 juni 2600
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diperoleh dari persepsi terhadap tingkat korupsi dari masyarakat bisais (pasar) dan
analisis para ahli terhadap jalannya |:uemcrintah:cm.S

Penyelewengan terhadap pemyelenggaraan pemerintahan sampai saat Ini
masih menjadi schuah permasatahan yang besar dan menjadi tugas rumah dari
pemerintahan sekarang. Tuntetan terthadap penyelenggaraan pemenntahan yang
bersih menjadi mutlak adanya Masyarakat dalam hal ini sebagal stakeholders
vang penting dalam pembangunan menginpinkan adanya penyelenggaraan
pemerintah yang efisicn, efektif, transparan serta akuntabel.

Dar data diatas menunjukkan bahwa tingkat penyelewengan pemenntahan
berupa korupsi dan kolusi yang terjadi di Indonesia begitu tinggi sehingga
memamapkaﬁ Indonesia pada posisi ke 133 dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang bersth dan transparan. Kondisi ini yang menekankan pentingnya sebuah
penyelenggaraan pemerintahan-yang baik (good governance). Penyelenggaraan
good governance ini akan dapat menekan penyelewengan proses pemerintahan
oleh birokrasi dimana komponen terpenting dalam good governance i adalah
terciptanya kinerja pemerintahan vang bersth, efisten, efeknf, transparan serta
akuntabel.

Terbentuknya bentitk pemerintahan yang baik seperti diatas memburuhkan
komitrnen yang besar, mulai dari sikap moral sampai pada sarana penunjang
terciptanya good governance. Salah satu sarana penunjang vang dapat mendukung
terselenggaranya good governance adalah pemanfaatan teknologi informasi.

Teknologi informasi jika dimanfaatkan dengan baik oleh birokrasi pemenntah

5 .
hitp/twww TransparencyInternational org
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akan dapat mengurangi angka kebocoran anggaran dalam pembangunan dan ni
akan dapat memperbaiki pelaksanaan program pemerintal: yang selama ini kurang
efektif dan efisien sehingga ini akam membants tercapainya Kinerja
birokrasi/instansi pemnerintahan yang transparan, efektif, efiscien, dan dapat
dipertanggungjawabkan/akuntabel. Dan disinilah letak peatingnya teknologi
informasi dalam penvelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya good
governahie.

Disadari bahwa peran teknologi informasi dalam kehidupan manusia
dirasakan cukup besar, teknologi informasi akan membuat segala aktivitas
manusia datam mencapai kebutubannya semakin mudab dan sederhana. Terbuku
dari waktu ke waktu perkembangan teknologi informasi semakin menuntun pada
pola kehidupan manusia yang sangat dinamis dan cenderung cepat berubah.

Secara sederhana pemahaman tentang tcknologi informasi tak lebth dar
sebuah alat yang dibuat dan digunakan manusia untuk membantu aktivitasnya.
Namun teknologi mformasi berbeda dengan alat bantu manusia laitnya, tcknologi
informasi tidak hanya terpaku pada ruang dan lingkup tertenty. Yang menjadikan
teknologi informasi penting adalah alat bantv manusia i1 dapat digurakan dengan
mermiliki dimensi ruang dan wakru vang hampir tak terbatas. Tak terbatas karena
hampir seluruh aspek kehidupan manusia menggunakan teknologi informast,
mulat dan organisasi bisnis, pendidikan, perekonomian makro dan mikro,
pertahanan, pemerintahan dan sebagainya.

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai sisi teknologt darz suatu

sistem informasi yang terditi atas perangkat keras (hardware), perangkat lunak

A
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(software), basis data (database), jaringan komputer (computer network), dan
perangkat lain yang terkait.. Pada dasawarsa terakhir ini perkembangan teknologt
informasi demikian pesat dalam waktu yang relatif singkat. Dana perkembangan
ini ditandai dengan terjadi beberapa kali perubahan tekmologi informasi yang
kadang-kadang cukup signifikan dan relanf cepat. Hal 1 disadari bahwa
perkembangan teknologi informasi memang cepat berkembang dikarenakan
dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dengan maraknya penelitian-
penelitian yang terus digalakkan dengan harapan teknologi informasi dapat
semakin mudah membantu aktivitas manusia. Hal i membuktikan bahwa
teknologi informmas1 sekarang telah menjadi bagian dari peradaban manusia
modem yang memang tak bisa terlepaskan.

Salah satu bentuk perkembangan teknologn nformasi saat i adalah
munculaya media internet {global network) atau dengan istilah dunia maya. Media
internet merupakan salah satu bentuk dan teknologi informasi yang membantu
manusia guna berinteraksi satu sama lain sama tanpa ada batasan ruang dan
wak(u. Dengan media intemet (global network) ini manusia dapat bennteraksi
bahkan bertransaksi dengan mudah dan cepaf, sehingga segala urusan dapat
dilakukan dengan waktu vang relatif singkat dan mudah tanpa harus terhambat
oleh adanya jarak dan ruang. Dumia maya ini diyakini mempengaruhi kehidupan
manusia, menghapus jarak, ruang, budaya, dan menjadi jembatan sosial
masyarakat tanpa batas ruang dan waktu ®

® Tumip Kaiman. Birokrasi Masa Depart dengan Penggunaan Teknologé Informas:. Jumal
Kebijakan dan Admimstrasi Publik volume 7. no 1:Me 2003 Program Pasca Sarjana. UGM .hal
66.

6
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Awal pemunculan media ini adalah ditandai dengan kehadiran Personal
Computer dan Note Book untuk menyempurnakan kebebasan pihak pemakay/user.
Konsep /AN (lokal area network) berbasis network muncul sebagai solusi baru
terutama setelah kecepatan oleh data dan ruang shmpan bertainbah dan lahiriah
istilah server. Banyaknya jenis komputer menyebabkan timbul kebutuhan sistem
terbuka atau opern system, Dari LAN berkembang kearah Wide Area Nerwork
(WAN). Sehingga pada akhimya kita mengenal dengan apa yang disebut dengan
global network yang telah merambah ke seluruh janagan dunia. Salah satu
jaringan global itu yvang sering kita sebut dengan internet.”

Pada perkembangannya iniermetglobal network cukup signifikan
mendukung bisnis dunia dimana model pembayaran dani pembayaran melalui
sisten manual’kas beralih pada pola pembayaran jaringan global. Dengan
mengandalkan sistem network (online system) perbankan dunia dapat melakukan
transaksi keuangan dengan jaringan di seluruh dunia. Selain pada bidang
perbankan global neswork ini juga merupakan sarana pertukaran data elektronik
yang dapat digunakan di segala bidang.

Di Indonesia jaringan intetnet mengalami perkembatigan vang cepal
dengan merambah ke seluruh kota-kota batk kota besar ataupun kecil, seiring
dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tnformasi. Penggunaan media
internet di Indonesia mulat berkembang sekitar tahun 1990-an. Hampir seluruh
bidang akuvitas imasyarakat sekarang tidak bisa lepas dan penggunaan meswork

global in1. Mulai di bidang perekonomian dan perbankan, pertahanan, sosial dan

7 Ihidhat 67
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kebudayaan, pendidikan, dan tentunya digunakan sebagai media pembantu dalam
aktivitas birckrasi dan pemerintaban.

Dalam penggunaan pada instansi pemerintahan, media internet diarahkan
dapat mendukung dalam pengelolahan administrast dan manejemen pemenntahan.
Dengan global network sistem informasi birokrasi, sistem informasi manajemen
dalam proses pengambilan Keputusan akan bersifat terbuka dan transparan serta
dapat diakses oleh berbagai fapisan masyarakat schingga tnformasi dapat
menyvebar secara merata * Seinng dengan hal diatas, sebenamya penggunaan
teknologt informast sudah fama digunakan dalam mendukung proses
pembangunan. Sebelun masuknya nemwork global dengan sistem Wide Arca
Network, proses pemenntahan di Indonesia telah mengpunakan sistem Local Area
Nerwork dengan adanya database vang dimiliki tiap instansi dan hanya
menghubungkan instansi pemerintahan yang terkait. Dengan demikian informasi
yang disalurkan hanya pada batas interent pemenntahan yang memang informasi
tersebut digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam proses
pembangunan. Dalam sistem ini terdapat dua kelemahan,’ yaitu pertama,
munculaya pulau-pulan mformasi (islands of informaiion) yang satu dengan yang
lain sulit dan tak sating terhubung, meski senuanya berada pada satu departemen
vang sama, Kedua adalah fokus sistem informasi ini adalah terlalu melihat
kedalam (imward looking). Hampir sebagian besar sistem informasi ini dibangun

dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan instansi sendiri. Kelemahan lain pada

¥ 1hid hal 69
u - . .
Mas Wigrantoro RS, e-governmenr sebagal suaru mvesiasi: mengukur restho keuntungon dan

kegagalan implementasi e-goverament di Pemeda: 2003, sumber hitp//www depkominfo go.id
{download. humi.
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saat itu adalah belum adanya orientasi atau fokus pemerintahan terhadap upaya
pclayanan pubbk yang baik. Pemerintahan saat itw hanya terkesan
mengorientasikan pembangunan pada tingkat bagaimana pendapatan negara
terangkat dan pertumbuhan ekonomi natk. Belum ada bentuk perbaikan terhadap
peningkatan pelayanan pada masyarakat (public service).

Gencamya perkembangan media intemet akhimya memasuki lingkungan
pemerintahan seiring dengan kebutuhan birokrasi terhadap informasi dan data
global vang sedang berkembang. Perkembangan penggunaan internet di
lingkungan pemerintahan dizkuti dengan berubahnya pola orientasi dan fokus
pemenntahan yang menaruh pelayanan publik sebapai fokus utama dalam
jalannya pemenintahan. Bentuk orientas: terhadap pelayanan publik ini muncul
sciring dengan arus reformasi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap
bentuk ideal sebuah pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Hal ini yang
mendorong tuntutan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan yang harus
mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar pembangunan. Dengan maksud
memngkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan berkembangnya
teknologn informasi khususnya media mtemet maka mulai muncul istilah
elecironic governmen! atau e-government.

Banyak negara yang telah menggunakan internet sebagai sarana pelayanan
publsk (e-governmenr) yang menghasilkan adanya transparansi, akuntabilitas, adil,
cfekuf, dan efisien dapat mengakomodasi partisipasi seluruh warga negara.
Demikian pula dengan penyelenggaraan distance learning melalui internet yang

dirancang khusus bagi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai di
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Mexico dan Kanada dapat menambah contoh bagaimana teknologi informasi
dalam hal in1 internet mendukung upaya clean government,

Electronic government merupakan sebuah pemanfaatan teknologi informasi
sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efektif dan
efisien. Electronic government ini berbentuk scbuah penyampaian informast dan
layanan pemerintah terhadap publik melalui media elektronik yaitu media
intermet. Sehinpga dibarapkan munculnya electronic governmeni alau yang
disingkat e-government ini dapat menjalankan proses pelayanan publik yang
diharapkan masyarakat melalui media internet dengan mudah dan cepat.

Dengan adanya e-government maka informasi, komunikasi, dan transaksi
antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilakukan tanpa batasan waktu
dimana dapat diakses melalui intemet selama 24 jam dan membuka akses
informast yang sebesar-besamva. f-government juga akan mendorong terjadinya
reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana transparansi kebijakan
dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mudah dikelola dan diawasi dan
memastikan semua sumber daya pemerintah digunakan sesual dengan skala
prioritas.’

Esensi terpenung darl e-govermment adalah pemanfaatan telemanka untuk
meningkatkan kinerja instanst pemerintahan. Dalam konieks ini peningkatan
kinerja diartikan sebagat terciptanya tata pemenntahan yang bersih, efekiif,
efisien, transparan, batk dalam pengelola intemnal maupun dalam pelavanan

kepada publik. Salah satz komponen utama e-government adalah implikasi sistemn

1% Budi Harjdono, e-government: antara konsep, tantangan dan harapar, http:f/perbang, jabar. go.id/
kabkarawang/index php?index=15&idartikel=2 diakses pada 1anggal 14 september 2005

10
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pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara online melalul internet.
Aplikasi ini memberi fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan
penyelenggaraan layanan publik tanpa harus bertatap muka secara langsung. 1

Pembangunan elecfronic government sebenamnya sudah mulai dilakukan
sejak 1970-an dimana komputer sudah mulai masuk indonesia. Kemudian muncul
kebijakan yang mulai serius mengatur teknologi informasi melalur Keppres no 30
Tahun 1997 tentang pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI),
dan disusul dengan Keppres No 50 Tahun 2000 dimana didalamnya disusun
kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika di
Indonesia. Keppres ini yang kemudian mendasari munculnya Inpres No 6 Tahun
2001 yang didalamnya menyatakan bahwa aplikasi electronic government yang
diterapakan diseluruh organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah selain
memberikan pelayanan dalam bentuk informasi namun juga agar dikembangkan
guna pelayanan interaktif, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan
melalui internet sebagai bentuk mewujudkan pemerintah yang bersth (clean
goversment).

Setelah berjalan selama sekitar dua tahun dan muncul kebijakan baru
mengenai c-government yaitu Inpres No 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan F-government. Dalam Inpres i
diatur secara lebih lengkap dan detail mengenan pengembangan e-government
mulai pada pemenntah tingkat pusat sampal pada pemenntah timgkat dacrat/kota .

Tujuan pengembangan e-govermmen! Im  yaitu pengembangan e-governmeni

" Wigrantoro RS, Liektromic government darn pencegahan korupsi. hapwww kompas.com/
kompas-cetak/0505/16/tekno/ 1752900, hten,. diakses pada tanggat 15 desember 2005

il
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merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemenntahan yany
berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan Kualitas layanan publik secara
efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan
sistem manajemen dan proses kera di lingkungan pemenntab  dengan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologt mformasi.

Munculnya kebijakan i didasarkan pada kebutuhan untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan
pelayanan publik vang efektif dan efisien dengan cara pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-govermment) sehingga
tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemenntahan.
Dengan kebijakan ini semakin mengukuhkan bahwa penyelenggaraan dan
pengembangan e-govermment memang diharapkan guna ferciptanya tatanan
pemermiahan yang baik scbagai tuntutan perubahan untuk menciptakan
pemenntahan yang transparan dan akuntabel (good governance}.

D1 Indonesia, pemahaman umum mengenat good governance mengemuka
sejak tahun 1990-an dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996 seiring dengan
hubungan pemerintah Indonesia dengan negara luar beserta lembaga-lembaga
yang bersifat multilateral maupun bilateral yang coba mengenalkan konsep good
governance. Pada awalnya konsep good governance int hanya sebagai wacana
vang berkembang di tingkat akadernist mengingat pemerintah saat ity yang kurang
membertkan angin segar atau kesempatan terhadap terwujudnya konsep imi.
Namun setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 dan disusul dengan

bergulirnya arus reformasi disckitar tahun 1998 dimana masyarakat menginginkan

[
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adanya kebebasan dan bentuk pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan tentunya
bebas korupsi.

Selelah momen tersebut, istilah dari konsep good governance makin
banyak diperbincangkan. Disadari bahwa arus reformasi membawa perubahan
pola pikir masyarakat Indonesia vang semakin kritis akan terbentuknya
pemerintah yang bersih. Apalagi disusul dengan isu digulimya otonomi daerah
dimana daerah dapat dengan bebas menyelenggarakan pemerintahannya sendiri
guna mengatur sumber daya yang daerah punva berdasarkan keinginan dan untuk
kepentingan masyarakat di daerahnya.

Dengan terjadinya perubahan pola pemenntahan dari pola yang sentrahistik
dimana pemerintah pusat mengatur seluruh kinerja pemenrintahan daerah
berpindah pada bentuk pemerintahan yvang desentralistik atau otonom semakin
menjadikan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintzhan yang baik menjadi
lebih gencar. Masyarakat menginginkan pemerintahan baik pusat dan daerah
dijalankan dengan lebih efektif dan efisien, transparan, terbuka, dan bertanggung
jawab/akuntabel

Dewasa mi pnla pemerintahan yang berdasar pada penyelanggaran yang
gZood governance memadi 1su yang menonjol dan mengemuka dalam
penyclenggaran dan pengelolaan administrast publik. Ini terjadi karena tuntutan
yang semakin besar dari masyarakat terhadap birokrasi publik sejalan dengan
dengan memngkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat, kebutuban akan

pelayanan yang profesional dan tentunya pengaruh global. Sehingga wajar ketika
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tuntutan ini harus direspon oleh pemerintah sebagai bagian dari bentuk
penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam konsep good governance sendiri terdapat tiga komponen yang
terlihat didalamnya, vaitu pemerintah (govermment), dunia usaha (commercial
society) dan masyarakat (pubiic) sendiri. Dimana hubungan ketiganya harus
sejajar dan saling mengontrol {checks and balances) guna menghindarn
penguasaan dan eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen lairmya.'2
Dengan dasar ini disadari konsep good governance harus dan mutlak digunakan
dalam sebuah pemerintahan guna mendapatkan legitimasi atau pengakuan dart
warga dan sebagai syarat utama terbentuknya kehidupan demokratis yang
diidamkan di svatu negara.

(GGood governance berorientasi pada orientasi ideal sebuah negara vang
diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan orientasi pada pemerintahan yang
berfungsi secara efisien dan efektif melakukan apa yang menjadi tujuan nasionat
tersebut. Onentasi pertama lebih mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan
dengan elemen-clemen kobpstituennya seperti legitimacy, accountability, securing
of human rights, autonomy and devolution power serta assurance of civilian
controf. Sedangkan orientasi kedua adalah tergantung pada sejauh mana
pemerintahan mempunyai kompetensi dan sebagaimana struktur, mekanisme

politik dan administratif berfungsi secara efisien dan efektif. "’

2 Mas Wigrantoro RS, Pemanfaatan 11 dalam penerapan Good government di Indonesia; 2003,
sumber hittp:/foww.depkominfo.go .id/download htmi.

" Windyastuti, Dinamika Laporan Pertanggungjawaban Kepaia Daerah, Lembaga Penelitian
Universitas Airlangga: 2001 hat 8.
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Kemudian salah satu karakteristik terwwgudnya good governance adalah
terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.”
Dengan karaktertstik tersebut diharapkan datam menjalankan fungs: administratif
yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dacrah dilakukan sccara terbuka dan
tidak terkesan untuk ditutup-tutupi. Schingga in1 akan mendorong ierciptanya
kincrja  aparatur  birokrasi pemerintahan yang efekuf dan ecfisien dalam
penyelengparaan pelayanan publik.

Bentuk good governance dengan scperu yang telah dijelaskan diatas
kemudian kembali dicoba untuk dihubungkan dengan perkembangan ¢-
government sebagai bentuk dan upaya fewujudnya pemerintah yang balk (good
governance}. Maka akan muncul sebuah tantangan bagaimana menempatkan
posisi teknologi infornmasi dalam hat ini e-govemment guna mencapal good
government dalam penyelenggaraan pemenntahan dengan ditandai berjaiannya
ransparansi, akuntabilitas, adit, efektf dan efisien, dan dapat mengakomodir
selurub partisipast masyarakat,

Ketika hal diatas terbukti maka sebenamya kinena pemenntahan dalam
penyelengyaraan pelayanan publik akan berjalan dengan bak dan memberikan
dampak positif terhadap tiga pilar utama good governance, yvaitu masvarakat luas.
pasar atau swasta, dan pemerintah sendiri. Schingga pengembangan e-government
akan mendukung upaya terwujudnva good governance dan hal ol dapat
memanfaatkan perkembangan e-government sebagal sarana penvelenggaraan

pemerintahan yang efektf dan chisien.

'* Mardiasmo . (honom: dan Manajemen Kevangan Daeraht. Jakarta 2002 hal 29

(¥
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Dalam implementasinya untuk mendukung kinerja pemenntahan guna
terwujudnya good governance, bentuk e-govermment dapat dilihat berbagai ragam
tipe pelayanan yang dapat ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui
e-government. Berbagai bentuk pengembangan e-governnent mulai dan bentuk e-
government yang memang digunakan untuk pemerintah sendin guna kelancaran
Kinerjanya (government to government-(G2(5), kemudian bentuk pengembangan e-
government yang dirancang untuk komponen lingkungan bisnis guna terciptanya
hubungan yang sehat antara pemetintah dengan pasar/pelaku bisms (guvernment
10 business’G2B), sampai pada bentuk e-govermment vang dirancang guna
pelayannan terhadap masyarakat (government to citizens G20)."”

Model-model tersebut diatas kemudian duomplementasikan ke dalam
bentuk-bentuk aplikasi.”® Sedikitnya aplikasi tersebut adalah LAN (Local Area
Network) merupakan jaringan komputer yang saling terhubung dalam satu instansi
atau antar instansi dalam pemerintahan yang digunakan untuk komunikasi data
dalam suatu area kerja tertentu. jaringan LAN ini bisa digunakan untuk pertukaran
informast yang berskala nasional antara pemenntah pusat dengan pemenntah
dacrah guna kepentgan pengambilan keputusan dalam kebijakan. Adapula yang
berbentuk website, aplikasi 1y berupa sebuah tampilan dalam media internet.
Dalam aplikasi tni pemerintah dapat mempublikasikan berbagai data dan
mformasi yang dimiliki untuk dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.
Diharapkan melalui media ini masyarakai dapat mengetahui tentang agenda-

agenda pemerintahan, informasi tentang perijinan, berbagai produk hukum dan

:: Indrayit, Richardus Eko.Electronic Government, Andi press. Y ogvakarta, 2002, hat 42
thicl hal 30

HE
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lainnya. Bentuk Jain adalah MCC (Multipurpose Community Center), aplikasi ini
diartikan sebagai media untuk penyediaan sarana akses publik, dimana
masyarakat diharapkan akan mendapatkan informasi publik dengan mudah.
Aplikasi ini dapat berbentuk kics atau warung informasi yang dapat diakscs
secara gratis oleh masyarakat. Kemudian terdapat bentuk e-procurement dimana
aplikasi ini merupakan rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah yang
dapat dilakukan secara online melalvi internet selama 24 jam dan dapat dukut
oleh seluruh lapisan masyarakat. Media e-procurement 1ni akan menciptakan
proses tender proyek pemerintahan secara efisien dan efektit karena tidak terlalu
berbelit dan dapat menekan biaya serta akan tercipta iklum tender yang transparan
dan bersih.

Dengan kerangka ideal seperti diatas, pemenntak pusat maupun
pemerintah daerah dapat semaksimal mungkin efektifitas dan efisiensi kinerjanya
karena sangat terbantu oleh perkembangan e-govermment di pemenntahan dan
masyarakat sendiri akan lebih mudah mengakses bentuk pelayanan publik yang
diselenggarakan aparatur birokrasi tanpa harus melewati proses yvang rumit. Dari
asumsi dasar tersebut penulis menemukan dan mencoba akan mengkaji sebuah
bentuk pencrapan teknologi informasi yang berbentuk e-govermment sebagai
upaya menciptakan tatanan pemerintahan vang baik atau good governance yang
ada di pemernintah Kota Surabaya.

Fenomena tersebut berasal dan proses pengadaan barang dan jasa
pemenntahan yang dilakukan oleh pemerintab Kota Surabaya kepada masyarakat

umum dalam hal tni pihak swasta. Biasanya dalam proses pengadaan barang dan
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jasa seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya dimana pengadaan ini
dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap perorangan atau
perusahaan oleh pemerintah Kota Surabaya. Mekanisme lain lain adalah melalui
proses pelelangan secara langsung terhadap proyek-proyek pembangunan yang
ada di wilayah Kota Surabaya. Dalam fenomena im menanknya pemenntah Kota
Surabaya mencoba melakukan terobosan baru dalam teknelogi informast dalam
pemerintahian yang berupa e-government guna memaksimalkan proses pengadaan
barang dan jasa terhadap proyek-proyek pembangunan Kota Surabaya melalw
pelelangan secara onfine. Sarana ini yang kemudian dikenal dengan bentuk e-
procurement. Modut e-procurement ni sebagai salah satu komponen e-government
yang merupakan salah satu kontribusi yang ditawarkan guna meminimalisir
terjadinya penyelewengan atau terjadinya tindak korupsi dan kolusi dalam
penyelenggaraan pemerintzhan .

E-procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan
pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD secara
ciektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis iniernet.
Dalam aplikasi e-procurement ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari
pegumumayn, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman
pemenang pelclangan secara online.” Jadi seluruh proses pelelangan terhadap
pengadaan barang dan jasa dari pemerintah dapat diikuti oleh seluruh warga

masyarakat dengan menggunakan aplikasi e-procurement secara online dengan

17 4. .
Ritonga Ucok, pemeriniah ahan jalankan e-procurement, hnp.iswww tempo.co idhg/ebbis
200312/02:brk. 2003 1202-40.1d lam| diakses pada 15 desember 2005
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harapan ini akan membantu terwujudnya cfektifitas dan efisiensi di bidang
pengadaan barang dan jasa sebagal bagian dari upaya terciptanya good
governance.

Salah satu perscalan yang terjadi saat ini adala masih sering terjadinya
praktek korupsi di stuktruur tubul birokrasi . Banyak cara yang telah dilakukan
guna meminimalisir kegiatan penyelewengan penyelenggaraan pemetintah di
tubuh birokrasi. Salah satu prendekatan yang pencar dilakukan sckarang adalah
dipilihnya penerapan pemanfaatan telematika dengan bentuk e-government dalam
hal ini e-procurement sebagai salah satu alat untuk memotong tindak korupsi
struktural yang terjadi, termasuk mdikasi penyelewengan dalam pengadaan

barang/jasa pemerintahan.'

Dalam pelaksanaan pembelanjaan anggaran belanja dacrah sangat
dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proses tender proyek-
proyek pemerintzhan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa {pelelangan) dan
kebutuhan pemerintah daerah yang didanai oleh APBD disadari memang sering
terjadi penyalahgunaan anggaran. Kebocoran dana pada proses pengadaan barang
dan jasa pemerintah dapat mencapai 10% sampai 50% karena sistem pengadaan
barang dan jasa pemerintah di Indonesia sangat rawan KKN." Dengan demikian
proses pengadaan barang dan jasa pemenntah ini menjadi salah satu titik lemah
dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang dan jasa ini

thlaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan transparan dan akuntabel maka

" Wigrantoro RS, Idektromc government dan pencegahan korupsi, httpwww kompas. cony
kompas-cetak/0505/16/tekno/1 752900 him, diakses pada tanggal 15 desember 2005

" Sonhaji Agus Imam. Posisi strategis pengadaan barang jasa. hap/iwww surabava-eproc.or.id
fartikel html, diakses pada tanogal 15 desember 2005
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akan dapat mengefisicn anggaran dan mengefektifkan petaksanaan proyck-proyek
pembangunan di Kota Surabaya. Ini menggambarkan betapa pentingnya posisi
pengadan barang dan jasa pemenntah yang transparan dan akuntabel sebaga
upaya cfisiensi dan efektivitas pembarngunan. Dan in1 vang menjad: alasan penting
mengapa e-procurement dimunculkan dengan harapan terciptanya transparansi,
akuntabel, efekuf, dan cfisien dalam proses pelelangan pengadaan barang dan

Jasa.

Pelaksanaan pelelangan dalam pengadaan barangfasa pemenntahan (e-
procurement) telah  diterapkan pada bebermpa Departemen dan  Institusi
pemerintahan  di  indoncsia, diantaranya adalah Departemen  Kunpraswil,
Bappenas, Departemen Komintfo. Satu-satunya instansi pemerintahan daerah saat
ini vang tengah menerapkan e¢-procurement adalah pemerintah Kota Surabava.
Sistem pelelangan melalu internet ini berawal dari senng terjadinva proyek-
proyck pemenntah Kota Surabaya tidak tepat waktu dari jadwal vang telah
ditetapkan, padahal rata-rata harga proyek dar pemenntah kota tersebut tergolong
cukup finggi. Dan sim maka muncul 1de penerapan lelang serempak melalui
media internet dengan harapan sistem ini akan menjadikan proses tender dan
lelang menadi transparan dan akuntabel karena semua pihak bisa mengikuti
secara terbuka dan memimahisir praktek kolusi. Alasan in1 menyangkut mengenal
adanya kesernpatan pertemuan fisik antara pejabat kota yang menyelangparakan

pelelangan dengan para kontraktor, Dengan demikian ini akan menangkal
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permafiaan lelang proyek dan menjadikan program e-procarement scbagai inovasi

\ayanan vang bersih, transparan dan akuntabel.

Di Surabaya sejak tahun 2003 sudah melakukan proses pengadaan
barang/jasa melalei internet, yaitu dengan menetapkan proses pelelangan barang
dan jasa, mulal dari pengumuman sampai dengan hasil prakualifikasi untuk paket
pekerjaan diatas 50 juta diserentakkan di media intemet melalui aplikasi e-
procuremeni. Kebijakan ini disambut baik oleh pelaku bisnis di Surabaya karena
begitu banyak sebenamya paket pekerjaan/provek yang ditawarkan oleh

pemerintah Surabaya dengan kualifikasi dan klasifikasi bidang usaha.

Sampai saat ini penyelenggaraan e-procurement di  pemerintah Kota
Surabaya sudah berjalan kurang {ebih 2 tahun dan telah dirasakan oleh sebagian
masyarakat Surabaya khususnya adalah para pengusaha bark perorangan atau
perusattaan yang menjadi reka;lan dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan.
Pada awalnya, aplikasi e-procurement ini kurang mendapat tanggapan dari
masyarakat, namun pada akhirnya aplikasi in1 dapat diterima setelah melewati
sostalisasi dan pelatihan kepada masyarakat khususnya para pengusiaha swastd
rekanan Pemda dan Asosiasi seperti Gapensi dan [nkindo . Aplikasi e-
procurement im  sebenarnya termyata telah mendapatkan  Senifikasi  1SO
0012000 untuk Sestem Manajemen Nutu (Caalin: Management Svsiem) bagi
Sekretanat layanan c-procerement, Selain o lavanan e-procurement nu telah

mendapatkan penghargaan dart Jawa Post Institute ol Pro-Owonon 1 Regin 1 a

* Anf Afandi, Kunciype pada transparansi dan efivienst, bitp//www jpip.or.id/newsdetail php?
Lang=i1d&1d=20, diakses pada 4 januari 2006,
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Lewding Profife on Public Accuntabiinvy dan dacnt majalah Warta Ekonomn (-

N
governnient wered),

Kebjjakan memunculkan pelelangan pengadaan barang dan jasa i
didasarkan pada Keppres No 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa Instansi Pemecrintah. Selang beberapa saat kemudian pemerintzh pusat
mengeluarkan Keppres No &0 Tahun 2003 tentang Pedoman DPelaksanaan
Penpadaan Barang dan lasa Pemerintahan. Keppres im dimuncuikan dengan
tyjuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau selunthnya
dibiayai APBN/APBD dilakukan sccara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,
transparan, aditV/hdak disknminatif, dan akentabel. Ini mengartikan seluruh proses
pelelangan barang/jasa pemermtah diatur sedemikian rupa sehingga terkesan
menciptakan persaingan yang sehat bagn duma usaha dan memaksa birokrasi
untuk lebih bersih dan profcéional. Schingga Keppres ini merupakan kurmci
pertama mamasuki sistem pelelangan dengan menggunakan media clektronik
yang dikenal dengan scbutan e-procurement, dengan demikian keppres ini

merupakan payung hukum bag pelaksanaan ¢-procurement di Surabaya.

Sampa saat i pelaksanaan e-procurement di Surabaya melatul aplikasi
mnternet di www surabaya-eproc.or.d (clah muemaring ribuan perusahaar vang ada
di Surabaya. di Jawa Thmur, dan di Indonesia. Tercatat tetaly 3967 perusahaan
yang telah terdaftar dan terdapat 3239 vang telah memenuhi syarat kualifikasi

Dengan berbagan jen:s perusahaan sepert: vany dapar dilthat di tabel 11

“'Bachrudin  Effendi, e-procurement  carg filu memerangt korups: dalam biipiwww
egovindonesia com/ndex2 php?option-com_content &task=view &id-20&llemid=26&pop =1 &pa
ge~0, diahses pada & Januar 2004
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Tabel. 1. 1

Jumlah Perusahaan yang mengikuti e-procurement

No | Jenis Pekerjaan

i
— ..]_ — i a— -

L. Jasa Konsuliasi

Jasa Lannya

2

3 Jasa Pemasok Barang

4 ‘ Jasa Pemborong Konstruksi
s

[ Jasa Non Pemborong Konstruksi

Jumlah

‘ 337
- x
!; 1074
;1348
9

P

(data kuaklifikas: terpenuhi)

Perusahaan |

( Total Perusahaan terdaBiar (kualifikasi lengkap)
i Total Perusahaan terdaftar (register)

3239
}j)(a? j

Sumber: www, surabava-epro.or il diakses tanggal 4 Agustus 2005

Berdasarkan tabel 1. 1 memang pemunculan e-government dalam hal ini e-
procurement sebagal media yang membantu proses pelelangan terhadap
pengadaan barang dan jasa pemcrintahan Kota Surabaya diharapkan dapat
mencipiakan proses pelelangan. pengadaan barang dan jasa tersebut bisu diakses
oleh semua masyarakat umum tanpa terkecuah dengan hampir seluruh jalannya

proses mulai

pelelangan dan pegumuman prakualifikasi, pengumuman
pascakualifikasi, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman
pemenang lelang dilakukan melalui media e-procurement. Dengan demikian
diharapkan akan tercipta penyelenggaraan pemenintah yang bersih, transparan,
dan akuntabel sehingga efektif dan efisien dalam proses pengadaan barang/jasa

pemcriniahan.

Penelitian mengenai pelaksanaan e-governmen! guna terciptanya bentuk

tata pemenntahan vang batk atau good governance sudah pernah dilakukan oleh

Mas Wigrantoro

Roes Setiyadi. Dalam
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mempertanyakan apakah penerapan teknologi informasi dalam hal mi e-
government dapat memberikan implikasi yang kuat dalam penyelenggaraan
pemerintahan guna terciptanya good governance. Penelitian ini memberikan
kesimpulan bahwa penerapan teknologi informasi dalam hal ini e-government di
lingkungan organisasi pemerintahan belum dapat diarahkan guna mendukung
upaya penegakan good governance, melainkan hanya sebagai alal untuk
mempermudah pekerjaan yang bersifat teknis saja. Hal ini juga terkait dengan
persepsi birokrasi pemerintah yang kurang terhadap kesadaran akan pentingnya
good governance schingga teknologi informasi hanya dijadikan alat
mempermudah pekerjaan birokrasi saja bukan uniuk mendukung upaya

penegakan good governance.

Yang menjadi kajian sckarang adalah apakah memang e-procurement
benar-bepar  sebagai bagian‘ dan perwujudan proses penyelenggaraan
pemermtahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat diyatankan
sesuai dengan tujuan awalnya. Tanpa mengurangi rasa skeptis, masyarakat
seharusnya perlu mengetahui proses pelelangan barang/jasa melalui media
internet ini. Agar e-procurement benar-benar berjalan efektif adatah apabila
masyaiakat untuk memantan supplier mana saja yang memasukkan penawaran.
Kemudian setelah secara intermal diputuskan pemenang maka hasilnya dibuka
pula kepada publik, supplier mana yang menang, berapa nilai penawarannya dan

rata-rata berapa selisih penawarannya dengan supplier lainnya.” Disadari bahwa

2 Sonhaji Agus Imam, Posisi sirategis pengadaan harang jasa, http://www surabaya-eproc or.id
fartikel html, dizkses pada tanggal 15 desember 2005.
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sistem tender/lelang yang pemnah dilakukan di Indonesia lazimnya membuka
adanya “kongkalikong” atau kolusi antara peserta dengan penyelenggara lelang
dalam pengajuan penawaran harga. Calon pemenang lelang tersebut sudah
disiapkan dan sudah yang telah disiapkan siapa yang kalah. Dan dari fenomena ini
semakin menjadikan tantangan apakah memang e-procurement i telah
membuktikan diri sebagai bagian dari media yang efektif dan efisten guna
terciptanya bentuk layanan e-governmen! vang ideal dan terwujudnva good
governiance. Dengan  demikian penelitian ini berusaha melihat fenomena
kemampuan teknologt mformast dalam hal i e-procurement dengan perspeknf
apakah e-procurement tersebut telah berjalan efekiif dan efisien sebagat bagian
dari bentuk layanan e-government dan sebagai bentuk layanan publik guna

mewujudkan adanya geod governance.
1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini mencoba mempertanyakan apakah e-procurement dapat
berjalan secara ¢fekiif dan efisien dalam proses pelelang pengadaan barang dan

lasa pemerintahan di pemerintah Kota Surabaya?.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan  diadakannva peneliian ini adalah  peneliti  berusaha
mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis berbagai data vang diperoleh
mengenai efektivitas dan efisiensi dari program e-procurement vang dijalankan

oleh pemernintah Kota Surabaya.
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Manfaat penelitian ini adalah pereama secara akademis penelitian ini akan
memberikan penjelasan terhadap fenomena yang terjadi yang dikaitkan dengan
teori-teori yang tersedia. Kedua secara praktis penclitian ini memberi manfaat
terhadap organisasi/instansi pemerintah dakam hal i pemerintalt Kota Surabaya
scbagai bahan masukan, knitik serta pertimbangan guna mengelola program c-

procurement agar ebih baik.
1 4 Kerangka Pemikiran Teoritik
L4.1 Elfectronic Government {e-government)

Seperti dalam pemjelasan scbelumnya bahwa teknologi nformasi telah
memberikan manfaat besar bagi seluruh kegiatan manusia tak terkecuall dalam
proses penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini teknologi informast digunakan
sebagai pendukung kinerja birokrasi pemerintzh menyelesaikan pekerjaannya
dalam pelayanan publik. Dengan ini teknologi informasi diharapkan dapat

membantu birokrast guna menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien.

Dalam era globalisasi ini semua pekerjaan dan aktifitas dituntut untuk
dapat bersinergit dengan teknologi tak terkecuali birokrasi yang notabene sebagai
organisasi yang sangat besar. Scbuah era akan bentuk struktur birokrasi
pemenntahan yang besar akan mulai runtuh seiak dipergunakan teknologi
Informasi atau dalam hal ini e-government. Sebab dengan adanya penggunaan

teknologi informasi akan memberikan pengaruh dan dampak vang cukup besar
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bagi birokrasi yaitu dengan terjadinya penyempitan struktur dan ukuran birokrasi

serla memberikan fungsi yang besar.”’

Penggunaan  teknologi  informast  atau  e-govermment  dalam
penyelenggaraan pemerintahan apabila digunakan dengan sebatk-batknya maka
akan menciptakan kinerja birokrasi yang lebih efekuf dan efisien. Dengan
teknologi informasi atau e-government selurub pekerjaan yang menyangkut
pelayanan publik akan berjalan dengan cepat dan tidak rumt lagi karena terhalang

oleh struktur birokrasi yang besar.

Qrganisast birokrasi dengan penerapan sistem baru ini ( Tlie-govermment)
akan menghapus sistem birokrasi lama yang baku dan cenderung sudah menjadi
budaya primodial dalam organisasi birokrasi akan berubah. Perubahan i akan
membuat organisasi birokrasi menjadi datar.** Hal ini terjadi karena semua proses
pekerjaan birokrasi tidak lagi terbentur pada struktur yang bertingkat-ingkat dan
telah disederhanakan dengan penerapan teknologi informasi dalam hal ini e-
government. Dengan kondisi ini diharapkan pelayanan birokrasi terhadap
masyarakat akan semakin mudah dan trdak rumst seperti sebelumnya ketika
pemanfaatan teknologi informasi atau e-govermment dalam pelavanan pubhk
dimaksimalkan. Selain hal tersebut e-government sebagai bagian dalam pelayanan
publik dituntut untuk mengubah fenomena “citizens in fine” menjadi” cilizeny on
line” dalam arti kata bahwa dahulu masyarakat harus mengantni dan menunggu

lama unfuk mendapatkan pelavanan maka seielah adanva e-government yang

BYumip Kaiman, Birokrasi Masa Depan dengan Penggunaan Feinolog: Informasi. Jumabl
kebijakan dan Administrasi Pubhik, volume?. nal:Mer 2003, Program Pasca Sarjana, JGM, hal
72

** ibid. hat 76
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bersangkutan tidak harus menunggu lama dan membayar mahal untuk

mendapatkan pelayanan karena semua ditakukan sccara ondine melalul internet. >’

E~government didefinisatkan oleh Rogers Okut Uma dan Larry Caffrey
sehagai sarana vang menipakan schnah proses dan sturktur dalam pelavanan
elektronik oleh pemerintah puna memberikan kemudahan dalam melayani
publik ** Sementara itu, Kementrian Kominfo berpendapat bahwa e-govermmen!
adalah aplikasi mformasi vang berbasis internet dap perangkat digital lainnya
yang dikelola oleh pemenntah untuk keperluan penvampaian mformasi dan
pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, badan usaha, dan lembaga-lembaga
lainnya secara online.”’ World Bank mendefinisikan efectric governmen!
atau e-government scbagal sarana yang mengacu pada pemanfaatan tcknoleg
informasi oleh instinesi pemerintah vang sefanjutnya mendukung transformasi
hubungan dengan warga negara;. pelakyu bisnis, dan institusi pemenntah lainnya,
dengan maksud membernikan layanan publik yang lebih bak, meningkatkan
hubungan antara pemerintah dengan bisnis dan industri, serta meningkatkan peran
seria masvarakat dalam peningkatan efisiensi manajemen pemerintahan.
Keuntungan lain juga berupa mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi,

meningkatkan kenyamana, peningkatan pendapatan, dan pengurangan biaya. 2

is Indrapit.Richardus Lko Electronic Government Andi press. Y ogvaharta 2002, hal 37
26 Budi Harydone, e-government:antara konsep tantangan dan harapen, hitp://gerbang jabar.go.id
/ kabkarawang/index php*indes—15&idartikel=2 diakses pada tanggal 14 september 2005
27
bid
2 Budi  lHardono., miembonguii  e-goverionens, THDWWw. 0en.otid ~budiarticles/e-gon -

makagsan dog diakses tmggal 20 Jonuan 20408
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Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi mformasi yang
dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.
Pengpunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan dalam

bentuk baru yaitu:”’
a  Q2C (Government to Citizen)
b.  G2B (Government to Businees Enterprice)
c. G2G (Inter-Agency Relationship)

Bentuk-bentuk baru diatas dapat diarttkan bahwa penggunaan tcknolog
informasi oleh instansi pemerintah mampu menjembatani hubungan pemenntah
dengan warga negara, pernerintah dengan pelaku bismis dan hubungan intemn
pemerintah itu sendiri. Maka dengan demikian teknologi informasi akan
membantu perbaikan pelayanan' pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pasar
atau pelaku bisnis dan dapat memberdayakan masyarakat melalui informasi

sehingga membentuk manajemen pemerintah yang efekiif dan efisien.
Implementast dar e-govermment dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lam:

1. Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicar
oleh masyarakat. Informas: ini dapat diperoleh langsung dani tempat
kantor pemerintahan, dari kios info (info kios), ataupun dari internet yang

dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada.

2. Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di

kantor pemenntahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses

® Indrajit,Richardus Eko. Electronic Govemment Andi press, Y ogvakarta 2002, hal 30
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ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan

mformasi.

3. F-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara online

dan transparan.

Dan berbagai cara pengimplementasian tersebut diatas maka dengan
demikian e-government akan menjadikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat, Hal ini dikarenakan informasi terscbut akan dapat diakses setiap saat.
Selain itu akan ada pemingkatan pelayanan/service yang lebih kepada masyarakat
mengingat informasi dapat disediakan selama 24 jan sclama 7 han dalam
seminggu. Selain  itu akan ada peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku
bisnis, dan masyarakat wnum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka
diharapkan hubungan antara h(irbagaj pihak menjadi lebth bak. Keterbukaan i
menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kescmua pihak. Kemudian
adanya pemberdayaan masyarakal melalui informasi yang mudah diperoleh.
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar uatuk dapat
menentukan pilthannya. Terakhir akan menciptakan pelaksanaan pemecrintahan

yang lebih efisien karena informast tidak lag: dibatast oleh jarak dan ruang. ™

Sebenamya model-model pengembangan e-govermment vang ielah

ditcrapkan di ncgara-negara luar adalah menggunakan model empat tahapan

30 . . , . . _
Budi Harjdono, wmembangun  c-government,  hOp/iwww.cert. of id/-budi‘aricles/'e-gon -

makassar.doc diakses tanggal 20 Januan 2006

30

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



Skripsi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAR I : Pendahuluan

perkembangan e-government dalam perencanaan jangka panjang. Empat model

tahapan tersebut antara lain:’'

a. Fase pertama, fase penampilan website (web presence). Dalam fase
ini informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam

website pemerintah.

b. Fagse kedua adalah interaksi. Dalam fase ini informasi yang
ditampilkan lebih bervariasi, scperti fasilitas download dan

komunikasi ¢-mail dalam website pemerintah.

c. Tase ketiga vaitu transaksi. Aplikasi atau formulir untuk transaks:

bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara onfine ditcrapkan.

d. Fase keempat ialah transformasi. Dalam hal im pelayanan
pemerintah  meningkat  secara  terintegrasi, tidak  hanya
menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan
organisasi fain vang terkait (pemerintah ke antarpemenntah, scktor

nonpemenntah, sera sektor swasta).

Dilihat dan perkembangan fase tersebut diatas, maka nantinya akan terlihai poia
perkembancan c-government di pemerintahan sebagai bukn bentuk pelayanan

pemerintah kepada masyarakat dan swasta,

Perkembangan dan pembangunan e-government di Indonesia sebenamya

sudah cukup lama diterapkan. Ini dibukukan dengan dikeluarkannya beberapa

! Budi Harjdono, e-goversmment: artara konsep.iantangan dan harapan, htip f/eerbane 1abar go.ad
/ kabkarawang/index php?index=15&idartikel=2 diakses pada langgal 14 september 2005
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kebijakan pemerintah mengenai pengembangan dan pembangunan di bidang
teknologi telematika yang melatarbelakangi munculnya kebijakan yang mengatur

e-government.

Pengembangan e-government sendiri baru secara kongknt diatur dalam
Instruksi Presiden RI No 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika Indonesia. Kebijakan ini berisikan arahan sebagai
acuan dan landasan pemerintah, sektor swasta, dunia usaba, dan masyarakat dalam
pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Di dalam kebijakan
ini disebutkan pula tentang pengembangan program e-governmienl atau
government online. Namun dalam kebijakan ini belum dibahas secara detail

mengenai arahan pengembangan e-governmen.

Baru di tahun 2003 kemudian muncul Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-governmeni.
Inpres ini dengan jelas memuat petunjuk serta arahan secara detail mengenai
pengembangan e-governmenis. Dalam Inpres no 3/2003 dijelaskan bahwa
pengembangan  e-governmen!  merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan keprmenntahan yang berbasis (menggunakan) elektrontk dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalu
pengembangan e-government dilakukar penataan sistem manajemen dan proses
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemantaatan teknologi

wmformasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang

berkaitan yaitu pertama, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem
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manajemen dan proses kerja secara electronis dan kedua, pemanfaatan kemajuan
teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah

oleh masvyarakal di seluruh wilayah negara.

Kemudian untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan  ¢-

government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:™

I. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelavanan publik
vang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan
masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh witayah Indonesia
pada setiap saat tidak dibatasi oleh sckat waktu dan dengan biaya

yang terjangkau oleh masyarakat.

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan  perkembangan  perckonoman  nasional  dan
memperkuat kemampuan menghadapt perabahan dan persaingan

perdagangan internastonal.

Ly

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikas: dengan iembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog pubkk bagi
masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan
nepara.

4. Pembentukan sisten manajeinen dan proses keyja vany iransparan
dan efisicn serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga

pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

31 Instruksi Presiden no 3 tahun 2003, sumber http:/fvwww rrgo. i produk Bukum him!
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Keberadaan e-govermment pada akhimya merupakan sebuah kebutuhan yang
penting bagi pemerintah sebagai alat untuk pelayanan kepada masyarakat secara
efektif dan efisien. £-government juga mendorong pelayanan pemerintah terhadap
masyarakat terhindar dari penyelewengan berupa kolusi dan korupsi sehingga

proscs kinerja pemerintah dapat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknologi informast dalam hal ini e-government yang dikelola dengan baik,
dimana semua informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dcngan
biaya yang terjangkau akan mendukung tercapainya good government dalam
kerangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas kegiatan pemenntah guna
memperbaiki pelayanan publik, yang nanti pada akhirnya akan menuju

pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan.

1.4.2 Good governance

Dalam era transisi yang terjadi di Indonesia, tuntutan terhadap pelaksanaan
pemenntahan vang baik atau dikenal dengan good governance udak dapat
terelakkan lagi dan menjadi mutlak diperlukan dalam sebuah penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia. Good governance merupakan salah satu syarat guna
terciptanya demokratisast yang telah dicita-citakan bersama. Ketika kondist good
governance ini telah tercapai maka idealnya ini akan terbentuk subuah

pemerintahan yang bersih seperti vang diharapkan.

Terciptanya good govermance dalam pemerintahan juga memberikan
dampak akan dapat menckan tingkat penyelewengan terhadap penyelenggaraan

negara (kolusi dan korupsi) karena semua proses penyelenggaraan pemenntahan

34

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I - Pendahuluan

dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka. Dengan demikian bagi negara
Indonesia yang rotabene sebagai negara berkembang penegakan good governance

merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan.

Secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai
pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung-jawab
untuk mengurusi negara dan menjalankan kehendak rakyat. Pemerintah dalam arti
yang paling dasar diterjemahkan sebagai sekumpulan orang vang memiliki
mandat yang absah dan rakyat untuk menjalankan wewenang — wewenangnya
dalam urusan — urusan pemerintahan. Dalam hal ini ada hubungan kontrak sosial
antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana

mandat.”

(Governance merupakan tata pemerintahan. Good governance adalah tata
pemerintahan vang batk. Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance,
yaita pemerintah, dunia usalia (swasta, commercial society) dan masyarakat pada
umumnya {termasuk partai politik). Hubungan ketiganya harus dalam posisi
sejajar dan saling kontrol {checks and halances), untuk menghindari penguasaan
atau eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu
komponen lebih tinggi dari yang fam, inaka akan terjadi dommast kekuasaan atas

dua komponen lainnya.

UNDP mendefinisikan good govermance sebagal pelaksanaan otoritas

politik, ekonomi, dan administrast untuk mengatur urisan — Urusan negara, vang

** Mas Wigrantoro RS, Pemanfaatan 71 dalam penerapan Good government df Indonesia: 2003
sumber http:/fwwsw. depkeorninfo_go.id/download himl.
Erpy
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memiliki mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompicks di
mana warga negara dan berbagai kelompok mengartikulasikan kepentingan
mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan
yang ada di antara mereka.” Prinsip utama Good governance adalah cara
mengatur pemerintahar yang memungkinkan layanan publiknya efisten, sistem
pengadilanntya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawzb pada

publik.

UNDP dan World Bank mengartikan good governance sebagal suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab
yang sejatan dengan pinsip demokrasi dan pasar yang korupsi efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara
politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan

legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.®

Berdasarkan hal itu kemudian UNDFP megajukan karakterisuk good

governance sebaga benkut:

e Participation, keteritbatan masyarakat dalam pembuatan keputusan
baik secara langsugn maupun tidak langsung melalui lembaga
perwakilan vyang dapat menyalurkan aspirasi. Partisipas) tersebu
dibangun atas dasar kebebasan berasosias: dan berbicara serta

berpartisipast secara konstruktif.

?5 Widodo foko, goad governance. telaah dimensi, Surabava 20602 hal
* Mardiasmo, Dr. Otonomi dan Manajemen Keuvangan Paerah. Jakarta 2002 hal 23
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=  Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa

pandang bulu.

»  Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang

membutuhkan.

*  Responsiveness, lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam

melayami stakeholder.

= (Consessus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang

lebih luas.

»  Lquity, setiap masyarakat menuliki kesempatan vang sama untuk

memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

s [fficiency and Effectiveness, pengelolahan sumber daya publik

ditakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

*  Accomtahilify, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas

yang dilakukan.

»  Sirafegic vision, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus

memiliki visi jauh ke depan.
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Asian Development Bank sendin mencgaskan adanya konsensus umum
mengenai good governance. Dikatakan bahwa good governance dilandas1 oleh

empat pilar yaitu accountability, transparency, predictability, dan parrfcrpan'on,“

Dari penjelasan diatas dapat ketahui bahwa komponen atau prinsip yang
mendasari tata pemerintahan yang baik (good governance) sangat bervariasi dar
Jembaga satu dengan lembaga lain, dari pakar satu ke pakar yang fam. Namun
paling tidak ada sejurnlah prinsip atau komponen yang danggap sehagai prnnsip
utama yang mendasari good governance yaitu: akuntabilitas, transparansi dan
partisipasi masyarakat. Dibawah iui dijelaskan sedikit mengenai pnnsip-prinsip

terschut,

14.2.1 Akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai sebuah prinsip vang menjamin
bahwa setiap kegiatan | penyelenggaraan pemcrintahan dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang
terkena dampak penerapan kebijakan.® Sedangkan Prof Minam Budiardjo
mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pthak yang diberi
mandat untuk memeriniah kepada mereka yang memberi mandat mu”

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan

melalui disiribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemenintah selingga

T Sekretariat Good governance Badan Perencanaan Nasional, Indikator prinsip akumiahilitas.
fransparansi dan parfisipasi. sumber www goodgovemance-bappenas. go.1d/ konsep_liles/gocd
fbg:Z(}govemance_pdf dizkses pada tanggal 13 Februan 2006

* Thid
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mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondist saling
mengawasi (checks and balances system). >

Badan Perencanaan Nasiopal mengkriteriakan beberapa indikator yang
dapat digunakan untuk mencermati jalannya akuntabilitas dari sebuah
pemerintahan, yaita:*

» Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi
warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah
memenuhi standar etika dan nilai-nilas yang berlaku, dan sesual dengan
prinsip-prinsip adminisirasi yang benar

¢ Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara
mencapail sasaran suafu program

» Kejelasan dan  sasaran kebijakan yang telah diambil dan
dikomunikasikan penyebarluasan informasi mengenai svaiz keputusan
melaiui media massa

e Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan
dibuar dan mekanisme pengaduan masyarakat

1.4.2.2 Transparansi
Definisi dari transparansi adalah orinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagp  setiap orang untuk memperoleh informasi  tentang

penyelengparaan pemenntaban, yakni mfonmasi tentang kebijakan, proses

3{9 Miriam Budiardjo, Menggapai kedavioian Untuk Rakyaz, Bandung - Mizar, 1998 hal 107- 120)
* Sekretariat Good governance Badan Perencanaan Nasional fndikaior prinsip akuntabilitas,

transparansi dan parrisipasi. sumber www. goodgovemance-bappenas.go.id/ konsep files/good
Ye20governance pdf diakses pada tanggal 15 Februan 2006
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' Sedangkan

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.’
Badan Pecrencanaan Nasional mengkriteriakan beberapa indikator yang dapat
digunakan untuk mencermati jalannya transparansi dan sebuah pemenntahan,
vaitu**
. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur prosedur, biava-biaya,
dan tanggung jawab
2. kemudahan akses mformas
3. menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar
atau permintaan untuk membayar uang suap
Martin Minogue mendefinistkan bahwa transparansi adalah bentuk
keterbukaan dan informagsi dart pemerintah atas apa yang mereka putuskan dan
alasan mercka mengambil kKeputusan tersebizt. Informasi dan keterbukaan ini
mencakup
a. Memberikan fakta dan analisis tentang keputusan-keputusan kebijakan
b. Menjelaskan alasan-alasan dan keputusan-keputusan administratf
¢. Menyedizkan informasi tentang biaya, targel, dan performansi dan pelayaian
publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu
Transparansi dridentikkan dengan “freedom of formation” dimana sctiap

individe bebas mengakses informasi tentang  pemcrintahan.  Akses  terscbut

* Buku Pedeman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdapn
2002, hal (8, sumber sumber  www.goodpovernance-bappenas pod/ konsep_filesfvood
%20govemance. pdf diakses pada tanggal 15 Februan 2064

* Sekretariat Good governance Badan Perencanaan Nasionmal, Indikaior prinsip akuniahidtiay,
fransparansi dan partisipasi. sumber www. goodgovernance-bappenas. gosd’ konsep liles/good
*20governance.pdf diakses pada tanggal |5 Februani 2006

* Martin Minogue, artikel ““The management of public change. from old public admimstrabon’ 1o
‘new public management” dajam “Law & Governance™ Issue I, British Council Brieiing. Sumber
sumber www. poodgovernance-bappenas go id/ konsep_files/good %620povernance.pdl’  diakses
pada fangual 15 Februan 2006
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tentunya harus memiliki kuatitas akan informasi dan bukan hanya sekedar
kuantitas dari informasi.**
[.4.2 3. Partisipast
Partisipasi adalah prinsip bahwa sctiap orang memiliki hak untuk terlibat
datam pengambilan keputusan di setiap kegialan penyelenggaraan pemerintahan.”
Sedangkan Badan Perencanaan Nasional mengkriteriakan beberapa ndikator yang
dapat digunakan untuk mencermati jalannya partisipasi dari sebuah pemerintahan,

yaitu*

Adanva forum untuk menampung partisipasi  masyarakat yang
representalive.
o Fokus pemerintah adalah pada memberkan arah dan mengundang orang
lain untuk bemartisipasi
s Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah
dan masyarakat
o Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses
pengambilan keputusan
Prinsip partisipsi ini berhubungan dengan pandangan bahwa masyarakat
adalah jantungnya pembangunan, yang bukan hanya mendapatkan keuntungan

dari sebuah pembangunan tetapi juga mengadl agen pembangunan, Kareng

“ Qp.cit

%> Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Bappenas & Depdagri
2002 hal 20, Sumber sumber www goodgovernance-bappenas goad!  konsep_ files/goed
%20governance. pdf diakses pada tangpal 15 Februari 2000

* Sehretanal Good governance Badan Perencanaan Nasional, fndikatar prinsyp afamiabilias.
rransparanst dan partisipasi. sumber www goodgovernance-bappenas. go.1d/ konsep_files/good
Yu2(eovernance pdl diakses pada tanggal 15 Februan 2006
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pembangunan adaleh untuk dan oleh masyarakat, maka mereka membutuitkan
akses pada institusi yang mempromosikan pembangunan. *’
143 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lelang digambarkan depgan apabila seseorang menawar sebuah barang
dengan harga tertentu kemudian harga naik, oramg lain menawar lagi dan
seterusnya sampai saat semua orang diam, lalu juru lelang mengetok palunya
tanda barang terjual. Mungkin seperti itulah lelang kurang lebih. Kata lelang
berasal dari bahasa Imggris yaitu auction yang berasal dari akar kata “awctio”,
berarti kenaikan, Kata kepaikan ini sekarang kurang tepat karena penawaran
dalam lelang tidak selalu menaik ** Kenyataannya ada banyak format lelang
dengan penawaran yang menurun, terbuka maupun tertutup ataupun dengan suatu
kondisi tertentu. Sederhananya, lelang adalah suatu metode penawaran yang
berbasis kompetisi dimana ini merupakan pasar yang murmi yang mempertemukan
harapan penjual untuk mendapatkan uang yang sebanyak mungkin dap keinginan
pembeli untuk membayar seperfunya.

Lelang umumnya cukup efektif watuk menjual suatu barang dengan
nilai/kualitas tidak terukur, seperti barang-barang yang dibuat sangat terbatas atau
langka, lelang juga cukup efektif untuk menjual sesuatu dalam yumlah besar dan
waktu yang singkat, seperti lelang ikan, dinana para neiayan harus secepainya

menjual ikan dalam jumlah banyak. Lelang juga efisten dalam arti suatu lelang

# ~Governance : Sound Development Management™. (1999). Asian Development Bank, hal 7-13.
Sumber hitp #iwww goodgovernance-bappenas.go.id/gg_anticorruptien_file/ ADB-Good%20
Governange®20 and%20AntiCorruption -indeonesia pdf diakses tanggal 20 Februari 2006

B Wie Liem Lie:2003, gotng.. going. gone, www.indolelang com/auctionhouse/htm
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biasanya memastikan bahwa sumber daya jatuh kepada mereka yang memben
harga tertinggi dan juga memastikan bahwa penjual menerima penilaian kolektif
dari harga tersebut.*’

Pemerintah Indonesia sejak mengeluarkan kebijakan tentang lelang
melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 299 Tahun 1997 membenkan
kescmpatan kepada swasta nasional dan swasta asing untuk menyelenggarakan
jasa lelang dengan mendirikan balai lelang maka bisnis lelang di Indonesia
kelihatannya semakin semarak. Tiga tahun selanjutnya muncul Keppres No 18
Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan pada Tahun 2003
diganti dengan Keppres No 80/2003 yang didalamnya mengatur tender/proyek
pengadaan barang/jas yang dilelangkan kepada masyarakat umum.

Dalam Inpres No 80/2003 dijelaskan bahwa Pengadaan barang/jasa
pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan
APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia
barang/jasa. Dengan ruang lingkup bahwa pengadaan Dbarangfjasa ini
pembiayaanya scbagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD,
kemudian pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayat dan
pinjaman/liibah luar negeri, dan pengadaan barang/jasa untuk investasi di
lingkungan B, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau
seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Untuk pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah tersebut dilakukan dengan dua cara, pertama yaitu

* Wie Liem Lie: 2003, gomng. . going._gone, www indolelany comyauctionhouseshtm
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menggunakan penyedia barangfjasa dan kedua dengan cara swakelola dimana

pengadaan barang/jasa dilakukan sendint oleh pemerintah.

Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD
dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel. Secara kontekstual memang pengadaan barang dan
jasa ini diarahkan pada terbentuknya kinerja aparatur atau instanst pemerintah ini

agar bersih transparan seperti dikemukakan diatas,

Pengertian prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa diatas kemudian
diartikan sebagai:

a. Efisien, berarti pengadaan baranp/fjasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam ‘ waktu sesingkat-singkatnmya  dan  dapat
dipertanggungjawabkan;

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan dan dapat membernikan manfaat yang sebesar-besamnya
sesua: dengan sasaran yang ditetapkan;

c. Terbuka dan bersamng, berarti pengadaan bayarg/jasa harus terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan vang sehat di antara penyedia barang/jasa yang sctara dan
memenuhn syarat/kriteria tertenty  berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang jelas dan transparan;
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d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informast mengenai pengadaan
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi
masyarakat {uas pada umumnya;,

e. Adil/idak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bag
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memben
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, kevangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Bab kedua dalam keppres ini dijelaskan tentang pengadaan yang dilakukan
melalui penyedia barang/jasa. Disebutkan bahwa seluruh pembiayaan pengadaan
barang/jasa dibiayai oleh APBN/APBD, mulai dan honorarium panitia/pejabat
pengadaan barang/jasa, pengadaan dokumen prakualifikasi sampai pada semua
biaya administrasi yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa. Dijelaskan pula
bahwa untuk tugas bagi pihak pengguna bertugas menyusun perencanazn,
mengangkat pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, menctapkan paket pekerjaan,
menyusun selurvh kesiapan dan aturan pengadaan, menyiapkan kontrak, sampai
pada pelaporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada
atasannya. Sedangkan persyaratan penyedia barang/jasa baik berupa perusahaan

atagpun perorangan vaitu secara umum badan usahamya memenuhi ketentuan
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hukum secara sah dan tidak mengalami kepailitan, telah memiliki NPWP dan
bukti pembayaran pajak serta telah lulus proses prakualifikasi dan pascakualifikast
oleh pamtia/pejabat pengadaan.

Pada bagian ketiga dalam bab i diatur tentang jadwal pelaksanaan
pemilikan penyedia barang/lasa bahwa pengguna barang/jasa  wajb
mengaiokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuinan, kesempatan
untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan
penyiapan dokumen penawaran. Kemudian juga diatur bahwa penyedia
barang/asa bebas dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan

kalkulasik secara keahlian dan data yang dapat dipertangungjawabkatt.

Proses penyelenggaraan lelang pengadaan barang/jasa ini meliputi
pengumurman jents dan kualifikast penyediaan barang/asa, kemudian sampai pada
proses prakualifikasi dan pascakuahfikasi semua dokumen vang ditawarkan dan
penyedia barang/jasa dan terakhir adalah pengumuman pemenang tender tersebut.
Disebutkan bahwa prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyarztan tertentu lannya dan penyedia
barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. Sedangkan pascakualifikasi adalah
proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan

tertentu lamnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.

Proses prakualifikas) secara umuim meliputi pengumuman prakualifikasi,
pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi,
evaluasi dokumen prakualifikasi, penctapan calon peserta penpadaan yang Iulus

prakualifikasi, dan pengumumman hasil prakualifikasi. Proscs pascakualifikast

16
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secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan
dokumen penawaran dan terhadap peseria yang diusulkan untuk menjadi

pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

Pada pasal 16 dijelaskan bahwa system pengadaan merupakan proses
meliputi metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyampaian dokumen
penawaran, metode evaluasi penawaran, sampai pada jenis kontrak. Dalam
menentukan sistem pengadaan perlu mempertimbangkan jems, sifat, dan nilai
barang/jasa seria kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumiah penyedia
barang/jasa yang ada. Sistem pangadaan dalam keppres mni meliputi sistem
pengadaan barang/jasa pemborong/jasa lainnya, dan system pengadaan jasa
konsultasi.

Sistem pengadaan barang/jasa peinborongan/jasa lainnya pada prinsipnya
dilakukan melalwt metode pelelangan umum, Pelelangan umum adalah metode
pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan
pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum sehingga masyarakat Juas dunia usaha yang berminat
dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Diatur pula jika dalam pelelangan
umnum pelelangan terbatas dimlai tidak efisien dan segi biaya pelelangan, maka
pemilihan penvedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilthan
langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa vang dilakukan dengan
membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sckurang-kKurangnya tiga
penawaran dari penyedia barangfjasa vang telah lulus prakualhifikasi serta

dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal
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melalui  papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bia
memungkinkan melalul intemnet.

Untuk pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat
dipilih salah satu dari metoda evaluast penawaran berdasarkan jenis barang/jasa
yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut meliputi  sistem
gugur, sistem nilal, dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pasal 20 diatur tentang prosedural pemilihan penyedia barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi:

Dengan prakualifikasi:
. pengumuman prakualifikasi;
2. pengambitan dokumen prakualifikas::
3. pemasukan dokumen prakuvalitikasi;
4. evaluast dokumen prakualifikasi;
S. penetapan hasil prakualifikasi;
6. pengumuman hasi] prakualifikasi;
7. masa sanggah prakualifikasi;
8. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
9. pengambilan dokumen lelang umum:.
10. penjelasan;
11. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya:
12. pemasukan penawaran;
13. pembukaan penawaran;

14. evaluasi penawaran;
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15. penetapan permnenang,

}6. pengumuman pemenang;,

17. masa sanggah;

I8. penunjukan pemenang;

19. penandatanganan kontrak;
Sedangkan dengan pascakualifikasi meliputi:

1. pengumuman pelelangan umum;

2. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;

3. pengambilan dokumen lelang umum;

4. penjelasan;

5. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya,

6. pemasukan penawaran,

7. pembukaan penawaran;

8. evaluasi penawaran termasuk evatuasi kualifikasi,

9. penectapan pemenang,

10. pengumuman pemenang;

11. masa sanggah;

12. penunjukan psmenang;

13. penandatanganan kontrak.

Setelah ditentukan pemenang dari pelelangan umum  pengadaan

barang/jasa maka proses selanjumya adalah penckenan kontrak antara pamtia
penggunan barangfjasa atau pejabat yang berwenang dengan pemenang

pelelangan proyek tersebut.
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Dalam Keppres 80/2003 ini diatur pula tentang sanggahan pemilihan
penyedia barang/jasa dan pengaduan masyarakat. Pesecrta pemiliban penyedia
barang/jasa yang merasa ditugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama
dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguma
barang/jasa apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur
yang telah ditetapkan. Kecurangan-kecurangan tersebut melipuit:

1. Rekayasa tertentu sehingga menghalangl terjadinya persaingan yang sehat;

2. Penyalahgunaan wewenang olch panitia/pejabat pengadaan dan/atau
pejabat yang berwenang lainnya;

3. Adanya unsur KKN di antara peseria pemilihan penyedia barang/jasa;

4. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggoia panitia/ pejabat
pengadaan dan/atau dengan pejabatl yang berwenang lainnya.

Untuk  proses pengawasan dalam pengadaan barang/jasa 1nstansi
pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan
panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan
kepada aparat pengawasan fungsional unfuk melakukan pemeriksaan sesual
ketentuan yang berlaku. Hal imi diiakukan guna meminimalisir tegjadi kecurangan
atau “kongkalikeng” antara panitia pengguna barang/jasa dengan penyedia
barang/jasa. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh unit pengawasan intem.
Unit ini pada instansi pemerintall melakukan pengawasan kegiatan/proyek,
menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan
masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian

melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang
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bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Dari semua proses diatas yang diatur dalam Inpres 80/2003 dapat diketahui
bahwa proses pengadaan barang/jasa dalam hal ini pengadaan barang/jasa yang
melalui sistem pelelangan umum sudah diatur  secara terbuka dengan
pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resimni
untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat
dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Apalagi pengumuman tersebut
dapat pula dilakukan di media intemet sehingga seluruh kegatan lelang
pengadaan barang/jasa tersebut akan dapat diketahui oleh masyarakat iuas yang

ingin mengikutinya.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintahan saat im telah melalui babak
baru seirimg dengan perkembaﬁga.n teknolegt informasi di Indonesta. Proses
pengadaan barang/jasa yang biasanya diadakan secara langsung atau terbuka
melalui tatap muka antara pemerintah dengan pihak swasta atau perseorangan
yvang akan mengadakan barang atau jasa terscbut. Sekarang sudahh ada yang
diadakan melatui jaringan internet secara onfine sehingga semua proses mulal
pengumuimnan sampai pengumuman pemenang tender dilakukan melalu internet,

yang selanjutnya dikenal dengan e-procurement.

E-procurement merupakan proses pengadaain, baik untuk barang atau jasa
yang dilakukan dengan memanfzatkan media wehsite. Jad: dalam proses ini semua

kegiatan mulat dan pengumuman tentang paket proyek/pekerjaan. prakualifikasi,
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penjelasan (annwifaing) dan seterusnya, sampai dengan pengumuman pemenang,

dilakukan melalui inetrmet dengan menggunakan website sebagai basisnya. *°

E-procurement juga dapat diartikan sebagai sebuah proses pelelangan
untuk pengadaan barang atau tyuan lain dengan memanfaatkan teknotogi
informasi dalam bantuan situs internet. Seluruh proses lelang mulai dani
pengumuman, pengajuan penawaran, selekst, sampai pengumuman pemenang

akan dilakukan dengan bantuan situs internet >’

Dengan demikian program e-procuremen! yang merupakan bagian dari
pelaksanaan e-government di Indoncsia dituntut sebagal merupakan jawaban akan
perlunya transparansi, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanraan pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang pada gilirannya akan bermuara kepada
perwujutan good government dan menciptakan good governance seperti yang

diidamkan oleh masyarakat.

Program e-procurement di Indonesia belakangan ini telah dijalankan oleh
beberapa mstansi dan departemen seperti Departemen Pemukiman dan Prasarana
Wilayah, Departemen Komunikasi dan Informasi dan Instansi Pemerintah Daerah
Kota Surabaya. Program e-procuremen: di Indonesia pada saat ini dijalankan
dengan menggunakan payung hukum Instruksi Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam

Inpres 80/2003 diatur dengan detail mengenai proses dan prosedural pengadaan

SUWicaLSOﬂO Hidaval, e-procurement d&i Kimpraswil htpfvwew, pugo sdfbapekin/uletin®e
2§ﬂurnal ‘buietin%209/buletingé hitm] diakses tanggal 19 lmuan 2006

Wicaksono Hidayal, e-procurement jangan timbulian ketidakadilan, Tipiivweow deiky
findex. php/detik read /tahun/2004/bulan’] 0/1el/07/0mer 1 33552/ dnews/22054 3 idkanal/ 110 diakses
langgal 19 Jaman 2006
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barang dan jasa pemerintah yang didalamnya membenarkan penggunaanya

melalui internet secara chline.
1.4.4 Efektivitas dan Efisiensi

Pada dasarnya kajian wtama dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi
publik adalah harus bermuara pada arena publik, dimana dapar diartikan bahwa
semua aktifitas yang dilakukan organisasi pemerintahan  didasarkan pada
masalah-masalah  publik dengan tujuan bersama dem  Kepentingan
masyarakat/publik secara umum. Untuk menjalankan itu semua birokrasi
pemerintah harus memiliki sebuah rasa tanggung jawab yang besar serta etika
moral dalam mengelola masalah-masalah publik. Selain itu dibutuhkan sebuah
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
yang mendukung kinerja birokrasi pemerintahan guna terwujudnya kepentingan
dan tujuan bersama tersebut. &

Kajian mengenai efektifitas den efisiensi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan memang mutlak adanya dan tidak bisa ditawar lagi. Ini didasarkan
pada realitas penyelenggaraan peinerintahan oleh birokrasi di Indonesia yang
cenderung kurang memperhatikan dan masih jauh dan kerangka penyelenggaraan
pemesintahan yang efektif dan efisian. Hal i berpengarub besar terhadap
orientasi penyelenggaran pemerintahaan yang memang ditujukan pada pelayanan
publik yang bersih, transparan, dan ringkas.

McGram Hill mendefinisikan efektifitas  yaitu bagaimana sebuah
organisasi menentukan dengan tepat tujuan yang dipilih dan menentukan cara

yang tepal untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan cfisiensi didefinisikan
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dengan seberapa baik atau seberapa besar sebuah organisasi menggunakan sumber
dayanya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.”

Efisiensi dapat diartikan mengoptimatkan penggunaan sumber daya.
Dengan perkataan lain, memaksimalkan output dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia atau meminumalkan input untuk mencapai output yang telah
ditetapkan. Efektivitas berarti melakukan pengukuran terhadap tingkat pencapaian
tujuan aktivitas tertentu atau program yang telah ditetapkan. Dari berbagai
pengertian diatas secara sederhana efektif dapat diartikan sebagai tepat
tujuan/sasaran dan efisien dapat diartikan sebagai tepat guna.

Dari sudut praktik organisasi, efektivitas dapat berarti satu dan tiga
terminologi yaitu program, operasi dan organisasi. ™

1. Efektivitas program berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan (intended objectives), dampaknya (itsimpact) dan efektivitas
biayanya (its cost-efectiveness).

2. Efektivitas operasional berkaitan dengan pencapaian sasaran keluaran/
output (output targets), system menghasifkan barang dan jasa yang
diproduksi, dan efektivitas biaya sistem tersebut.

3. Efekrtivitas organisasi berkaitan dengan keseluruhan kemampuan
organisasi dan interaksi antara perencanaan strategis, struktur dan
proses manajemen, sumber daya manusta, dan keuangan yang
kesemuanva berkaitan dengan misi dan tujuan organisasi dan

lingkungan ekstemal.

*2 4ill, Mc Gram Contemporary Managemeni 3ri New York 2003 hal 6
* Hasanudin, dudit Kinerja Mandot Anggota ASOSAT Melaksanakan, Jumal Pemeriksa Ko, 83
Juni 2002 hal 3%
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Proses penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung pembangunan,
diharapkan program-program pembangunan dapat dijalankan secara efektit dan
efisien sebagai upaya menciptakan iklim pemerintahan guna pelayanan kepada
masyarakat yang nantinya akan bermuara pada kepentingan publik. Birokrasi
scbenarnya bertugas bukan hanya mengorganisir urusan publik namun juga
dituntut untuk memanajemen seluruh urusan publik secara efisien dan efekuf
dalam pencapaiannya yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Dari sini penting
kiranya dibutubkan sebuah landasan kerangka manajemen sebuah program
pembangunan dari pemerintah yang efektif dan efisien.

Kriteria yang paling sering digunakan untuk memberi penilaian terhadap
suatu program pemerintah ialah seberapa dekat hasil program tersebut dengan
tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan apakah pencapian itu dilaksanakan secara
efisicn atau tidak. Kemudian kriteria-knteria efisiensi pentlaian scbuah program
pembangunan seyogyanya dilengkapi dengan aspek-aspek berikut:**

1. Berapa jauh suatu program pembangunan mengembangkan lembaga-
lembaga yvang akan mampu menyelenggarakan dan melestarikan jasa dan
pelayanan baru dan wakiu ke wakiu,

2. Keefektifan program dalam menjangkau kelompok-kelompok target yang
jelas. Banyaknya perubahan peritaku yang terjadi. Apakah para target akan
mengadopst teknologl baru yang diperkenalkan atau mereka setuju untuk

menyesuaikan praktek-praktek tradisionpainya.

3 Brvant Caroline Manajemen Fembangunan uniuk Negara Berkembang LP3IES Jakarta 1987 hal
199
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3. Apakah organisasi telah memetik pelajaran dani pengalarnan program dan
mengubah proses keputusannya agar sesuai dengan tugas peribangunan.

4. Apakah proyek/program berhasil menggerakkan dan mengarahkan target
dalam hal ini masyarakat dan menambah kesadaran mereka mengenal
kemampuan mereka sendin.

Untuk menilai efcktifitas dan efisiensi sebuah program/kebijakan
pemerintah perlu adanya ukuwran atau aspek yang dijadikan landasannya.
Mengingat program/kebijakan pemerintah menyangkut tentang pelayanan
pemerintah kepada publik. Tentunya program tersebut dituntut untuk bisa berjalan
efektif dan efesien. Australian National Audit Office (ANAO) dalam
kesempatannya menerbitkan beberapa aspek penting bagaimana sebuah program
pemerintah dapat dinilai efekuf dan efisien. Kal ini adalah aspek-aspek yang
dijadikan penilaian terhadap program e-government milik pemerintah, scbagai
upaya pemerintah melayani berbagai informasi dan kepentingan publik.

Ada beberapa aspek yang perlu dikaji guna menimbang efektifitas sebuah
program e-governmeni, vyaitz koleksi dan analisis tentang pola/alur dari
weh/online service tersebut, performance data dan kondisi perilaku penggumjung,
penilatan terhadap aksesibilitas terhadap online service iersebut, kemampuan dan
keakuratan informasi vang ditampilkan, service pengunjung vyang akan
wempengaruhi kenvamanan kegunaan dan ketersediaan akan informasi, dan
ketersediaan wakmi, Sedangkan aspek yang perlu dikaji untuk menumbang
efesiensi program e-government meliputi bagaihnana hubungan antara biaya yang

dikeluarkan dengan keuntungan yang diambil, Ketersediaan channels yang
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berbeda guna pengantaran service, dan mengukur tentang produktivitasnya
(jurntah waktu dan penekanan biaya).”’

Selanjutnya Australian National Audit Office (ANAO) pada pertengahan
2004 telah melakukan audit dan penilaian tentang penggunaan inferitet service
dalam pemerintahan  (e-government) terhadap beberapa  instansvagency
pemerintahan yang telal: mengaplikasikan e-govenrment dilingkungannya. Dalam
hal ini penilaian yang dilakukan oleh ANAQO mengenai efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan e-government di instansi masing-masing. Guna mengukur dan
menilai penyelenggaraan e-government tersebut digunakan ukuran atau indikator
mengenai efektivitas dan efisiensi e-government.

Untuk menilai apakah instansi tersebut telah melaksanakan online service
delivery atau aplikasi e-government secara efektif dan efisien , ANAO melibamya
melalui  apakah instansi tersebut telah mempersiapkan sejak awal untuk
pengembangan online service yang akan dibuat. Kemudian juga menilai mengenai
tujuan dan performance targefs dari pembuatan aplikasi e-government tersebut.
ANAQ juga mengadakan pengukuran terhadap apakah instansi tersebut telah
menafsirkan berapa biaya yang dibutuhkan dan seberzpa besar keuntungsn dan
pengembangan aplikasi e-government tersebut. Selain itu yang juga menjadi
pengukuran adalah mengenai keterlibatan dan masukan stakeholders terhadap

kebutuhan mereka akan informasi dan pelayanan.

5 Measuring the Efficiency and Effectiveness of E-government, wwiwv anag, 20y, aw'WebSite nsl
diakses tanggal 4 Oktlober 2005
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Lebih lanjutnya ANAQ menjelaskan tentang beberapa aspek penilaian
dalam pelaksanaan e-government secara efekiif dan efisien. Adapun aspek-aspek
tersebut adalah:*

a Kepentingan pasar/bisnis
Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi e-governnient
yang perlu diperhatikan di awal adalab mempertmbangkan pilihan-
pilihan pelayanan yang sesual dan dibutuhkan oleh pasar/bismis atau
bisa diartikan publik. Setelah aplikasi tersebut gdiimplementasikan
maka instansi pemenntah dapat melihat kembali dan dapat dijadikan
pertimbangan apakah pelayanan secara online tersebut berjalan secara
efektif dan efisien sesual dengan kebutuhan pasar dan publik.
~  Redevelopement website
Hal ini diarahkan pada seberapa serning instansi pemerintah yang
terkait melakukan  pen-develop-an  atau  mendesair  ulang
aplikasi/penyajian pada internet sebagai langkah proses
pemeliharaan yang terus menerus seiring demgan perkembangan
kebutuhan pasar dan publik.
b. Masukan Pengguna
Untuk menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien guna
membenkan investas) yang diharapkan dalam aplikasi e-government
maka instans! yang bersangkutan perlu memastikan informasi apa saja

dan pelayanan apa yang benar-benar dibutubkan oleh masyarakat dan

* Ibid
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kalangan bisnis. Hal ini menyangkut isu aplikasi apa yang cocok dan
seberapa mudah diadaptasikan,

Masukan pengguna ini berguna untuk memastikan bahwa instansi
yang bersangkutan akan menyediakan iformasi dan bentuk layanan
apa saja yang dtharapkan olch masyarakat.

¢. Tujuan/Sasaran

Hal ini berkaitan dengan twuan yang secara spesifik aplikasi e-
government tersebut yang biasanya selalu berkaitan dengan ouiput dan
outcame yang telah ditentukan. Bagian i juga menjadi batasan tujuan
dikernbangkannya pelayanan onfine terscbut.

- Tujuan aplikas: ¢-government

Sarasan atau tujuan dan aplikast int sendiri harus sejalan dengan
aturan dan fungs: dari sebuah instansi khususnya dalam hal kaitannya
dengan pelayanan. Secara spesifik wjuan aplikasi ini tentunya adalah
menyediakan informasi dan pelayanan untuk publik secara ¢lektronik.
Sasaran lain adalah untuk kefektifan dengan cara merabuat aplikasi ¢-
government lebih relevan dengan kebutuhan pengguna, selain itu
aphkas:1 1m dipastikan lebth mudah dan cepat merefleksikan
perubahan-perubahan.

- Twuan pelavanan onfine

Instanst pemeriniah dalam pengelolahan pelayanan onfine dalam

aphikasi e-government temunya harus memiliki tujuan vang jelas.

Meliputi penyediaan proscs yang lebih mudah untuk diakses publik
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termasuk bagi komunitas regional dan pedalaman guna pemberian

informasi, keakuratan informasi, dan memungkinkan akses yang

lebih luas.

d. Keuntungan

Aspek ini dimunculkan apakah instanst tersebut mendapatkan
keuntungan dari pelayanan orline melalui e-government tersebut. Baik
keuntungan untuk instansi pemerintahan maupun pengguna. Pada
akhimya apakah keuntungan tersebut sesuai dengan tujuan awal
pembangunan dan pengembangan aplikasi e-government tersebut.
- Keuntungan bagi instansi

Keuntungan potensial aplikasi e-government bagi instansi adalah
dapat mengurangi biaya. termasuk mengurangi biaya komuntkas: dan
lebih efektif dan efesien untuk biaya waktu informasi dan service
kepada pubiik. Sehingga dengan ini instansi pemenntah dapat
melayani Jebih banyak dengan anggaran yang lebih murah.
- Keuntungan bag pengguna

Keuntungan untuk wusers atau pengguna merupakan hal yang
mutlak dalam pengelolaan ondine service milik pemerintah int. Instanse
pengelola aplikasi e-government inl diluntut untuk mempertimbangkan
keuntungan dari publik vyaitu apakah lebih mudah, lebih efimien
terhadap akses informasi dan layanan pemerintah. Selam itu juga
memungkinkan akses informasi dan pelayanan yang sebelumnya tidak

dapat diakses.
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¢. Biaya
Ini berkaitan dengan seberapa jauh instansi pemerintah dapat
mengestimasikan biaya dan pembangunan dan pembenahan kembali
aplikasi e-government. Estimasi braya ini ternmasuk pada perhifungan
pembiayaan pemeliharaan onfinie service sampai pada penghitungan
pembiayaan sistem managerial dari pengelola aplikasi tersebut. Hal mi
yang nantinya akan dipadukan dengan keuntungan yang didapat dan
apakah ini cukup efisten dan efektif terhadap pelayanan pemerintahan.
Dalam standart intemasional terdapat beberapa pengakuan/sertifikasi
terhadap kinerja yang efektif dan efisien terhadap organisasi/perusahaan. Salah
satunya adalah sertifikat  ISO 90012000 yang membenkan
pengakukan/sertifikasi terhadap organisasi/perusaliaan yang telah melaksanakan
system manajement kualitas (Quality Management System) sccara efektif
ISO 9001:2000 merupakan sebuah standart internasiona! di bidang
penerepan Sistem Manajemen Kualitas. Prinsip sistem manajemen kualitas ini
terdin atas  kepentingan  konsumen,  kepemimpinan,  keterlibatan
stakeholdersimasyarakat, pendekatan proses, sistem pendekatan dalam
manajemen, kemajuan atau perbaikan yang terus menerus, pendekatan faktual
dalam pengambilan keputusan, keuntungan bersama,
Standart Internasional (ISO 9001:2000) ini mengukur apakah scbuah

organisasi atan perusahaan dapat membentuk sistern manajement yang efeknf
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yang sesuai dengan kebutuhan konsumen/stakeholders. Untuk mengukur dan

menilainya terdapat beberapa ukuran dan persyaratan, yaitu:”’

L.

Cakupan, meliputi cakupan secara umum dan aplikasinya
Dasar Hukum
Terms and definition
Quality Managenient System
- Terdint atas persyaratan umum yang meliputi bagaimana
proses manajemen, interakst daiam  pengelolahan
managemen sampai pada kemajuan dan perbaikan di
dalamaya.
- Persyaratan dokumentasi yang terdin dan kualaitas manual

dar dokumen, sistem kontrol dokumen, dan rekaman.

3. Management Responsibility

- Komitmen manajenial

- Fokus terhadap konsumen

- Kualitas keputusan

- Perencanaan

- Tanggzung tawab, otoritas, dan komunikasi
Im mehputi keseluruhan 1op management, management
representative yang didalamnya mempromosikan kemajuan
konsumen dalam seluruh organisasi

- Kapan Manajemen.

*7 Excel Pastnership lnc. http /Awww xlp.com

Skripsi
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Yang menjelaskan tentang input dan output organisasi,
daftar memperbaikan dan kemajuan organisasi.
0. Rexourse Management

- Ketersediaan sumber daya untuk kemajuan proses dan
peningkatan kepuasan Konsumen.

- Sumber daya manusia, yang mehputi penenluan
kompetensi, pengadaan pelatihan, evaluast terhadap
efektivitas pekerjaan.

7. Product Realization

- Rencana dan pengembangan proses, meliputi tujuan
produk, relevansi proses, dan sumber daya serta ketepatan
dan validitas upi coba.

- Design dan pengembangan, terdiri atas perencanaan, input,
output, sisternatika kajian, verifikasi, dan validitas.

- Produksi dan ketersediaan pelayanan

- Pengontrolan dan monitoring terhadap perlengkapan.

8. Penilaian, Analisis dan Kemajuan

- Penilaian dan monotoring, proses ini meliputi kepuasan
konsumen, kinerja manajemnen, dan proses.

- Anahisis data yang menyangkut kepuasan konsumen, hasil

produks dan dalam proses itu sendin.
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- Adanya perencanaan tentang koreksi pekerjaan, akst
preventif sehingga kesemuanya akan menimbulkan
kemajuan yang cfektif sccara berkelanjutan,

1.5 Definisi Konsep

1. [Llectronic Government  : Sebuah aplikasi dan teknologi informasi yang
berbasis janngan onfine (internet) vyang
dimikiki dan dikelola oleh pemerintah dengan
maksud memberikan kemudahan terhadap
pelayanan publik guna membangun hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku
bisnis (pasar) maupun dengan pemernntah
sendri.

2. Good Governance " : Merupakan sebuah mekanisme pengaturan
pemernintahan guna mengelola urusan-urusan
negara dan mengelola semua sumber daya
yang dimiliki schingga tercipta penmbangan
antara negara, pasar, dan masyarakat guna
terwujudnya permernntahan yang
bersih/transparan,  efekiif, efisien, dan
akuntabel.

3. Efektivitas ‘Bagaimana sebuah orgamisasi  memilih

dengan tepat tujuan bersama dan menentukan
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cara vang tepat umtuk mencapal  tujuan
tersebut.

4, Efisiensi ‘Bentuk pengoptimalan penggunaan sumber
daya dimana seberapa baik atau seberapa besar
scbuah organisasi menggunakan sumber
dayanya untuk mencapal tujuan Organisasi
tersebut.

S. F-procurement :Aplikast  pelelangan  untuk  pengadaan
barang/jasa pemenintahan yang diadakan olch
pemerintah dengan memanfaatkan teknologi
informasi dalam hal mi bantuan situs internet.

6.  Teknologi Informasi Sebuah kombinasi antara komputas: dan
teknologt telekommnikas: berbasis mukro
elektronik yang digunakan untuk menyimpan,
menghasitkan, mengolah, serta menyebarkan
utformasi

7. Pcngadaan barang/jasa :Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah
Kegiatan pengadaan barang/jasa vang dibiayai
dengan APBN/APBD, baik vang ditaksanakan
secara swakelola maupun oleh penyedia

barang/jasa.

8. Prakualifikasi ‘Proses perulaian kompetensi dan kemampuan

usaha serta pemcnuhan persyaratan tertentu

63

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAR [ : Pendahuluan

lainnya dari penyedia barang/iasa sebelum

memasukkan penawarar.

9.  Pascakualifikast :Proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu
lainnya dari penyedia barang/iasa setelah

memasukkan penawaran.

1.6 Metode Penelitian

Metodelogi yang digunakan adalah metode kualitatif dimana metode ini
didasarkan atas pemabaman terhadap permasalahan sosial vang ada. Hadri dan
Martini Nawawai memahany metode kuaiitatif merupakan kerangkaian kegiatan
menyaring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obiek.
dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang praktis
atau teoritis.  Informasi vang (iiperoleh tersebut akan dipelajari dan ditafsirkan
dengan usaha memahami maknanya sesuai dengan sudut pandang sumber data. 58

Penelitian kualitatif pada dasamya menganggap fenomena sosial yang
menjadi pusat perhatian iimu-ilmu sosial sangatlah berbeda dengan fenomena
atami vang menjadi fokus perhatian ilmu-ilmu kealaman karena fenomena sosial
vang melibatkan manusia sebagai pelaku praktis/aktivitas soaidl, senantiasa sarat
dengan dumia makna yang melekat pada subyek (manusia) pelakunva. [a
senantiasa melibatkan interpretasi. kesadaran. dan makna subveknf ditingkat

individu sang manusia sebagai tindakan sostal. Dalam pandangan ini wntuk

* Hadari Nawaw: dan M. Martini Nawawi fnsirumen Pereltian Bidang Sosial Gajah Mada
University Press.Yogya. 1992 hal 209
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memahami suate fenomena sosial harustah dart hasil “membaca” bagaimana sang

59

L61 'i'ipe pen‘eliﬁa‘n‘
Dalam penelitian ini menggunakan tipe pewlittan deskriptif. Tipe
penelitian  deskriptif' ini dapat dipabami sebapai penelitian yang  berusaha
menggambarkan dan melukiskan sebuah keadaan atas fakea-fakta yang benar-
benar terjadi sehingga nantinya peneliti diharapkan dapat memahamu fenomena
vang dijadikan permasalahan dalam penelitiannya. Sepert: yang dijelaskan berikut
ini dimana pen¢litian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan
masaiaah  yang diselidiki  dengan  menggambarkan/melukiskan  keadaan
subjek/objek penclitian (scseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat
sekarang berdasarkan fakia-fakta yang tampak atau sebagai mana adanva.
Mendeskripsikan fakta merupakan usaha mengemukakan gejala secara lengkap di
dalam aspek yang diselidiki, apar jeias keadaan atau Kkondisinva sehingga
penelitian i1 berstfat penemuan fakta seadanya Secara singkat dapat dikatakan
bahwa penelitian deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif
objektif tentang gejala-gejala vang terdapat di dalam masalah yang diselidiki ©
L.6.2 Lokasi Penelitian
Pada penelitian kali im1 lokasi yang dipihh adalah Pemenntab Kota
Surabaya dimana yang menjadi fokus adalah Bina Program. Pemilihan iokasi

iersebut didasarkan pada pertimbangan, vaitu :

*” Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2003,
hal 13-14

* Hadari Nawawi Merode Penelitian Fidang Sosial. Yogyakarta, Gajah Mada Universin
Press, 1993 hal 63,
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1. Fenomena yang muncul pada penelitian im yaite tentang penggunaan
program e-procurement yang ada di Surabaya. Untuk sekedar
diketahui bahwa sampai saat i pelaksanan e-procurement di tingkat
pemerintah daerah hanya ada dan dilakukan di Surabaya, jadi sangat
masuk akal ketika penelitian ini dilaksanakan di Surabaya dalam hal
ini Bina Prograin sebagai pengelola dan penanggung jawab program
tersebut.

2. Dan letak geografi Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar
kedua dan juga sebagi tbu kota Provinsi Jawa Timur, menjadikan Kota
Surabaya sebagai pusat perbisnisan dan perkantoran. Apalagi didukung
dengan perkembangan teknologi informasi di Kota Surabaya yang
semakin berkembang.

L6.3 Teknik Penentuan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas sosial atau
fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks maka pada penelitian kualitatif
prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunct
(key informan). Untuk memilih informan lebih tepataya dilakukan dengan sengaja
(purposive sampling). Selanjutnya bilamana dalam proses pengumpulan data
sudah tidak ditemukan variasi informasi maka peneliti tidak perfu untuk lagi
mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai. Dengan
demikian penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumilah sampel. Umumnya
terdapat tiga tahap pemthhan informan dalam penelitian kuvahtatif, yakni pertama

pemilihan informan awal, apakah itu informan (untuk diwawancarai) atau suatu
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situast sostal {untuk diobservasi). Kedua adalah pemilthan informan lanjutan guna
memperluas deskripst informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada,
Ketiga adalah menghentikan pemilihan informan lanpitan bilamana dianggap
sudah tidak ditemukan lagi vanasi informasi (sudah ada replikasi informasi}.
Dalam menempuh tiga tahapan tersebut pemilihan sample dalam penelitian
kualitatif yang lazim digunakan adalah melalui ieknik snowball sampling.”’

Dari pengertian diatas maka penelitian inl dalam menentukan penarikan
informan adalah menggunakan purposive sampling dan teknik snowbali sampling.
Purposive sampling digunakan pada instansi yang terkait yaitu Bina Program Kota
Surabaya. Kemudian untuk informan vang berasal dan para rekanan dan panitia
lelang pengadaan barang/tasa penuwlis memperolehnya dari data vang ada dar
Bina Program Kota Surabaya. Dengan demikian inforizan yang berhasii diperoleh
oleh penehitt dalam penelittan kali ini adalah

l. Ir. Agus bmam sebagai Kepala Bina Program pemerintah kota

Surabaya.

)

Heriambang vaiu stafl ahli dan pendukung dan program e-

procurcmem.

2. Basuki dar Panitia leiang pengadaan barang/jasa dalam hal int vang
terdapat dalam Dinas Pajak Kota Surabaya.

4. Beberapa para rekanan dari perusahaan yang pemah mengikuti proses

pengadaan barang/jasa vang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya,

yaitu:

*' Burhan Bungin. Araiisis Pata Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2003,
hal. 53-34
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= Supaydi dari C.V Prisma Group
»  Kusyanto dan C.V Makaro Jaya
1.6.4 Teknik Pengumpulan data
Untuk menghasilkan suatu penelitian yang akurat dan valit diperlukan
data yang representatif. Menurut Lofland { 1984) sumber data dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lainya *?
Guna mengumpittkan data yang diperlukan dalam penelitian maka teknik
pengumpuian data yang digunakan adalah dengan:
a. Wawancara
Merupakan percakapan dengan naksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai yang membenkan jawaban
pertanyaan. Lincoln dan Guba (1985:266) menegaskan bahwa maksud
wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian,
kegiatan,organisais, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan
lainnya.
b. Pengamatan / Observasi
Secara metodelogis penggunaan pengamatan bermanfaat bagi
penclitian, yartu pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti
dan segi motif kepercayaan, perhatian,perilaku tak sadar kebiasaan dan

sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat

52 thid, hal 112.
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dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian, kemudian
pengamatan juga memungkinkan peneliti merasajan apa  yang
dirasakan dan dihayati oleh subjek. Pengamatan juga memungkinkan
pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihaknya

maupun dari pihak subjek.

6.5 Teknik Kcabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data diperiukan agar hasil atau penelitian dapat
dipertanggungjawabkan baik secara teoritis dan praktis. Pada penelitian kali ini
pemeriksaan keabszhan data menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di
luar data itu untuk keperkuan pengecekan atan schagai pembanding terhadap data
tersebut.

Denzin (1978) membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik
pemerinsaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan
teori. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi vang diperoleh melalui alat dan waktu yang
berbeda. Sedangkan trianggulasi dengan metode menurut Patton (1987) terdapat
dua strategt yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian
beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajatkepercayaan beberapa
sumber data dengan metode yang sama. Teknik trianggulasi ketiga adalah dengan
jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untk keperluanpengecekan
kembali data vang diperoleh. Dan trianggulasi terakhir adalah dengan teor,

menurut Lincoln dan Guba (1981) cara ini berdasarkan anggapan bahwa fakta
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tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau
jebih sebual: teori.”
1.6.6 Teknik Analisis Data

Menurut B Miles dan Michel A Hubermen, analisis data terdin dari alur

kegiatan sesual yanp saling menjalin pada saat scbelum, selama .dan sesudah
pengumpulan data. Alur kegiatan tersebut terdiri-*’

1. Redukst data

Yaitu sebagat pemuliban, pemusatan  perhatian  pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data “kasar’ yang

muncul dan catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung

secara terus mencrus, sehingga dapat ditarik kesimpulan finalnya

dan diverifikasi.

=]

Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang
memben  kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data ini bisa berupa matnk, grafik,
hagan/iaring,
3. Pcnarikan kesimpulan/verifikasi

Merupakan kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan
lapangan dimana kesimpulan akhir tidak akan mucul sampai data
berakhir, verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-
catatan lapangan. Dimana makna-makna vang muncul dart data

8 fhid, hal 178,
* Mathew J Miles. dan A Michael Huberman | dnalisis Data Kudiitatif: Buky Sumber Tentang
Meitode Baru, Ul Press, Jakarta, 1992 hal 15-20
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harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang

merupakan vahditasnya.
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BAB U
DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN
1.1, Gambaran Umum Kota Surabaya.
I1.1.1 Kondisi Geografis

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia memuiliki
luas sekitar 326,37 km2 dan secara astronomis terletak di antara 07° 21°
Lintang Selatan dan 112° 36" s/d 112° 54" Bujur Timur.

Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah dengan
ketinggrian 3 — 6 meter di atas perrnukaan air laut, kecuali di sebelah Selatan
dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan air laul. Batas wilayah Kota
Surabaya adalah sebelah Utara dan Timur dibatasi oleh Sclat Madura, sebelah
Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan sebelah Barat dibatasi oleh
Kabupaten Gresik.

Populasi penduduk Kota Surabaya sampar dengan bulan Juri 2005
mencapal 2.701.312 jiwa, vang terdin dari penduduk laki — laki sejumlah
1.358.61C jiwa dan penduduk perempuan sejwmnfah 1342702 jiwa, dengan
tingkat kepadatan 8.277 jiwa / km?.

Secara administrasi pemerintahan koia Surabaya dikepalai oleh Walikota
vang juga membawah! koordinasi atas wilayah administzasi Kecamatan yang
dikepalai oleh Camat. Jumlah Kecamatan yang ada di kota Surabaya sebanyak
3] Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 163 Kelurahan dan terbagi lagi

menjadi 1.363 RW (Rukun Warga) dan 8.909 RT (Rukun Tetangga).
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[1.1.2 Kondisi Perckonoemian Kota Surabaya

Kondist ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkar oleh angka
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan
retribusi, pimjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran milai Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) 1n1 secara nyata mampu membenkan
gambaran mengenai nilai tambah bruto vang dihasilkan unit-unit produksi pada
suatu dacrah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilal
PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk
menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain
pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui ertumbuhan nilai
PDREB.

Berdasarkan data BPS Surabava, perkembangan perekonomian kota
Surabaya penode (2002-2004), menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup
positif | masing-masing sebesar 3,80 persen (2002), 4,22 persen (2003) dan
5,45 persen (2004), scbagaimana tabe] 2.1

Tabel 2.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekononu Kota Surabaya
Tahusn 2000 s/d 2004
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Secara wmnum peranan sekioral perekonomian kota Surabaya (2002-2004)
rata-rata didominasi olch sektor tersier (54,37 persen), kemudian ditkuti oleh
scktor sekunder (4544 persen) dan terakhir sektor primer (0,19 persen).
Besamnya peranan sektor tersier tersebut disumbang oleh (1) sektor perdagangan
hotel restoran (34,76 persen). (i) sektor angkutan dan komunikas: (898
persen), (iii) sektor perbankan dan lembaga keuangan (6,17 persen), dan (1v)
scktor jasa-jasa (4,46 persen).

1.2 E-procurement Kota Surabaya

Meruyjuk pada Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 mengena proses
pengadaan  barang/jasa Pemenntahan dimana dalam pasal 17 ayat 5
mengisyaratkan diperbolehkannya proses lelang pengadaan barang/jasa melalu:
media internet yang kemudian dikenal dengan e-procurement. lmplikasi
penggunaan e-procurement di Indonesia telah dilakukan Departement Pekerjaan
Umum, Departemen Komunikasi dan Informatika melalui Natonal e-
procurement of Government of Indonesia, dan aplikast e-procureient yang
dibangun olch Pemerintah Kota Surabaya.

Pemenntah kota Surabaya dalamn hal im sebelumnya telah membangun
sistem  berbasis  portal guna  lelang  scremtak  mclalui portat

- dan kemudian pada aklor 2003 dikembangkan lebih
lanjut menjadi e-procurement melalui portal - - . - .- . Dalam
pelaksanaanya kegiatan lelang melalui e-procurement terdiri atas Bina Program
selaku sckretanat layanan e-procurement dan Pamitia Pengadaan yang dibentuk

dalam setiap satuan kerja.
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Secara umum tugas dan wewenang sekretanat layanan e-procurcment
adalah sebagai pengelola portal e-procurement. Sedangkan Panitta Pengadaarn
memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan dan
penawaran yang telah ada dalam sistem e-procurement.
11,3, Proscdural Pelelangan dalam e-procurement

1. Persyaratan
Persyaratan Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga dapat dilihat pada
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/lasa di masing-masing paket kegiatan

dengan cara mendownload setelah anda login ke portal

2. Tata Cara Pemlaian dan Pembuktian Kualifikas:

Pemlatan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa baik secara prakualifikasi

maupun pasca kualifikasi, dilakukan terhadap :

1. Surat 1zin lsaha pada bidang usaba yang dikeluarkan oleh instansi

pemerintaht yang berwenang yang masih berlaku

a lzin Usaha Perdagangan untuk fasa perdagangan:

b. 1zin Usaha Jasa Konstruksi untuk jasa konstrukst;

Aspek yang dintiai dan teknis pembuktian

4. Autentrfikasi Surat lzin Usaha dibuktikan dengan meminta

penyedia barang/jasa menunjukkan dokurnen asli
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b. Masa berlaku Surat Izin Usaha yang tercantum dalam formulr

isian  kualifikasi sesuar dengan dokumen asli;

¢. Untuk jasa konstruksi dinilai kesesuaian Bidang pada Surat Izin
Usaha dengan Bidang yang berada di dalam Sertifikat Badan
Usaha (SBUJ) serta Bidang yang ditctapkan dalam dokumen

pengadaan (pengwmnuman pelelangan);

d. Untuk jasa perdagangan/jasa konsultansi non konstrukst dimilal
kesesuaian Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama pada Surat lzin
Usaha Perdagangan dengan Bidang yang ditetapkan dalam

dokumen pengadaan (pengumuman pelelangan),

e. Penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d atau salah satunya

maka Penyedia Barang/jasa dinyatakan Gugur,

2. Secara hukum mempunyar kapasitas menandatangani  kontrak

pengadaan

Aspek yang dimilai dan teknis pernbuktian

a. Penandatangan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi
harus sama yaitu Direktur Perusahaan yang bersangkutan;

b. Bila dikuasakan harus menunjukkan Surat Kuasa dari Direktur
Perusahaan (bukan komusaris) dengan dibubuhi meterai dan
tanggal;
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Penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, atau salah satunya maka

Penyedia Barang/jasa dinyatakan Gugur.

3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak berhenti/dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sankst

pidana;
Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian :

Jika sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja mulai pembukaan penawaran
ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa perusahaan yang
bersanglkutan dalam pengawasan pengadilan, pailit, kegiatan usahanya
berhenti / dihentikan, dan atau sedang menjalanl sanksi pidana maka

penyedia barang/jasa dinyatakan Gugur;

4. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/
Jasa  wajib mempunyal perianjian kerjasama operasikemitraan yang
memuat persentase  kemitraan dan perusahaan yang mewakili

kemitraan tersebut
Aspek yang dinila dan teknis pembuktian
a. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan kemitraan, penvedia
barang/jasa diminta menunjukkan Surat Peganjian Kerjasama
Operasional Asli yang ditandatangani masing-masing pimpinan
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perusahaan. Apabilasampai batas waktu, tidak dapat menunjukkan
Surat Perjanjian Ashi, maka Penyedia Barang/Jasa tersebut dapat

dinyatakan Gugur;

b. Dalam hal Penvedia Bamang/Jasa melakukan kemitraan, dalam
Surat Perjanjian Kerjasama harus memuat persentase kemitraan secara
jelas, apabila tdak tercantumn maka Penyedia Barang/Jasa tersebut

dapat dinyatakan Gugur,

c. Penyedia barangfasa harus dapat menunjukkan dokumen ash
sestiai persyaratan kualifikasi dan perusahaan mitranya, selambat-
lambatnya 3 (tiga) han sectelah tanggal klarifikasi. Apabila sampai
batas waktunya tidak dapat menyerahkan dokumen-dokumen

tersebut, Penyedia Barang/jasa tersebut dapat dinyatakan Gugur ;

5. Telah melunasi kewapban pajak tabun terakhir (SPT/ PPh) serta
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atay Pasal 21/ Pasal 23 atau PPN

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu

Aspek yang dinitai dan teknis pembuktian

Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menunjukkan bukti pembayaran
Pajak vang asli dan benar dikeluarkan oleh kantor pajak, apabila tidak
dapat menunjukkan bukti pajak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
terakhir dan atau palsu maka Penyedia Barang/jasa tersebut dinyatakan

Gugur.
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6. Selama 4 (empat) talun terakhir perngh memiliki pengalaman
menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemenntah atau
swasta  termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan
pemerintah atau  swasta. kecuali penyedia barang/ jasa yang bar

berdiri kurang dart 3{tiga) tahun,
Aspek vang dinilai dan teknis pcmbuktian :

Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menunjukkan rckaman kontrak
asli dan buktt pembayaran PPn asli dan pengalaman peckerjaan yang
diajukan dan apabila tidak dapat menunjukkan kontrak asl dan bukti
pembayaran PPn maka Penyedia Barangfjasa terscbut dinyatakan

Gugur;

7. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanks: atau daftar

hitam di suatu instansi;
Aspek yang dimilal dan tekms pembuktian

a. Untuk Penyedia Barang/Jasa konstrukst dibuktikan dengan melihat
data milik LPJK mengenai perusahaan vang masuk dalam daftar
hitam, apabila masuk dalam data LPJK maka Penyedia Barang/jasa

tersebut dinyatakan Gugur;

b. Untuk Penvedia Barang/lasa non konstruksi dengan meneliti

kebenaran Pemvataan Tidak Masuk dalam Daftar  Sanksi
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bermeterai  yang diberi tanggal, apabila tidak bermeicrai dan
bertanggal atau hanya bermeterai saja maka Penyedia Barang/jasa

tersebut dinyatakan Gugur;

8. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan vang scsuat untuk usaha
kecil termasuk koperasi kecil;  Bidang pengalaman harus sesual
dengan pengumuman pelelangan atau  uraian paket pekerjaan

mengenai bidang pekerjaan.
Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian :

Responsibilitas penyedia barang/jasa terhadap Bidang/Sub Bidang
paket pekerjaan pada pengumuman. Apabila pengalaman yang
dibenkan tidak sesuai dengan Bidang pekerjaan yang ditawarkan maka

penyedia barang / jasa dianggap Gugur;

9. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang

sesuai untuk bukan usaha kecil
a. Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt

(KD : Kemampuan Dasar, NPt ; nilai pengalaman tertinggi) pada
subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam

kurun wakt 7 (tujuh) tahun terakhir;

b, Untuk pengadaan barang/ jasa lainnya memenuhi KD =5NPt
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(KD : Kemampuaa Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi} pada
subbidang pekerjaan vang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam

kurun wakiu 7 (tujuh) tzhun terakhir;

Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian :

Penilaian Pengaiaman

Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah
dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhur. Pengalaman pekerjaan yang
dimilai disertai bukti penyelesalan pekerjaan dengan baik oleh
pengguna jasa. Untuk jasa konsultansi pemilaian pengalaman dapat

dinilai schagai berikut

a. Penilaian pengalaman dimulai dari pekerjaan yang mempunyai
Bidang dan Sub Bidang yang sama dengan pekerjaan yang akan

dilelangkan, dwnilai terltadap 3 (tiga) unsur;

b. Bila masih belum mencapai nilai maksimum, penilaian dilanjutkan
pada pekerjaan dengan Bidang yang sama tapi Sub Bidang

berbeda;

¢. Pekerjaan dengan Bidang yang berbeda dinilai nol.

Tiga unsur yang dinial sebagaimana dimaksud pada huruf a di

atas, yaiu;
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a. Bidang pekerjaan (contoh: nilal maksimurm 25)

1) Pekerjaan yang Bidang dan Sub Bidangnya sama dengan
pekerjaan  yang akan ditakukan pengadaannya mendapat bobot

nilai 100%:

2) Pekerjaan yang Bidangnya sama, tetapi Sub Bidangnya berbeda
dengan pekegaan yang akan dilakukan pengadaannya mendapat

bobot nitai 5G%;

b. Penilatan besamya nilal kontrak (contoh: nilai maksimum 25)
Bila nilai pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya sebesar X
1) Pengalaman P.ekerjaan X, mendapat nilai 100%;

2)0.5 X Pengalaman Pekerjaan X |, dinilai 50%;

3) Pengalaman Pekerjaan < 0,5 X, dinilai 0%;

c. Status Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan (contoh: nilai

maksimum 10)

1) Sebagai kontrakter utama/Lead Firm J.O. dimilai 100%;

2} Sebagai sub kontraktor/anggota J.O. dintlai 30%;

Bila total nilai pengalaman yang diperoleh <30, BU vang

bersangkutan gugur/tidak fulus kualifikasi.
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10. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adatah kemampuan dasar dan

perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);

11. Untuk pekerjaan khusus/ spesifik/ teknologn tinggi dapat ditambalikan

persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli;

12. Spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;

Aspek yang dintlai dan tekmis pembuktian

Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menyediakan peralatan khusus,
tenaga ahli spesialis dengan sertifikat instansi atau pengalaman tertentu
sebagaimana dalam dokumen RKS atau pengumuman lelang dan bila

tidak sesuar maka Penyedia Barang/asa tersecbut dapat dinyatakan

Gugur,;

13. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah /
swasta untuk mengtkuti pengadaan barang/ jasa sekurang-kurangnya
10 % {sepuluh persen) dari wmlai proyek unfuk pekerjaan jasa
pemborongan dan 5 % (lima persen) dan nilai proyek untuk
pekerjaan pemasckan  barang/jasa lamnya, kecuali untuk penyedia

barang/ jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;

Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian
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a. Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menyerahkan Surat
Keterangan Dukungan Keuangan Bank Asli dan apabila tidak dapat
menunjukkan Surat Keterangan Asli maka Penyedia Barang / jasa

tersebut dinyatakan Gugur,

b. Penilaian Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank :

1) Dukungan bank harus mencantumkan besarnya nilai dukungan

dalam bentuk angka dan huruf;,

2) Dukungan bank harus mencantumkan nama penyedia

barang/jasa yang didukung oleh pihak bank;

3) Dukungan bank harus menyebutkan paket pekenpaan yang
diikuti (dalam surat dukungan hanya mencantumkan satu nama

paket pekeryaan),

4) Dukungan bank harus mencantumkan tanggal masa berlakunya;

5} Penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) di
atas, atau salah samunya maka Penyedia Barang/jasa dinyatakan

Gugur.

14. Memilitki kemampuan menvediakan fasilitas dan peralatan serta

personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
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Aspek yang dinilai dan tekms pembuktian :

Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan
atau hak mengpunakan atas fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan
dalam pekerjaan dan panttia dapat melakukan cross cek kepada
peayedia barang/jasa. Jika tidak dapat membuktikan maka penyedia

barang/jasa dinyatakan Gugur;

15. Termasuk dalam penyedia barang/ jasa yang sesuar dengan nilai paket
pekerjaan,
Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian :
Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa (besar/menengah/kecil) harus sesuai

dengan pengumuman atau dokumen pengadaan barang/jasa. Jika tidak

sesual dinyatakan Gugur ;

16. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan vang sedang dilaksanakan

khusus untuk jasa pemborongan;

Aspek yang dinilat dan tekms pembuktian -

Jika sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja mulai pembukaan penawaran
ada pihak iain yang bisa membuktikan bahwa perusahaan yang
bersangkutan sedang melakukan pekerjaan dan tidak menyampaikan
daftar pekerjaan dimaksud, makapenyedia barang/jasa dinyatakan

Gugur ;
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17.Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan

kemampuan usaha yang dimilikinya;

Aspek vang dinilai dan teknis pembuktian :

Jika sampai dengan 7 (tujuh) han kerja mulai pembukaan penawaran
ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa perusahaan yang
bersangkutan membuat  pernyataan  yang tidak benar tentang
kompetensi dan kemampuan usaba yang dimilikinya, maka penyedia

barang / jasa dinyatakan Gugur ;

18. Untuk pekenjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan

keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

Sistem e-Procurement secara otomatis menghitung SKK dan SKP bags
penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Jika sampai dengan 7 (tujub) hari kerja mulai pembukaan penawaran
ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa perusahaan yang
bersangkutan sedang mengerjakan pekerjaan di Instansi Pemerintah di

luar Daerah, maka SKK dan SKP akan diperhitungkan kembali.

3. Tata cara pendaftaran

Pendaftaran ditakukan melalui portal internet pada alamat www surabaya-

eproc.or.id . Pemilihan paket pekerjaan dan pengajuan penawaran dapat
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ditihat pada jadwal lelang yang ada di portal. Langkah — langkah yang

diternpuh oleh calon penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut

1. Bagi penyedia barang/jasa yang berminat untuk mengikutt paket-paket
pekerjaan yang ditawarkan dengan metode pasca Kualifikasi harus
mengisi/ meng-update data kualifikasi perusahaannya melalm portal
resmi e-procurement Pemerintah Kota Surabaya. Surat Pemyataan
Minat Untuk Mengikuti Pengadaan ( sebagaimana format lampiran 11
formulir 1.2 Keppres nomor 80 tahun 2003) di dapat dan print-out
portal jika 1sian data kualifikasi telah lengkap diselesaikan oleh
penyedia barang/iasa dan nilai penawaran sudah dimasukkan.
Sedangkan untuk pekerjaan yang ditawarkan dengan metode
prakualifikasi form tersebut dapat di pnat-out tanpa harus

memasukkan nilai penawaran.

2. Dalam rangka keamanan dan kerahastaan data, penyedia barang/jasa
segera merubah password yang dikirim melalu email perusahaan
scsral dengan keingman Direktur Perusahaan sebagai penanggung

Jjawab penuh kerahasiaan data perusahaan.

Untuk keamanan nilai penawaran yang dmmasukkan kedalam ponal e-
Procurement oleh penyedia barang/jasa akan di-enknpsi (diubah
menjad: karakter sandt) secara otomatis oleh sistem informasi yang ada
sehingga tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali penyedia barang/jasa

vang bersangkutan. Data vang telab di-enkripsi tersebut akan terbuka
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dan dapat dibaca dengan sendirinya pada saat jadwal pembukaan
sampul penawaran yang telah di-set oleh panitia pengadaan pada
portal. Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pengadaan harus
ditandatangan; diatas materai dan merupakan bukti pendafiaran lelang
yang akan disertakan bersama-sama dengan dokumen perawaran
lainnya sebagaimana telsh ditetapkan dalam dokumen permlihan
penyedia barang/jasa. Termasuk dalam isi dokumen penawaran adalah
form isian penilaian kualifikasi yang dicetak dari portal eproc dan d

tandatangant diatas materai dengan diben tanggal.

3. Penyedia Barang/ Jasa dikatakan telah memasukkan penawaran secara
sah bila telah memilih paket pekepaan dan memasukkan angka
penawaran melalui portal eprocurement dan menyerahkan penawardn

secara dokumen cetak (Hard Copy) kepada pamitia pengadaan.

4. Nilai penawaran vang telah dimasukkan ke dalam portal cprocurement
tidak dapat diubah lagi 1 jam sebelum saat/ wakfu pembukaan sampul

dilakukan.

Dalam hal penawaran yang dimasukkan melahs: portal e-Procurcnient
PPemenntah Daerah tidak sama dengan penawaran vang tertulis dalam
bentuk cetak (hardcopy) penawaran, maka penyedia barang/jasa
dianggap tidak memenuhi persyaratan penawaran; (Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan
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Proses Pemilihan Penyedia Barang/jasa Pemerintah Daerah Dengan

Sistem E-Procurement Bagian Keempat, Pasal 23 huruf b);

5. Panitia pengadaan memilih salah sate hari antara han ke 8 (delapan}
sampai dengan ke 14 (empat belas) han kerja scjak pengumuman
untuk mengadakan Aanwijzing dengan cara menge-set hari, tanggal
dan jam pada portal eproc menu satuan kerja. Selanjutnya jadwal
waktu dapat diketahut oleh penyedia barang/jasa setelah login pada
masing — masing info paket pekerjaan. Media e-procurement i
menyediakan media tanya jawab antara peserta dan panitia bagi calon
peserta lelang yang tidak menghadiri acara Aanwijzing. Data tanya
jawab ini secara otomatis akan terekam sebagai bagian/ lamptran
dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan yang mana akan terkinm
ke e-mail masing-masing calon peserta lelang paling Jambat 2x24 jam
sejak berakhimya jadwal Aanwijzing. Berita Acara ini dapat dipnnt
out oleh panitia pengadaan untuk ditandatangani sebagai kelengkapan
dokumen lelang. Dalam hal terdapat penambahan ketentuan baru yang
perlu ditampung, maka panitia pengadaan akan menuangkan kedalam
addendum dokumen pemilihan barang/ jasa dan file tersebut harus di
up load ke portal oleh panitia setelah ditandatangani sebagai

kelengkapan dokumen.

6. Penyedia barang/asa yang berminat mengikuti lelang paling lambat

harus memasukkan fisik dokumen cetak (hard copy) penawaran
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kepada Panitia Pengadaan 60 menit sebelum jadwal pembukaan
sampu] penawaran. Penyedia barang/jasa yang tidak tercantum dalam
list peserta lelang yang dapat dilihat dan diprint dari portal setelah
memasuki masa pembukaan sampul, fisik dokumen cetaknya akan

ditolak sedangkan dokumen cetak yang terlambat dikembalikan.

7. Pembukaan sampul penawaran dilakukan pada 14 (empat belas) han
kerja sejak pengumuman paket pekerjaan dilakukan. Waktu, tanggal
dan tcmpat pencrimaan dokumen penawaran (hard copy) dituliskan
pada sampul dan dicatatkan ke portal resou eProcuremeni Pemenntah

Kota Surabaya oleh panitia pengadaan,

8. Pada tahap awal cvaluasi dengan sistem gugur, Panitia Pengadaan
melakukan koreksi arittnatik (jika menggunakan koreksi aritmatik)
terhadap semua penawaran yang masuk dan memasukkan hasil koreksi
aritmatik ke portal e-procurement. Berdasarkan 10 urutan penawaran
terendah (dapat merupakan hasil koreksi aritmetik sesual Lampiran
Keppres 80/2003), dilukukan evaluast adimimistrasi, teknis dan
kewajaran harga. Cara evaluasi mengkut ketentuan vang ada pada

Bab II. A 1.{. Keppres dimaksud.

9. Pada evaluasi dengan sistem nilat (merit point system), fisik dokumen
penawaran (hard copy} disampaikan dengan 2 sampul / 2 tahap

Sehingga dokumen pengadaan terdiri dari -
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- Dokumen penawaran administrasi & feks
- Dokumen penawaran harga
- Dokumen kualifikasi dilengkapi pakta integritas dan surat

pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan.

Kesemua dokumen dalam sampul masing-masing dimasukkan dalam
satu sampul besar, kecuali pakta integritas dan surat pemyataan minat
untuk mengikuti pengadaan tidak dimasukkan dalam sampul — sampul
tersebut. Pakta integritas yang disampaikan peserta lelang harus sudah
ditandatangani oleh direktur perusahaan yang seclanjuinya
ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan dan Panitia Lelang pada saat
sampui dibuka. Sampul besar tersebut disampaikan kepada alamat
panitia pengadaan. Sedangkan secara elektronik, penyedia barang/jasa
memasukkan isian data penawaran {teknis dan harga) yang bersifat
kuantitatif ke portal e-procurement. Selanjutnya data tersebui akan
terhitung skor-nya oleh fasilitas skoring yang tersedia pada sistem
informasi. Data penawaran yang sifatnya kualitatif akan dikonversikan
menjadi nilai cleh panitia dan dimasukkan ke dalam portal untuk
mendapatkan total nilal dart masing - masing penawar. Guna
mengakomodasi sifat pekerjaan yang berbeda dari masing -- masing
Satuan Kerja, bobot masing —~ masing unsur penilaian diist pada tiap —
tiap paket pekerjaan oleh masing — masing pamtia lelang. Informasi
mengenal meiode perhitungan skor i harus dapat diketahui oleh

penyedia barang/ jasa yang bermunat pada RKS yang dapat didown-
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load dari portal resmi eProcurcment Pemerintah Kota Surabaya saat

pengumurnan lelang.

10. Panitia pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Sampul

penawaran dan memasukkan datanya ke pertal e-procurcment.

11. Berdasarkan langkah yang dihasilkan pada huruf 5) dan 6), selanjutmya
untuk evaluasi sistem gugur, penawaran dengan 3 urutan harga
penawaran terendah responsif akan diajukan scbagai calon pemenang
dan pemenang cadangan. Sedangkan untuk evaluasi sistem milai, 3
urutan penawaran dengan total nilai evaluasi teknis dan harga terunggi
akan diajukan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan.
Terhadap ketiga perusahaan ini akan didakukan verifikasi terhadap
semua data dan informast kualifikasi yang ada di data base dengan
meminta rekaman atau asli dokumen yang sah atau konfirmasi dengan

instansi terkait.

12. Pelaksanaan Pelelangan Umuny/ Seleksi Umum dengan Prakualifikasi
Untuk pelaksanaan pelelangan umuwn dengan prakualifikasi / seleksi
umuwm secara prinsip sama dengan dengan pasca kuaiifikasi tetapi
penilaian kualifikasi dilakukan diawal dengan batasan waktu sesuai

Lampiran Keppres romor 80 tahun 2003 Bab 1. D.
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I1.4. Proses Pelelangan

Seperti vang dijelaskan diatas bahwa ada bebcrapa persyaratan bagi
penyedia barang/jasa guna menpikuti sistem e-procurement. Secara uraum

persyaratan itu sebagat berikut .

a. Melakukan registrasi ke portal e-procurement Pemerintah Daerah,
untuk mendapatkan kode identifikasi penyedia barang/jasa.

b. Melengkapi informasi yang diminta oleh portal e-procurement
pada saat registrasi sesuai dengan dokumen kualifikasi manual
yang dimiliki.

¢. dapat mengakses penyelenggaraan sistemn pelayanan, baik dengan

in frastruktur sendiri atau infrastruktur publik.

Selain hal tersebut diatas penyedia barang/jasa juga mempunyai
kewajiban, antara lain bersedia menandatangani dan menyerahkan surat
pemyataan minat bermeterai untuk mengikuti paket pekerjaan dan pakta integritas
vang dapat dicetak dan portal e-procurement Pemenintah Daerah serta bersedia
memperbahans  setiap saat mformasi  tentanz  perusahaannya jika terjadi
perubahan sepertt alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person,
kiasifikasi bidang usaha, jenis barang/asa vang disediakan, dan data atau
mformasi lan vang dianggap perlu didalam database porwd/ e-procurement

Pemerintah Daerah,
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Setelah para penyedia barang/jasa telah memenuhi persyaratan dan
kewajiban mercka, maka penyedia barang/jasa dapat melihat dan mengistimasi
waktu yang telah dijadualkan oleh panitia penyelenggara pelelanpgan. Adapun
alokasi waktu untuk penyusunan jadual pemththan penyedia barang/jasa dengan
pasca kuahfikasi diatur sebagai berikut :

a. Penavangan pengumuman pengadaan barang/fjasa di papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum d a n portal resmi e-
Procurement Pemerintah Daerah sekurangkurangnya dilaksanakan
selama 7 {tujuh) hari kerja.

b. Pengambilan dokumen pemilihan peniyedia barang/jasa dan portal
resmi  e-Procuremeni Pemerintali Daerah  (download), dapat
dilakukan satu hani setelah pengumuman sampai dengan satu hani
sebelum batas akiu pemasukan dokumen penawaran.

. Penjelasan {aanwifzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal pengumuman.

d. Pemasukan dokumen penawaran dimalai satu han setelab penjelasan
faarwijzing) d a n b atas akhir pemasukan dokumen penawaraz
sekurang-kurangnya 7 (tuiuh) hani kerja setelah penjelasan.

¢. Pengalokasian waktu di luar proses sebagaimana dimaksud pada
huruf 2, huruf b, huruf ¢ dan huruf d di atas, diserahkan sepenuhnya
kepada panitia pengadaan.

Sedangkan Alokasi waktu untuk penyusunan jadual pemilihan penvedia

barang/jasa dengan prakualifikasi diatur sebagai berikut :
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a. Penayangan pengumuman prakualifikasi dilakukan di papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum dan portal resmi e-
Procurement Pemerintah Daerah sekurangkurangnya dilaksanakan
selama 7 (tujuh) hari kerja.

b. Pemasukan data kualifikasi melalui portal resmi e-Procurement
Pemerintah Daerah dimulai sejak tanggal pengumuman sampai
dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukap dokumen
prakualifikasi.

c. Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurangkurangnya
3 (tiga) han kema setelah berakhimya pemavangan pengumuman
prakualifikasi.

d. Tenggang walkiu antara hari pengumuman hasil evaluasi
prakualifikasi dengan batas akhir hari pengambilan dolkumen
prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.

e. Pengambilan dokumen penawaran dari media portal resmi e-
Procurement Pemeriniah Daerah (downioad), dapat dilakukan satu
hani setelah dikcluarkannya undangan lelang sampai dengan satu
hari sebelum pemasukan dokumen penawaran.

f. Penjelasan (agrnwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal pengumuman.

g. Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan
{aanwijzingj, dan batas akhir pemasukan dokumen penawaran

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.
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h. Pengalokasian waktu di luar proses scbagaimana dimaksud pada
huruf a. buruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g d 1
atas, diserahkan sepenuhnya kepada panitia pengadaan.
Prosedur pemiliban penyedia barang/jasa dengan sistem e-frocurement
meliputi

a. Dengan prakualifikasi untuk pemasokan barang, jasa
pemborongan/jasa lainnya :
1. Pengumuman prakualifikas:.

. Pengambilan dokurnen prakuatifikasi.

. Pemasukan dokumen prakualifikast.

. Evaluasi dokumen prakualifikasi.

. Penetapan hasil prakualifikasi.

. Pengumuman hasil prakualifikas:.

. Masa sanggah prakualifikasi.

. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikas:.

[N R - I = Y R S

. Pengambilan dokumen letang umum.

10. Penjelasan.

11. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya.

12. Pemasukan penawaran.

13. Pembukaan penawaran.

14. Evaluasi penawaran.

15. Penetapan pemenang,

16. Pengumuman pemenang.

17. Masa sanggah.

18. Penunjukan pemenang.

19. Penandatanganan kontrak.
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b. Dengan pasca kualifikasi untuk pemasokan barang, jasa
pemborongan/jasa lainnya :
t. Pengumuman pelelangan umum.

2. Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan.

3. Pengambilan dokumen lelang umum.

4. Penielasan.

5. Penyusunan berita acara penjclasan dokumen lelang dan

perubahaniya.
. Pemasukan penawararn,
. Pembukaan penawaran.

. Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikast.

L R« B R v Y

. Penetapan pemenang.

10. Pengumuman pemenang.
11. Masa sanggah.

12. Penunjukan pemenang.
13. Penandatanganan kontrak.

¢. Dengan prakualifikasi untuk jasa konsultansi (metode evaluasi
kualitas, metode dua sampul)
1. Pengumuman prakualifikas:.

. Pengambilan dokumen prakualifikasi.

. Pemasukan dokumen prakualifikasi.

. Evaluasi prakualifikasi.

. Penetapan hasi] prak uatifikasi.

o o b

. Pengumuman hasil prakualifikasi.
. Masa sanggah prakualifikasi.
. Undangan kepada konsultan vang masuk daftar pendek.

o T - B =

. Pengambilan dokumen seleksi umum.
10. Penjelasan.
11. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seteksi dan

perubabhannya.
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12. Pemasukan penawaran.

13. Pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul 1).
14. Evaluasi administrasi dan teknis.

15. Penctapan peringkat teknis.

16. Pemberitahuan/pengumuman penngkat teknis (pemenang).
17. Masa sanggah.

18. Pembukaan penawaran harga (sampul 1I) peningkat teknis
terbaik.

19. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

20. Penunjukan pemenang,

21. Penandatanganan konirak.

d. Dengan prakualifikast untuk jasa konsultansi (metode evaluasi
kuatitas, metode dua tabap) :
1. Pepgumuinan prakualifikas:.
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi.
3. Pemasukan dokumen prakuaiifikasi.
4. Evaluasi prakualifikasi.
5. Penetapan hasil prakualifikasi.
6. Pengumuman hasil prakualifikast.
7. Masa sanggah prakualifikasi.
8. Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek.
9. Pengambilan dokumen seleks: vmum.
10. Penjelasan.
11. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahannya.
12. Pemasukan penawaran administrasi dan teknis (tahap 1).
13. Pembukaan penawaran admimstrasi dan teknis.
14, Evaluast administrasi dan teknis.
15. Penetapan penngkat teknis.
16. Pemberttahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang).
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17. Masa sanggah.

18. Mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk
memasukkan penawaran biaya (tahap 11}

19. Pemasukan penawaran biaya.

20. Pembukaan penawaran maya.

2]. Klarifikast dan negosiasi teknis dan biaya.

22. Penunjukan pemenang.

23. Penandatanganan kontrak.

e. Dengan prakualifikasi untuk jasa konsultansi (metode evaluas:
kualitas dan biaya, metode dua sampul) :
}. Pengumuman prakuahfikasi,

. Pengambilan dokumen prakualifikast.

. Pemasukan dokumen prakualifikasi.

. Evaluasi prakualifikasi.

. Penctapan hasil prakualifikasi.

. Pengumuman hasil prakualifikas:.

. Masa sanggah prakualifikasi.

. Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek.

eI = I I = Y A i

. Pengambilan dokumen seleksi umum.

10. Penjelasan,

11. Penyusunan berita acara penjelasan dokutnen seleksi dan
perubahannya.

12. Pemasukan perawaran.

13. Pembukaan penawaran admimnistrast dan tekmis {(sampul 1),

14. Evaluasi administrasi dan teknis.

15. Penctapan peringkat tekmis.

{6. Pembenitahuan/penguniuman permgkat tekis.

17. Undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus

evaluast tekmis.

18. Pembukaan penawaran biaya (sampul 11)

10!
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19, Evaluasi biaya.

20. Perhitungan kombinasi teknis dan biaya.

21. Penetapan pemenang.

22. Pengumuman pemenang.

23. Masa sanggah

24, Klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang.
25. Penunjukan pemenang.

26. Penandatanganan kontrak.

f Dengan prakualifikasi untuk jasa konsultansi (metode evaluasi pagu
anggaran, metode dua sampal)

. pengumuman prakualifikasi.

. pengambiian dokumen prakualifikasi.

. pemasukan dokumen prakualifikasi,

. evaluasi prakualifikasi.

. penetapan hasil prakuahifikast.

. pengumuman hasil prakualifikasi.

. masa sanggah prakualifikasi.

8. undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek.

9. penjelasan.

L T = T O Ot I

10. penyusunan benta acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahannya.

11, pemasukan penawaran.

12. pambukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I).

13. evaluasi adminisirasi dan teknis; terhadap vang penawaran
biayanya sama atau di bawah pagu anggaran.

14. penetapan peringkat teknis.

15. pengumuman/pemberitatiuan peringkat teknis.

16, masa sanggah.

17. undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang

huhus evaluasi.
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18. teknis.

19. pembukaan penawaran biaya (sampul 11}, koreksi aritmatik, dan
penetapan pemenang.

20. klarifikasi dan konfinmasi negosiasi teknis dan biaya dengan
pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya
sama atau di bawah pagu anggaran).

21. penunjukan pemenang (award).

22. penandatanganan kontrak.

g. Dengan prakualifikast untuk jasa konsultansi (metode evaluasi biaya
terendah, metode dua sampul )
1. pengumuman prakuahifikast.

. pengambilan dokumen prakuatifikast.

. pemasukan dokumen prakualifikasi.

. evaluasi prakualifikasi.

. penetapan hasil prakualifikasi.

. pengumuman hasil prakualifikasi.

. masa sanggah prakualifikas:.

. undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek.

o = T ALV B - L R O

. pengambilan dokumen seleksi umum.

16, penjelasan.

11. penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleks: dan
perubahannya.

12, pemasukai penawarai.

13. pembukaan penawaran administrast dan teknis (sampul 1),

14, evaluasi admintstrasi dan teknis,

15. pengumuman / pemberitahuan hasil evaluasi administrasi
dan teknis.

16. undangan pembukaan penawaran bagi yang tufus.

17. pembukaan penawaran biava (sampul ![}.

18. evaluast penawaran biaya.
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19. penctapan pemenang.

20. pengumuman pemenang.

21. masa sanggah.

22. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang.

23. penunjukan pemenang,

24. penandatanganan kontrak.

Alur pergerakan data yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, Sekretariat
Layanan e-Procurement dan Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai benkut :
a. Panitia Pengadaan :

1. Memasukkan nama-nama paket pekerjaan yang akan dilakukan
pelelangan/seleksi umum atan pelelangan/seleks: terbatas ke
portal e-Procurement Pemerintah Daerah.

2. Memasukkan jenis penilaian kualifikasi yang dipakai
(prakualifikasi ‘atau pasca kualifikasi) ke portal e-Procurement
Pemerintah Daerzh:

3. Memasukkan data lelang masing-masing paket pekegaan ke
portal  e-Procurement Pemerintah Daerah.

4. Memasukkan nama-iama paket pekerjaan yang akan dilakukan
pelelangan/selekst umum atan pelelangan/seleksi terbatas, jenis
Pemlaian kualifikasi vang dipakai, dan data lelang ke dalam
portal e-Procurement paling lambat 8 hari kerja sejak periode

pemasukan data lelang dibuka.
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5. Memasukkan jadual (tanggal dan waktu) penjelasan pekerjaan
dan pembukaan sampul ke portal e-Procurement Pemerintah
Daerah sesuai dengan range waktu yang ada,

6. Menjawab semua pertanyaan caion penyedia barang/jasa dalam
kerangka penjelasan pekerjaan yang masuk melalw porial e-
Procurement Pemerintah Daerah;

7. Memasukkan hasil evaluasi terhadap dokumen penawaran yang
masuk ke porial e-Procurement Pemenntah Daerah sebapgai
pengumuman calon pemenang tanpa melebilu batas wakt yang
ditetapkan;

8. Mencetak semua dokumen-dokumen dan data yang disediakan
fasilitas cetaknya di portal e-Procurement Pemerintah Daerah
sebagai kelengkapan arsip proses pemilihan penyedia barang/jasa.

b. Sekretanat Layanan e-Procurement

1. Mempersiapkan sistem dan prosedur yang digunakan.

2. Memberikan kode akses bagi seluruh pengguna sistem pengadaan
barang/jasa secara e-procurement,

3. Melakukan klarifikasi terhadap dokumen pemilithan barang/jasa
vang dimasukkan (up load) oleh pamha ke porial e-Procurement
Pemenntah Daerah, guna memastikan kelengkapannya.

4. Menyiapkan tampilan data pengumuman lelang vang akan
diakses oleh calon penyedia barang/jasa di portal e-Frocurement

Pemerimtah Daerah.
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c. Penyedia Barang/Jasa .
1. Melakukan registrasi pada portal e-Procurement Pemerintah

Daerah.

2]

Melakukan pengisian awal atau pembaruan data kualifikasi

perusabaannya pada portal ¢ -Procurement Pemernintah Daerah;,

Lo

. Memilih paket pekerjaan vang akan diikuti sesuai jadual yang ada
pada portal ¢-Procurement Pemerintah Daerah;
4. Memasukkan harga penawaran ke portal  e-Procurement

Pemerintah Daerah;

LA

. Mencetak semua dokumen-dokumnen dan data yang disediakan
fasilitas cetaknva di portal e-Procurement Pemerintah Daerah,
sebagai kelengkapan penawaran scbhagaimana ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Dari penjelasan diatas sccara sederhana proses pelelangan panpgadaan

barang/jasa ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini.
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Alur Proses Lelang Paket Pekerjaan di Pemerintah Kota Surabays
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I11.5 Bentuk Tampilan e-procurement
Pada bagian ini akan diperlibatkan beberapa tampilan dari web/situs
pelelangan pengadaan barang/jasa yang terdapat pada situs www.swrabaya-

eproc.ur.id.

Gambar ini merupakan tampilan pertama ketika kita masuk pada situs tersebut
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Gambar I[.2
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Gambar 1.4
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BAB il
PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Dalam upaya menjawab permasalahan pada awal penulisan ini, bab
berikut ini akan memaparkan hasil temuan lapangan dan analisi yang berkaitan
dengan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemenntahan

melalui e-procurement yang ada di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.

Sebelum penulis menyajikan dan menganalisis data temuannya, penulis
sedikit memberi pengantar mengenai awal pembentukan dan tujuan dan e-
procurement yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Seperii pada
pernyataan dibawah ini yang disampaikan oleh Agus Imam selaku Kepala Bina
Program dimana dia mengatakan:

“latar belakang dan tujuannya adalah keinginan pemkot untuk mernbuat
proses pengadaan barangjasa itu transparan dan akuntabel. Maksudnya
dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada saat 2003 kita melaksanakan
sistem regristasi dan prakualifikasi secara serentak dengan menggunakan
internet, dan setelah 2004 sampai sekarang sudah pada proses awal sampai
akhir,pengumuman lelang sampai pengumuman lelang menggunakan
internet. Dengan misi awal untuk keterbukaan guna akuntabilitas™(Kamis,2
Februan 2006,pukul 16:00)

Pernyataan vang lain juga dikemukan oleh staff dari Bina Program, yaitu
Herlambang, dia mengatakan bahwa:

“sekarang setelah ada Keppres 80 disitu ada statement atau istilahnya narasi
disitt = mengenai  boleh  dilaksanakan  e-procurement  secara
elektronik Tujuannya di Kepres ada scbenarnya.tujuan lelang itukan
efisiensi, transparan. Tapi kalo manual memang susah.istilahnya Kita
dengan elektronik it tujuannya e.menghindan pertemuan-periemuan,
istilahnya mengurangi ya.bukan menghindari, mengurangi-mengurangi
kontak, baik itu panitia lelang dengan penycedia barang, antar penyedia
barang sendirt”(Jumat,6 Januari 2006,pukul 10:00)
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Tujuan dan maksud pengadaan barang/jasa lewat internet (e-procurenient)
sebenamya juga tercantum pada aturan yang memayungt proses ini. Pada tataran
peraturan daerah terdapat SK WaliKota Surabaya Nomor 50 Tahun 2004 yang
selanjutnya diubah menjadi SK WaliKota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005
dimana didalamnya terdapat maksud penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
yang sumber danamya sebagian atau seluruhnya dibiayai Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah melalui intemet (e-procurement) dapat dilakukan secara
efisien, efektif, lebih terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak disknimnatif, dan
akuntabel.

Dalam Keppres 80 Tahun 2003 sendiri yang mengatur tentang pedoman
penyelenggaraan pengadaan barang/asa pemerintahan, memang didalamnya
khususnya pada lampiran 1 bab IV huruf D wmenyebutkan bahwa proses
pengadaan barang/jasa pemertfitah guna membantu dalam informasinya dapat
menggunakan sarana online atau internet Pada Keppres 80 ini tidak
mencantumkan secara detail dalam bentuk petunjuk teknis tentang pengelolahan
portal lelang pengadaan barang/jasa pemerintahan di  intemet. Namun
pelaksanaannya diperbolehkan,

Dari sini penulis menganggap ini menpakan salah satu terobosan dalam
bentuk pelayanan pemerintat Kota Surabaya kepada civil society dalam hal mi
organisasi bisnis/privat sector guna membangun sebuah kerjasama dan informasi
bisnis kepada seluruh perusahasn yang ada tanpa terkecuali. Banyak privaf sector
yang awalnya menyambut baik kebijakan mi, seperti pernyataan dari Supaydi;

“sangat bagus sth mas e-proc terutama bagi mereka yang ‘melek’internet”
(Rabu,8 Februari 2006 pukul 12:00)
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Senada dengan peryataan satali satu panitia pengadaan di Dinas Pajak Kota
Surabava yaitu Basuki, dia menganggap bahwa:
“layanan eproc ini pemenntah kota menjadi pionir di selurub Indenesta
karena mendapatkan I1SO dan benderanva c.pemerintah kota berkibar
diantara pemerintah dacrah yang ada di Indonesia sehingga mereka banyak

mencontoh kesini dan studi banding kesini”(Rabu,l Maret 2006 pukul
14:30)

Hal ini dizkui bahwa layanan e-procurcment vang dimiliki pemerintah Kota
Surabaya merupakan benituk fayanan pengadaan barang/jasa metatut internet yang
pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Dant paparan diatas
dapat diketahui bahwa layanan e-procurement oleh pemerintah Kot Surabaya
merupakan terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintah apalagi di cra
otonomi daerah ini dimana sekarang daerah sudah dengan leluasa mengatur
sendiri demi kepentingan dan kemajuan bersama.

Sclanjumya pada bab ini penulis akan coba menyampaikan penyajian data
dan mencoba menganalisis temuan data tersebut kedalam beberapa sub bahasan
sehingga nantinya diharapkan akan mudah untuk dipahami guna menjawab
pertanyaan penclitian padakalt ini

HI.1 E-procarement sebagai bentuk e-government

Sebagal bentuk pelayanan vang berbasis pada teknologn informasi, e-
procurement yang merupakan bagian dani ¢-govermment dituntit untuk sclalu
membenkan sebuah lavanan informasi dan pelayanan bagi publik secara terbuka
dan akuntabel. /-govermment merupakan sebuah sarana yang memanfaatkan
teknologi informasi berupaya untuk menunjukkan dinn sebagar alat vang dumiliki

pemerintah guna membernkan layanan kepada publik.
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Pada pembahasan kali ini penulis mencoba memasukkan konsep e-
government yang ada, dimana e-government dituntut untuk selalu sebagai sarana
pelayanan yang sederhana, tidak rumit dan mudah. Kemudian sebagar sarana yang
memiliki tujuan akan keterbukaan informasi yang tidak terbatasi oleh ruang dan
waktu, sebuah sarana yang akan dapat menghemat waktu, mencapai sasaran pada
seluruh masyarakat secara terbuka dan umum, sebagai bentuk pelayanan online
yang menghemat biaya dengan memadukan keuntungan yang diperoleh,
pemangkas struktur birokrasi yang ada dan yang terakhir adalah sarana

peningkatan interaksi antara pemenntah, pasar/bisnis dan masyarakat.
111.1.1 Pelayanan yang mudah dan tidak rumit

Sebapai bagian dari e-government maka e-procurement tentunya dituntut
sebagai sarana yang dimiliki pemerintah Kota Surabaya untuk selala memberikan
sebuah pelayanan yang mudah, tidak rumit dan tentunya sederhana. Salah satu
staff ahli dari Bina Program vaitu saudara Herlambang, dia menyatakan bahwa:

“Banyak keuntungan dari e-proc..disitu karena eproc itu terbuka karena pake
internet akhimya semua informasi ada disitu,misalkan. bukan hanya
pengumuman pekerjaan ya.pengumuman pemenang itu dilakukan disini,
sistem eproc Surabaya.jadi disitu juga masyarakat dapat e gampang

melihat atau mengakses segala informasi mengenat lelang di Kota
Surabaya..”(Jumat, ¢ Januari 2006 pukul 10:60)

Pemvataan Herlambang mengisyaratkan bahwa lavanan e-procurement yang
dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya dapat diakses oleh seluruh masyarakat
karena ditampilkan secara onfine dan layanan mi sebagat bentuk layairan yang

mudah sekali digunakan .
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Dari pihak rekanan dan perusahaan mengakwi bahwa proses di portal e-
procurement di Kota Surabaya lebih sederhana dan mudah ketika dilakukan
melalui mternet. Seperti yang dikatakan oleh Supaydi, salah satu karyawan CV
Prisma Group. Dia mengatakan:

“lha dengan adanya eproc im daftar lima paket itu bukan satu
masalah. tinggal klik buka menunya. habis itu kita pilih pekerjaan yang kita
ingint..habis itu ndaftar. kemudian kitakan langkahnya setelah ndafiar
itu._buka RKS tho.rencana kerja dan syarat-syarat itu nantr. jadwalnya
misalnya..anwshing penjelasan pekerjaan itu kapan..itu kita tkut penjelasan
pekerjaan. Dari aanwijzing itu kita tau langkah-langkah selanjutnya..apakah
ada syarat-syarat yg perlu ditambahkan ataukah ada perubahan jadwal
gitu jadi dijelaskan di aarwijzing itu. prosedurnya dibuat sederhana
va..proses aanwijzing 1w pendaftaran sudah selesalaanwijzing. habis ita
kita tinggal semunggu lagl kita menawar pekerjaan..menawarpun bisa
dilakukan di..di intemmet. Sudah kita aanwijzing, pilih pekeryaan. kita tinggal
nawar aja..nawarnya brapa. kita kasukkan lewat internet. Begitu kita sudah
nawar..va..ini masalahnya. kalo kita nawar kemudian kita tidak memasukkan
penawaran melalui hardcopy..nawar di intemmetkan nantinya masih ada
hardcopy mnih..itu kita harus masukkan hardcopy..”(Rabu § Februan
2006 pukul 16:00)

Rekanan lain juga hampir sependapat, seperti yang dikatakan oleh
Kusyanto dan CV Makaro Jaya. Dia mengemukakan:

“vang jelas prosesnya lebih simpel mas. kita tinggal lihat kemudian kita

siapkan file kita dan kita kinm lewat intemet. setelah itu proses-proses

selanjumya sudah ada disitu semua.jadi gak susah lagi wnganm
formulir’(Kams 16 Februan 2006,pukul 12:00)

Penulis kemudian mencoba melihat menelusun pada portal e-procurement
yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya yaitu hup: www surahaya-
egproc.go.id. Di dalam portal tersebut memang terdapat beberapa informasi yang
menyangkut mengenal pelelangan pengadaan barangfasa pemenntah Kota
Surabaya. Dapat dilihat didalamnya vaitu berbagai menu yang ditampilkan mulai
dari macam-macam pekerjaan yang ditawarkan dari masing-masing dinas, jadwal

pelelangan, pengumuman peserta yang lolos evaluasi, alasan peserta vang tidak
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lolos evaluasi sampai pada pengumuma pemenang lelang. Informasi iu semua

dapat dilihat pada portal tersebut oleh semua kalangan.

I11.1.2 Keterbukaan informasi yang tidak dibatasi waktu dan ruang

Proses pengadaan ini memang berbeda dengan proses-proses pengadaan
barang/jasa pada pemerintah Kota Surabaya sebelummnya. Sebelumnya proses
pengadaan ini lebih manual Mulai dan pengumuman lelang pengadaan,
pengambilan formulir, pengisian formulir sampai pada pengumuman pemenang

Jjuga dilakukan melalui manual. Seperti yang dikatakan oleh Supaydi berikut ini:
“dulu waktu tanpa eproc itu..saya pernah ngantrn mulai jam enam sore itu
sampai jam satu malem..untuk mendafiar satu paket.anda bisa bayangkan
1tu cuman satu paket, sementara kitakan kalo daftar satu paket 1tukan. ndak
bisa diharap. .satu rekanan satu CV itu bisanya daftar lima paket..lha dengan

adanya eproc ini daftar lima paket itu bukan satu masalah.” (Rabu &
Februan 2006 pukul 16:00)

Supaydi juga membandingkan dengan proses pengadaan barang/jasa
sebelum adanya e-procurement. Dia menilal bahwa mmformasi yang diberikan
pemerintah kota dalam hal i dinas-dinas yang mengadakan lelang tidak
melakukan publikasi dan sosialisasi lelang pengadaaan barang jadi hanya
rekanan-rekan tertentu yvang mengetahuinya. Seperti ungkapan Supaydi berikut
ni;

“Klo sebeluin adanya eproc va.pertama susahnya kalo clum  ada
eproc..rekanan itu tidak tau pekerjaan yang ada di pemkot kecuali orang
yang punya hubungan dekat. enaknyaa eproc itu bagi orang vang e.yang
sebelumnya tidak punya..tidak membangun hubungan dengan pemkot. tidak

enaknya bagi seseorang yang sebelomnya sudah punya hubungan” (Rabu 8
Februan 2006 pukul 16:00

Sependapat dengan Supaydi, Kusyanto juga berpendapat hampir sama, Kusyanto

berpendapat:
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“.jadi tidak ada yang diuntungkan dan salah satu pihak..misalnya saya
punya kenalan dengan orang dinas va..jadt saya nanti diuntungkan. Sekarang
ngak bisa seperti itu semua sekarang punya kesempatan yang sama... karena
semua informasinva ada di proc” "(Kamis 16 Februart 2006,pukul 12:00}

Pada kesempatan lain Herlambang juga menambahkan:
“disitu karena eproc itu terbuka karena pake intemet akhirmya semua
informasi ada disitu,misalkan. bukan hanya pengumuman pekerjaan saja

namun sampai..pengumuman pemenang itu dilakukan disini, sistem eproc
Surabaya. (Jumat 6 Januari 2006,pukul 10:00)

Dan informasi diatas diketahui bahwa layanan e-procurement yang
didalamnya menginformasikan  beberapa hal mengenai lelang pengada;m
barang/jasa dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh publik dan
penggunaannya pun bagi siapa saja vang ingin mengikuti le'laﬁg akan lebih

sederhana prosedurnya dibandingkan dengan proses pengadaan sebelumnya.

I11.1.3 Pelayanan yang meaghemat waktu

Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai permasalahan waktu.
Disadan bahwa reaksi ketika penggunaan sistem informasi dalam pemernintahan
dalam hal ini e-government tentunya akan menghasilkan sebuah layanan publik
yang akan menghemat waktu karena semuanya dibantu oleh teknologi vaitu e-
government dalam hal ini adalah e-procurement.

Beberapa informan mengatakan bahwa ada penghematan waktu yang
cukup signifikan dalam proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintahan
meialui e-procurement. Hetlambang menyatakan:

“jadi d1 e-proc ini ada dua sistem pengadaan, pake prakualifikasi dan pasca
kualifikasi, nah klo prakualifikasi itu biasanya pake jasa konsultan,
kebanyakan dismmi  dipemerintah kota banyak yang memakai
pascakualifikast, itu lebih cepat kurang lebih klo ga salah ya 20 harian
prosesnya, nah sebenarnya cepat bisa dipercepat, kita cuman karena paket-

paket kita banyak, safu dinas itu sampai puluhan proyeknya, dan itukan sisa
akhirnya kita pakai range. Jadi di e-proc itu sudah kita jadwal, punya jadwal,
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jadwalnya yang diprosedurnya.. itu pengumuman,gainwijzing.evaluasi kita
jadwal itu disesuaikan dengan e-proc e...keppres.. dasarnya hanya batasan-
batasan maksimal ini kita batasi juga.lha sehingga panitia mudah sekali
memasukkan jadwal itu. preses aanwijzing kita batasi tanggal sekian sampa
sekian dia tinggal masang tanggal sekian.evaluasi sekian-sekianrange-
rangenya sudah kita buatkan, waktu-waktunya sudah diatur sehingga nanti
enak nanti”(Jumat & Januari 2006 pukul 10:00)

Sedikit berbeda dengan pemyataan Herlambang diatas, Kusyanto
memperkirakan proses pelelangan sampai penentuan pemenang icbth dari yang
dikemukakan oleh Herlambang, namun dia menilai proses pengadaan barang/jasa
pemecrintahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya melaiul e-proc
memang relatif singkat waktunya dibandingkan sebelumnya, seperti yang dia
katakan dibawah:

“Kalo sckarangkan eproc paling lama paling doa tiga minggu harus
pemasukan penawaran..jadi mungkin antuk permasalakian waktk va cepet
juga sih  eproc.kadang-kadang kalo mendesakkan bisa dipepetkan.
Sedangkan dulukan kita ngambil formulir gitu ya.trus ada masa
pendaftarannya selama seminggu..setelah ity kita
kembalikan..pengembaliannya masih beberapa hari..setelah beberapa hari
mereka evaluasi. berkas yang kita kirimkan kesana itu..nanti setelah evaluasi
itu  beberapa minggu lagi diumumkan siapa aja  yang lulus
prakualifikasi. trus setelah itu baru aamwijzing beberapa minggu lagi. jadi
sekarang lebih efisien waktu aja..dulukan waktunya lebih panjang. sekarang
bisa ditekan” (Kamis 16 Februan 2006,pukul 12:00)

Sedangkan Supaydi berpendapat yang pada intinya sama tentang lebih hematnya
waktu vang ada dalam proses lelang pengadaan barang/jasa saat inidia
menyatakarn:
“sekarang pengumuman paket pekerjaan sekitar dva minggu, kita ngirimnya
lewat internct. kemudian agamwifzing seminggu setelahnya pengumuman

yang lolos, seminggu setelahnya pengumwman pemenang.udah jadi
memang sedikit ngint waktu..” (Rabu 8 Februan 2006,pukul 16:0(1)

Dadalam portal e-procurement yang dimiliki oleh pemerintah Kota
Surabaya dapat dilihat tentang jadwal lelang disetiap paket pekerjaan. Setiap paket

pekerjaan yang ada dalam sctiap dinas ditampilkan serangkaian jadwal mengenai
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pengumuman lelang, ganwijzing, pengumuman lelos  evaluasi  sampal
pengumuman pemenang. Dicermati hampir setiap paket yang ada walaupun
berbeda dinas memiki rarge wakty yang hampir sama. Penulis mengamati rata-
rata pengumuman lelang pada proses prakualifilast sekitar dua minggu, kemudian
pengumuman peserta vang [olos evaluasi satu minggu setelah penawaran. dan
satu-dua mingge paling lama sudah pencntuan pemenang.

Pemampatan wakw atau jadwal lelang i dirasakan akibatnya ketika
semua paket-paket pekerjaan vang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabava
hampir semuanya tepat waktu dan scdikit vang mengalami keterlambatan, seperti
yang dikatakan oleh Agus [man, Kepala Bina Program pemerintah Kota Surabaya.

“anda bisa lihat sekarang. jarang ada paket yang terlambat karcna kita sudah

menvusun range wakiu atau jadwal itu secara detail..gtu..”(Kamis,2
Februan 2006 pukul 16:00)

Pernyataan yang sama juga muncul dan salah satu pamtia lelang pengadaan
barang/jasa di Dinas Pajak Kota Surabaya yang bemama Basuki, dia mengatakan:
“Kalo dar panitia sendini sih melalui eproc kita ga’ usah bingunyg-bingung
‘wong’ disana sudah ada schedule-nva. .1kl aanwifzing ikt anu-ant. kan ‘wis

ono pakeme’.jadi ‘gak atek telat-telatan’ ”(Rabu,l Maret 2006 pukul
14:30)

Dari penjelasan-penjelasan diatas oleh beberapa informan vang secara
umum mengatakan bashwa proses pengadaan barang/jasa melalui inlemnet iebih
mempersingkat wakiu baik dari pihak rekanan sendini maupun dari pihak

pemertitiah Kota Surabava yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
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[1.{.4 Pelayanan yang menghemat biaya dengan memadukan
keuntungan vang diperolch

Salah satu temuan data yang akan disajikan pada bab 1 mengenai
kemampuan program e-procuremeni yang dikelola oleh pemernintah Kota
Surabaya menekan anggaran yang ada Seperti yang diketahul bahwa dalam salah
satu kreteria kerangka e-government adalah kemampuan sistem mformast i bisa
menekan anggaran sehingga akan memberikan sebuah layanan oniine yang dapat
menghemat biaya dengan memadukan pada keuntungan yang diperolehnya.

Pada temuan data kall im salah satu 1su vang vang muncul kali int
mengenai penghematan anggaran. Pada pengadaan barang/jasa pemenntahan Kota
Surabaya melalui internet (e-procurement) yang terjadi muncuinya penghematan
angparan dan pagu anggaran sebelumnya. Seperil yang kekemukakan oleh
Herlambang berikut ini:

“Banyak sekalt keuntungan sebenernva pake eproc, jadi minimal
e.penghematan anggaran va, Mhisalkan pemenangnya nomer 1 berarti
penawaran nusalnya, penawaran terendah ya. kan ada penawaran terendah
otomatis ada selisih dan yang sisa vang kita tawarkan, misalkan pagunya

100 juta misalkan ditawar mungiin bisa 50 bisa 60 kan. “(Jumat 6 Januan
2006 pukul 10:00})

Pemyataan diatas juga didukung oleh pemyataan dari Kepala Bina
Program pemerintah Kota Surabaya yaitu Agus lmam.dia menpatakan:

“ya..dulunya memang gak 1rit seperti sckarang. . coman kita gak punva data
kongknt ditahun-tahun scbelumnvakarena datanya tersebar  kemana-
mana..kalo setelah adanya eproc tahun 2003 kita bisa it 15 persen dan
tahun 2004 dan 2005 sekitar 20-25 persen. Kita tahu mikan karena semua
kita administrast secara nyata.. .."(Kamis.2 Februari 2006 pukul 16:00)
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Dari dua pernyataan diatas, kedua informan dengan jelas mengatakan bahwa
memang ada perubahan yeng cukup signifikan terhadap biaya‘anggaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengadaan barangiasa
Salah satu data vang diperoleh dan mendukung pernvataan dua informan diatas
adalah terdapat dokumen yang menunjukkan sisa anggaran antara talun 2003-
2005 | seperti pada tabel L. 1:

Tabel 11L1 Data Rekap Anggaran dan Nilai Kontrak
Lelang Melalui E-procurement antara Tahun 2003 — 2005

| -Lelang_Sa:_nt-ék_ﬁb{}j“ _Leian_ge-prgcﬂ}ad_ R Lelang e-proc 2005 ;
; " Nominal % Nominal % | Nommal | %
!__Nilai Kontrak i 148.773.019.931 RS 202485193463 | 75% | 301999048990 . 80% |
5; Sisa Anggaran | 25616.079.069 | 15% 66631310820 | 25% | 76.183149173 | 20% |
l' JumiahAnggaran | 174.389.095 000 | 100% . 269 116.504.283 | 100% | 378.182.198.163 | 100% [

Sumber: Sekretaniat lavanan e-procurement Surabmva

Pada tabel III. | dapat diketahu: bahwa nilai kontrak yang terjadi antara
rekanan atau perusahaan pemenang lelang diatas 50 juta dengan pemenntah kota
dalam hal ini dinas terkait pada tahun 2003 yang memiliki pekerjaan senilai Rp
148,77 milyar rupiah. Jika diprosentasekan nilai int sckitar 85 % dan total
anggaran yang dipagukan. Sedangkan pada mulanya anggaran pagu atau angparan
vang ditaksir oleh pemerintah Kota Surabava dalam hal ini dinas-dinas dalam
pengadaan barang/jasa  mencapai nilal scbesar Rp 174,34 milvar. Dan
perhitungan diatas maka muncu} sisa anggaran dari selisih antara anggaran yang
direncanakan atau dipagukan dengan nilai kontral vang terjadi antara pemerintah
Kota Surabaya dengan rekanan atau perusahaan yang menang lelang, vaitu senilai

Rp 2562 milyar dan jika diprosentasekan sebesar 15 % dan jumlah anggaran
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yang ditetapkan sebelumnya.

Kecenderungan yang sama juga teriihat pada tahun 2004 dan 2005. Di
tahun 2004 dimana pada waktu itu terdapat selisih yang cukup besar amara nilai
kontrak dengan jumlah anggaran. Dapat dilibat bahwa dan sclisih tersebut
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 66,63 milyar atau sckitar 25 % dan anggaran
vang ditaksir sebetumnya sebesar Rp 269,12 milyar dengan nilai kontrak sebesar
Rp 202,48 milyar. Sedangkan tahun 2005, sisa angparan yang ada sebesar Rp
76,18 milyar atau sehesar 20 %, Dengan ntlal kontrak vang terjad: sebesar Rp
301,99 milyar dan anggaran yany dipagukan scbelumnya schesar Rp 37818
milyar. Maka dari penjelasan tabel 11 | dapat dilihat bahwa dengan adanya
sistem pengadaan barangfasa melalui e-procurement yang dilakukan oleh
pemennatah Surabayva maka pemkot dapat mengheinat anggaran negara untuk
pembelanjaan barang/jasa di lingkungan pemenntah kota.

Penjelasan dari data diatas dapat digali lebih jauh lagi. Pada kali ini
penulis mencoba menggali beberapa informan mengenar asal mula kenapa
anggaran itu dapat ditckan atau memperoleh sisa yang cukup sigmfikan
Mengingat sisa anggaran yany dapat sisthkan begiu besar.  Kemudian penubs
menanyakan kepada salah satu rekanan yang senng mengikun lelang melalui e-
procurement yaitu Kusyanto, dia menyatakan:

“kalo sekarangkan nilai proyeknya misalkan. sckarang ada vang berani
nawar  sampar  60-50  persen.dan  anggaran  vang  mereka
tawarkan. seumnpamanya anggaran 100 juta ada yang berani nawar sampat

50 tuta. jadi harganya bener-bener fight dan kompetitif banget.. ™ (Kamis 16
Februan 2006 pukul 12:00)
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Kusyanto juga menegaskan adanya perbedaan ketika dia mengikuti scbelum e-
proc dengan setelah adanya e-procurement mengenai harga yang sangal
kompetitif, selanjutnya dia mengatakan:
“kalo dulu sih ini_kita lebih bisa kondisikan gitu..jadi barganya ttu gak
sampek yang harus turun drastis berapa persen gitukan. paling mentok ya

paling 80 persen dan anggaran yang dianggarkan dari sana itu sudah
bagus..”(Kamis 16 Februan 2006 pukul 12:00)

Dari penjelasan Kusyanto diatas bahwa kondisi adanya sisa anggaran yang
hegitu besar terjadi dikarenakan harga yang ditawar oleh rckanan perusahaan
sangat kompetitif dan jauh dan pagu yang ditawarkan sebelumnya dengan
membandingkan sebelum adanya e-procurement. Penjelasan lain  juga
disampaikan oleh Agus Imam dari Bina Program, dia menegaskan:

“justru yang kita dapat adalah penghematan dan anggaran yang itu tidak kita
perkirakan sebelumnya. Penghematan anggaran ni dicapai kar¢na harga
sangat kompetitif otomatis harganyakan jadi bersaing..sehingga harga akan
jauh dari pagu anggaran. jadi yang menang nantinya adalah yang harganya

Jjauh dari pagu.kan otomatis ada sisa anpgarankan .”(Kamis,2 Februan
2006,pukul 16:00)

Sependapat dengan pendapat diatas, Basuki sebagai salah satu panitia lelang
pergadaan barang/jasa di Dinas Pajak Surabaya mengatakan:
“Ya.memang seperti itu karena bersaing tadi..bersaingnya tapi sehat kan
semua pingin menang. bisa saja kurang dan 50 persen.mungkin Karena
rckanan sudah pustya stok. punya mesin seadin..kan saya berdasarkan harga
pasar atay harga beli.kan bisa ajakan begitu.akhimya harganya sampat

jauh._dan hasiloya sekarang i bisa ngirit banyak ."(Rabu,1 Maret
2006.pukul 14:3G)

Darn penjelasan yang disampaikan olch beberapa informan diatas,
fenomena munculnya persaingan harga yang sanga! kompetitif antara rekanan
dalam ha} ini perusahaan satu dengan vang lain yang menginginkan paket
pekerjaan tersebut. Hal ini yang mengakibatkan tawar menawar dengan kondisi

saling menawar rendah dari pagu yang ditentukap oleh masing-masing dinas.
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Pada kondisi ini maka pagu vang ditawarkan oleh masing-masing dinas akan
menyisithkan sisa anggaran yang cukup signifikan. Sehingga ketika paket-paket
pekerjaan ini diakumulatifkan maka akan dapat dilthat begitu besar sisa anggaran
pengadaaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kota Surabaya seperti yang
dapat dilihat pada tabel I11. 1.

Persaingan harga yang kompetitif dengan memunculkan strategl tawar-
menawar begitu rendah memang dalam satu memuncutkan penghematan anggaran
yang cukup besar. Namun ketika persaingan harga tersebut terjadi yvang muncul
adalah bentuk perang harga. Bentuk perang harga imi merupakan salah satu isu
yang penulis temukan di lapangan. [su ini muncul diakibatkan dart begitu ketatnya
para rekanan atau perusahan yang menawar setiap paket pekerjaan. Supaydi
mengatakan:

“Sekarang misalkan keta -harus membangun sekolah..gedung sekolah gitu
ya.pagu anggaran misalkan 300 juta.yang namanya bangunkan sangat-
sangat mepet gitu kan..anggaran itu mepet. menganggarkannya sudah
mepet..apalagi begitu di tawar..orangkan pasti nawar dibawanya tho..saling
membawahi gitu.. Misalnya ada pagu 300 gitu ya kalo mau
menang..syaratnya sederhana. ya. .bikin penawaran serendah

mupgkin..supaya orang vang lain it kalah. sehinngpa yang terjadi adalah
perang harga.. ” {Rabu 8 Februari 2006 pukul 16:00)

Kecenderungan perang harga atau kompetisi harga rendah dalam proses
lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kota Surabaya memang
kemungkinan terjadi, mengingat ketatnya persaingan dan begitu banyaknya
rekanan yang mengikuti hampir setiap paket pekerjaan yang ditawarkan oleh
masing-masing dinas. Berikut beberapa kutipan dari percakapan dengan Basuki:

“ ya karena memang bersaing..bersaingnya tapi sehat kan jadi kalo pingin

menang nawar aja jauh dari pagu..dan bagusnya semua kalangan bisa ikut”
{Rabu,1 Maret 2006, pukul 14:3(0)
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Dari dua statement yang dikemukakan oleh informan diatas dapat diketahuws
bahwa proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement memang sangat
banyak yang mengikuti karepa semua informasi ada di internet, sehingga
penawaran vang muncul begitu berapam mulai dari yangpaling maha! sampal
vang paling murah. Hal mr vang kondisikan sebagai sebuah kompetist harga yang
sangat ketat.

Namun ketika terdapat kompetisi yang ketat terhadap penawaran harga
maka yang muncul adalab penurunan kualitas dan barang/jasa yang ditawarkan
oleh rekanan. Supaydi menganggap keoka rekanan mula saling menurunkan
harga untuk menang maka kemungkinan yang terjadi adalah mereka menurunkan
kualitas barang/jasa yang dibuat. Selengkapnya Supaydi mengatakan:

“gyarat pertama untuk menang adalah. paling rendah. Trus bagaimana
sekarang untuk pembangunan kalo untuk berlomba-lomba, kalo sekarang
yang tadi gitu ya.bangun sekolah 300 juta. kalo gedung beda dengan
pangadaan barang atau khusus barang-barang yang tidak umum gitu va..bisa
30 persen, tapi kalo gedung tisanya sampai 70 persen. Nah sekarang
bagaimana kalo orang itu nawar 70 persen..dan pagu atau ada vang nawar
lebih ‘gendeng’ lagi.misalkan 50 persen dari pagu..apa vang digunakan
untuk membangun..ya kan yang terjadt adalah mereka (para rekanan) akan
menghemat besar-besaran”(Rabu 8 Februan 2006, pukul 16:00)

Lebih jauh lagi Supaydi menerangkan maksud menghemat besar-besaran yang
dilakukan para pemenang pekerjaan adalah sebagai berikut:

“Katakanlah kita sekaranyg untuk satu meter persegl membutuhkan safu sak
semen..nah kalo kita mbangun demgan dana segitu. kifakan forok..orang
akhimya melakukan 1m..penghematan toh.jadilah seperempat sak semen..ya
kan.best sekarang musalkan besarnya berapa seati gitu va.dikurang
menjadi. misalkan nga perempatya dan ukuran standart. Bahan bangunan
dikurangi-dikurangi. dan nu tegadi disemua kontraktor bangunan fisik_pasti
mengurangi spek..itu jeleknya. Sehingga apa yang terjadi adalah bangunan
itu tidak memenuhi standart.. "(Rabu 8 Februan 2006 pukul 16:00)
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Pernyataan informan diatas menegaskan bahwa kecenderungan yang ada
ketika barang/jasa tersebut ditawar dengan sangat rendah dan yang kemudian
harga terendah menang tentunya pemenang akan berusaha menghemat berbagai
kebutuhan atau ukuran yang telah disepakati dalam RKS (Rencana Kerja dan
Svarat) dengan lemahnya pengawasan yang ada. Informan 1m juga mencernitakan
pengalamannya Ketika mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa yang
diadakan disebuah dinas di Kota Surabaya, berikut petikan wawancara
dengannya:

“Saya pernah ikut di.dinas pendidikan.hampu semua dinas pemah saya
ikuti. yang paling gila itw dinas pendidikan itu mengadakan pengadakan
raport..pengadaan raport itu kalo gak salah pagunya 350 juta..saya nawar
wakiu itu 200-an. kan itu sudah jauh gitukan. 200-an berarti sudah sekitar 60
persen..orang menang itu.yang menang pada saat pembukaan
penawaran.itu tujuh puluh juta nawamya..kan 20 persen.itu.speknya
cocok..pada saat penawaran..ya tho..nanti kalo pada saat diperiksa.. "(Rabu
8 Februari 2006 pukui 16:00)

Dia juga mcnyampajkan‘bahwa penghematan yang diperoleh pemerintih
Kota Surabaya (lihat table 111.1) ketika melakukan pengadaan barang/jasa itz sama
sekali tidak memberikan dampak vang positif justru dia menganggap
penghematan itu justru kurang berguna karena menyangkut kualitas barang/jasa
yang digunakan . Berikut petikannya:

“Kalo hicara masalah penghematan..sekarang orang-orang pemkot itukan
yang sangat digember-gemborkan masalah penghematan. bahwa dengan
adanya eproc kita mampu berhemat sampai 30 persen gitu va.memang
tya..sckarang bukiinva kayak tadi gitu ya.pagu 350 orang kalo jateh-
jatuhnya orang nawar 100 misalnya..berarti akan ada 150 vang kembali ke
negara. dan untuk pekerjaan-pekerjaan lain juga begitu..memang kembali (tu
ke negara .penghematan ity kembali.tapi kemudian  sekarang
masalahnya..¢ fisikk yang dibangun, barang vang dibell atau jasa yang
diberikan apakah itu sudah sesuai.kalo bangunan itu dibangun dengan
anggaran dana 50 persen dan pagu. kemudian satu tahur lagi ambruk..atau
dua tahun lagi ambruk .mana vang iebih hemat daripada dibangun dengan
dana 80 persen darl pagu.tapi itu bertahan sampa: 10 tahun jach lebih
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hemat yang 80 persen dar pagu.sekalipun itu Kkelihatannya tidak
menghemat..tapikan instan , pemkot inikan instan. . melihatnya berhemat itu
uang sisa banyak..tidak melihat bangunan yang saya bangun bagus ndak..life
time-nya bagus ndak..jadi itu yang selalu digembar-gemborkan..dulu itu bu
risina..sekarang pak agus. ” (Rabu 8 Februari 2006 pukul 16:00)

Kondist yang muncul sckarang adalah anggapan betapa buruknya sebuah
kualitas barang/jasa yang dikerjakan ketika yang terjadi adalah adanya kompetisi
harga yang sangat ketat atau 1stilah perang harga seperti yang dikatakan Supaydi.
Permasalahan ini sebetulnya erat kaitannya dengan pegentuan pemenang dalam
proses lelang pengadaan e-procurement. Penulis menanyakan kepada kedua
rekanan yang menjadi informan pada penelitian kali inl tentang bagaimana
biasanya mekanisme pencntuan pemenang. Salah scorangnya vang bemama
Kusyanto menjawab:

“gak tau itu perusahaan besar atau perusahaan yang baru berdinkan semua

kalo memang bisa mendapatkan harga yang murah dengan spesifikasinya
dia, bisa menang” (Kamis [6 Februari 2006, pukul 12:00)

Pernyataan tersebut diatas sama dengan pemnyataan Supaydi berikut mi;
“lho..parameter menang tidaknya di pemkot itukan masih..masih tidak bagus
gitu ya. kalo menurut saya.kenapa. karena parameternya cuman harga. jadi
siapa harganya yang paling rendah. itu yang menang.. sclama ini yang

banyak tenadi adalah.c.yang rendah artinya yang menang.” (Rabu 8
Februart 2006 pukul 16:00)

Ketika keterangan mi coba dikonfirmasikan oleh penulis kepada salah satu
panitia pengadaan barang/jasa yattu Basuki, yang kebetulan Beliau adalah panitia
pengadaan di Dinas Pajak Kota Surabaya, dia menerangkan bahwa penentuan
pemenang berdasarkan harga terendah, namun ada situasi tertentu yang itu tidak
terjadi, berikut penjelasannya:

“ya.intinya yang terendah. tms buatan Indonesia jadi pake produk buatan

dalam negeri..intinya dikeppresnya seperti ifu.. ” (Rabu,1 Maret 2006,pukul
14-30)
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Selanjutnya dia juga mererangkan bahwa:

“lah memang prinsip dikeppres 80 tu kita carni yang terendah..cuman
kadang-kadang yang rendah ite belum tentu menang. karena kalo dan
panitia tadi menurut harga pagu itu.katakan X rupiah dia kok X
mines. berani harga 50 persen dari harga X..itu perlu diklarifikasi nanti ada
mekanisme diklarifikasievaluasi.kalau dia menang kita cek dilapangan
bener gak. Bisa sajakan rekanan itu punya pabrik sendiristok yang
banyak .jadi bisa murah. kitakan menghitung pagunya berdasarkan yang ada
dimasvarakat_.trus setelah itu rapat ditentukan yang menrang..diumumkan di
eproc  siapa yang menang kuahifikasi nomer 1.2 3.vang atas
terendah. kemudian dievaluasi yang 1,23 gugur. bisa saja kenapa. Karena
setelah dicek secara admmnistrasi. kan diRKS harus ada..misalkan ada tanda
tangan matera; namun gak ada tanda tangannya..ya gakboleh..itu ketelitian
dan rekanan..jadi mungkin banyak macem-macem yang salah..akhirnya bisa
saja nonrter 10 vang menang. karena syarat-syarat administranf tadi..dan tak
boleh melebihi pagu.. ™ (Rabu,1 Maret 2006, pukid 14:30)

Menurut dia bahwa penentuan pemenang dalam sebuah lelang pengadan
barang/jasa memang didasarkan pada Keppres 80 yaitu vang rendah vang
menang namun dia mene gaskan' bahwa tidak sclamanya yang menjadi pemenang
lelang adalah rekanan yang menawar paling rendah. Im didasarkan pada penilaian
atau cvaluasi tehnisdan evaluast adminstratf.  Pemilaian  alau  evaluasi
administratif im vang biasanya menentukan pemenang sebuah lelang. Ketika
romor teratas berdasarkan urutan nilai tawar terendah tidak memenuli svarat-
svarat administrasi vang telah diatur dalam RKS (Rencana Kerja daan Syarat}
maka pemenangnya otomatis nomor dibawahaya, jika nomor dibawahnya juga
tidak lolos administrasi maka pemenangnya adalah nomor dibawah, sampai
ditemukan vang benar-benar memenuhi syarat adannistrasi.

Kemudian ketika dikonfirmasi lagn mengenai penarunan dan kualitas
barang/jasa vang dipaketkan dikarenakan adanya kompetisi yang ketat mengenai

harga, Basuki menyatakan dengan tegas itu tidak terjadi. dia menvatakan
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“itu tidak terjadi karena kita sudah memiliki standard seperti yang tercantum
dalam RKS vang ada.. "(Rabu,] Maret 2006,pukul 14:30)

Selanjutnya di juga menerangkan bahwa;
“kenapa terendah. kita kan bisa klarifikasi kemapa yang menang bisa
semurah itu. mungkin karena rekanan sudah punya stok.pumya mesin
sendiri..kan saya berdasarkan harga pasar atau harga beli.kan bisa ajakan
begitu..akhirnya harganya sampai jauh, dan hasilnya sekarang ini bisa ngint
banyak.. sckarang soalnya ini harganya benar-benar standart pasar.ya

seperti yang saya jelaskan tadi..dan kita punya standart yang seperti di RKS
tadi.. "(Rabu.1 Maret 2006 pukul 14:30)

Panitia pengadaan barang/jasa secara prosedural memang mengadakan
beberapa evaluasi ketika akan menentukan pemenang lelang. Evaluasi tersebut
terdiri dari evaiuasi administrasi, evaluasi teknis, dan terakhir adalah evaluasi
kelayakan harga. Ketiga bentuk evaluasi ini sesuai dengan ketentan yang ada
pada Keppres 80 tahun 2003 mengena standard penilaian pekerjaan. Pernyataan
Basuki diatasdia berusaha meyakinkan pada penuilis bahwa panitia memang
benar-benar melakukan apa yang dinamakan dengan evaluasi-evaluasi di atas.
Sehingga dia dapat menjamin bahwa ketika seorang rekanan telah ditentukan
sebagal pemenang maka secara otomatis layak dikatakan sebagai pemenanyg dari
pentlaian harga yang menguntungkan, sesuai dengan spesifikasi teknis yang
diinginkan dan sesuai dengan standar kelayakan harga yang ada.

Kendist int sanpat berbeda dengan apa vang dikemukakan oleh Supaydi
menurut dia, kenyataan bahwa rekanan berusaha menurunkan standard atau
kualitas barang/jasa vang ditawarkan itu hampir terjadi pada setiap pekerjaan
disemua dinas. Dra mengatakan :

dan itu terjadr disemua kontraktor bangunan fisik dan pengadaan barang
lainnya..pasti mengurangi spek.itu jeleknya Sehingga apa yang terjadi

adalah bangunan itu tidak memenuhi standart. apakah kemudian panitia
ndak tahu.ya mereka tahu.panitia sangat tahu. pokoknya panitia hatnya
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o.ya. fisikknya bagusngak tahu nanti setengah tahun lagi ke angin
murnbul..va tho. gitu..”(Rabu 8 Februari 2006,pukul 16:00)

Pemnyataan Supaydi diatas justru semakin menyakinkan kalau memang panitia
tahu sebenarnya adanya penurunan standart dari paket pekerjaan. Dia juga
menegaskan ketika panitia tahu yang terjadi justru pamitia mendiamkan hal
terscbut dengan anggapan vang terpenting secara fisik dan kasat mata memang
telah ada atau berdini dan dapat digunakan.

Lebih lanjut informan satu ini Juga menambahkan tentang masa
pemeliharaan terhadap barang/jasa yang dikerjakan, dia menjelaskan bahwa yang
terjadi adalah minimnya masa pemeliharaan terhadap barang/jasa yang sudah jadi
sehingga rekanan tidak akan bertanggungjawab ketika barang/jasayang telah jadi
mengalami kemsakan setelah masa pemeliharaan ity telah habis. Dari sinl maka
dia meragukan ketahanan dari setiap bangunan atau barang yang telah dikerjakan.
Supayd: kemudian mencenitakan pengalamannya sepertt dibawah m;

“kalo bangunan gak ada kata-kata bertahan sekian tahun..tapi yang ada itu
adalah masa pemneliharaan. jadi kalo fisik ada masa pemeliharaan. misalkan
sava sekarang bangun sekolah.itu masa pemeliharaannya paling tiga
bulan..saya kemarin bangun PAL (Pengelolahan Air Limbah) masa
pemetiharaannya itu 120 han. berarti 4 bulan ya .itu cuman segitu. jadi
setelah 1tu saya lepas..kalo ada apa-apa lepas..wong perjanjiannya cuman 4
buian..sama dengan sekolah sekaramg..setelah masa pemeliharaan. bukan

tanggung jawab saya..ya kan_bamo rubuh yo rubuh.ya tho. he he "(Rabu
% Februan 2006,pukul 16:00)

Kenka informasi ini coba dikonfirmasikan lagi kepada salah panitia
pengadaan barang/jasa vaitu Basuki. Dia tetap menegaskan bahwa:

“saya sudah jelaskan seperti tadi. bahwa setiap pengadaan barang/jasa vang

dilakukan oleh pemerintab Kota Surabaya telah melalui proses evaluasi

sesuai prosedur dan standart yang berlaku..dan seperti apa yang disepakati di
RKS.. "(Rabu,] Maret 2006.pukul 14:30)
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Dari beberapa pernyataan dan penjelasan diatas maka dapat terlihat
kondisi ketidakjelasan proses pengadaan barang/jasa Khususnya pada masalah
standart dan kualitas barang/jasa vang dikegakan. Satu piftak menilai kurang
adanya standard penilaian mutu bagi barang/jasa yang dipaketkan dan satu pihak
mengatakan kualitas barang/jasa itu sesual dengan spesifikasi dan standart yang
telah ditentukan sebelumnya. Pada kondisi ini maka secara langsung yang
menjadi korban dan sangat dirugikan adalah masyarakat yang akan menggunakan
fasilitas tersebut, ketika semua fasilitas publik atau yang mendukungnya memiliki
kualitas dan standart vang rendah. Parahnya lagi adalah kondisi coba dialing-aling
dengan adanya penghematan terhadap anggaran negura. Namun sekali lagi
pandangan diatas berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa informan

vang diwawancarai.
HI1.5 Pemangkas struktur birekrasi

Salah satu prinsip terpenting munculnya konsep e-government i adalah
layanan ini akan dapat memberikan scbuah pelayanan pada masyarakat vang
langsung tercapai pada sasarannya. Kondist imi diartikan sebagai bentuk
pelavanan vang tidak lam harus dibenturkan dengan begitu banvakava struktur
brrokrasi yang ada. Namun sebagai pelayanan yang terbantu oleh teknolog
mformasi sehingga terbantukan untuk mempersempit dan memangkas strukur

birokrasi yang ada.

Kepala Bina Program Pemerintah Kota Surabaya. Agus [mam mengatakan
bahwa e-procurement cenderung untuk mempersempit banyaknva birokat yang

terhibat didalamnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa di sekretariat layanan e-
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procurement hanya ada sekitar 11 orang pegawai dan kecenderungan yang ada
kalau di dinas juga akan berkurang pegawai yang terlibat seiring banyak pekeraan
yang terbantukan secara electronik. Selengkapnya ia mengatakan seperti dibawah
ni:
“dulu gak ada yang namanya secretanat e-proc..sekarang jadi ada..tap1 dulu
di dinas orangnya banyak sekarang jadi sedikit. karena pekerjaanya banyak
terbantukan secara electronic. Kalo di secretaniat e-proc sendiri cuman 1]
orang. mungkin  di  dinas vyang dulunya banyak jadi berkurang

karenakan .banyak hal yang terbantu secara otomatik..”(Kamis, 2 Februari
2006, pukul 16:00)

Namun pernyataan tersebut diatas berbeda dengan yang dikatakan cleh
Basuki, salah satu panitia pengadaan di Dinas Pajak Kota Surabaya, dia
mengatakan bahwa:

“ya sama aja.gak ada bedanya.vamg berubahkan hanva sistemnya

saja.panitia jumlahnya tetap..va juga tergantung besarnya lelang. ”(Rabu, |
Maret 2006,pukul 14:30)

Pernyataan Basuki diatas menegaskan bahwa besar kecilnya jumnlah pegawai yang
digunakan untuk lelang pengadaan barang/jasa tergantung jenis lelang yang akan

dilaksanakan olch dinas.
H1.1.6 Meningkatkan interaksi antara pemerintah,pasar, dan masyarakat

Salah satu peran terpenting terbangunnya e-government adalah terciptanya
sebuah interaksi antara pemerintah, pasarbisnis. dan masyarakat. Pada kali ini
penulis menganggap bahwa peran masyarakat dalam proses lelang pengadaan
barang/jasa melalu e-procurement mi begitu kecil Ini ditunjukkan dengan
mimmnya tanggapan vang dilakukan masyakat terhadap e-procurement. Hal ini
dibuktikan dengan kurang digunakannya kotak tanggapan dan saran oleh

masyarakat. Keadaan ini bisa dimungkinkan karena sikap apatis atau

134

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BARB 111 : Penyajian dan Analisis Daia

ketidakpedulian dari masyarakat terhadap bentuk layanan e-procurement. Sepert
yang dikatakan oleh Agus Imam dibawah ini:
“itu yang orang ga pernah memasukkan..gak tau kenapa kok gak ada yang
memasukkan..apakah mereka sama-sama tahu kalo im sudah sama-sama
melindungi. kan nvatane kita sediakan gak ada yang memasukkan. kitakan
menvediakan untuk digunakan. temvata gak juga th.jadi kayaknya

masyarakat gak butuh kali ya transparansi.he he.”(Kams, 2 Februan
2006,pukul 16:00)

Dari pemyataan diatas maka yang terjadi adalah minimnya interaks: antara
pemerintah, pasar dan masyarakat. Yang terjadi adalah hanya terbentuknya
interaksi antara pemerintah dengan pasar dalam hal ini perusahaan atau privas

sector terhadap layanan e-procurement yang ada di pemerintah Kota Surabaya.

1.2 E-procurement sebagai media pendukung geod governance

Bentuk pemerintahan dalam hal i1 penyelanggaraan pemerntahan yang
bersih oleh birokrasi menjadi salah satu sorotan masyarakat yang cukup kuat,
Pemenintah dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan,
akuntabel sehingga akan mewujudkan sebuah tatanan ideal bentuk pemerintahan
yang adil dan bersth. Goad governance diusung sebagai sebuah bentuk ideal

pemenntahan yang akan mengarah pada bentuk pemerintahan yang demokralis.

Pada penyajian dan analisis kali ini penulis mencoba akan memasukkan
konsep good governance sebagai penilaian terhadap pelaksanaan pemerntahan
yang bersihransparan dan akuntabel. Dalam hal i adalah pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintahan vang dilakukan oleh pemerintah Kota
Surabaya melalwi temet vang selanjutnya dikenal dengan e-procurement.

Sepertt yang diketahui pada sebelumnya bahwa pelaksanaan e-procurement ini
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memiliki tujuan salah satunya adalah agar menjadikan pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemenntah Kota Surabaya berjalan dengan transparan dan akuntabel.
I11.2.1 Bentuk penyelewengan sebelum e-procurement

Perwujudan pelaksanan pelelangan pengadaan barang/jasa melalw intermet
yang dikenalkan oleh pemerintah Kota Surabaya sebagal salah satu pencapaian
dari yang dinamakan sebagai good governance, dimana pelaksanaan pemerintahan
dilakukan secara transparan dan akuntabel tercipta didasarkan pada pengalaman-
pengalaman lelang pengadaan barang/jasa sebelum-sebelumnya. Sebelum adanva
e-procurement pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintahan selalu
diselimuti oleh tindakan-tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selungga yang
muncul adalah kurang transparannya dan tidak akuntabelnya pelaksanaan lelang
pengadaan barang/jasa di pemenintahan Kota Surabaya. Seperti yang dikatakan
oleh beberapa informan dibawah ini mengenat pengalamannya selama mengikutn
pelaksanaan mengikuti lelang penpadaan barang/jasa sebelun adanya e-
procurement. Berikut adalah kutipan wawancara dengan salah satu rekanan dari
CV Prisma Group vaitu Supaydi

“Klo sebelurn adanya cproc va.pertama susahnya kalo belum ada
eproc, rekanan itu tdak tau pekerjaan vang ada i pemkot kecuali orang vang
punya hubuagan dekat.enaknyaa eproc itu bagl orang yang e.yang
sebelumnya tidak punya..tidak membangun hubungan dengan pemkot. tidak
enaknya bag sescorang  yang sebelumnya sudah  punva
hubungan.. Ya. katakanlah sava scbelumnya sudah pernah punva hubungan

dengan orang pemkot..saya dapat pekerjaan langsung..tanpa leleng.. “(Rabu.8
Februar 2006, pukul 16:00)

Permmyataan diatas menvebutkan bahwa yang terjadi ketika sebelum
munculnya e-procurement semua informasi dan publikasi adanya paket pekerjaan

untuk lelang pengadaan barang/jasa hanya dikuasai olelt orang-orang yang dekar
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dengan para birokrat yang mengadakan pelelangan tersebut Sehingga yang
menjadi pelaksana pekerjaan yang ada dilingkungan pemerintah Kota Surabaya
hanya rekanan yang memiliki kedekatan sebelumnya. Pemyataan lain juga
disampaikan oleh staff ahli Bina Program Kota Surabaya yaitu Herlambang, dia

mngatakan:

“klo dufu kepala dinas titipan inikan sungkan biasanya kan,tapi sckarang
0o.di e-proc ya gak bisa ngomong karena sudah di e-prockan semua,paket-
paket yang lima pulauh juta keatas itu di e-prockan semua dilelangkan.klo di
surabaya lelang akhimya pake sistem e-proc.lha.e.. jadi banyakanya disitu,
jadi istilahnya penyedia barang itu kepentingannya banyak..dan yang dulu ya
vang selama ini “mengatur-ngatur” sudah tidak ada yang sepert itu..”(Jumat,6
Januari 2006,10:00)

Yang dikatakan Herlambang memang mengisyaratkan bahwa hubungan
dekat atau pertemanan yang dilakukan oleh rekanan dengan birokrat pelaksana
lelang begitu berpengaruh terhadap proses lelang pengadaan barang/asa di
pemenintahan Kota Surabaya sepertt yang disampaikan informan sebelsmnya.
Herlambang mengisyaratkan salah satu kedekatan tersebut adalah bentuk prioritas
utama terhadap beberapa rekanan yang akan melakukan lelang schingga kondisi

i1 akan sangat menguntungkan dua pihak tersebut.

Informan lain yang mengatakan adanya bentuk kedekatan lainnya adalab

bapak Basuki dan Dinas Pajak Kota Surabaya, dia mengatakan bahwa:

“Trus mengenal rekanan kalo dulu kita bisa mengenal karena datang. dan itu
berlaku hanya untuk orang sekitar Surabaya..sehingga kalo ada orang rekanan
dari luar kota ttu dimusuhi..dan mercka(rekanan dan panitia) saling mengenal.
Sehingga rawan untuk kolusirawan nepotisme.Kalo eproc ini tidak
bisa. rekanan tidak kenal. menginm datakan melalu intemet jadi siapa yang
mengirim data ga eruh..CV opo,CV opo banyak jadi gak eroh..”(Rabu, 1 Maret
2006:pukul 14:30)
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Basuki mengatakan bentuk kedekatan lain adalah hubungan atau saling mengenal
disaat proses pengadaan lelang. Bentuk hubungan kedekatan mi terjahin ketika
proscs lelang pengadaan barang/jasa disebabkan terlalu banyaknya pertemuan
fisik antara pihak rekanan dengan panitia pengadaan. Sehingpa menurut dia akan
muncul bentuk-bentuk kompromt vang akan saling menguntungkan kedua pthak

terhadap pangadaan barang/jasa yang dibiayai oleh anggaran negara atau dagral.

Bentuk kecurangan lamnva yang merugikan negara adalah nndakan
manipulasi anggaran yang dilakukan oleh pihak rekanan dan panitta pengadaan
guna mensiasati keuntungan yang akan mereka dapatkan. Beberapa informan
menjelaskan kondisi tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Supaydi mengenal
pengalamanaya mengikuti lelang pengadaan barang/jasa di Kota Surabaya

sebelum adanya e-procurement benkut 1ni;

“kalo dulu..memang rentannva terjadi kolusi. jadi sekarang misalnya sekarang
saya harus.beli komputer dengan speck sekian-sekian itu harganya tiga
Jjuta..pagu ttu bisa sampai dua kalt lipat..dari harpa pasar..tiga juta itu pagunya
enam juta.saya membelikan tiga juta berarti ada selisih tiga juta 50
persen. katakaglah diambil PPN-nya dan ¢pam juta itukan 10 persen jadi
sekitar enam ratus.tinggal 5.4 juta.jadi selisih dari vang saya betikan it
sekitar 2.4 juta.in: 2.4 juta ini tidak hanya untuk rekanan doang. tapi mercka
yang panitia kepala dinas..yang pemerilisa. im dapat. Dan mereka sadan itu
mercka membuat pagu segitu . mereka sudah mikir mereka dapat sekian,
Bahkan kebanyakan. banyak terjadi..sebelum iu dibelikan. mereka sudah
minta duluan..sebelwn barang kita..sebetum Kontrak jadi..sebelum barang kita
beli.mercka sudah nunta duluan..saya(panitia) minta ¢..20 persen dari pagu
mni. Kenapa mereka menarget 20 persen. karena merekakan tahu kan berapa
pasarannya harga komputer..iahu mereka. jadi bisa menargel saya dapat 20
persenlah..sebelum barang terbeli.Kemudian..c susahnya lagt ya kalo kita
ndak punya hubungan kita ndak bisa tho.saya gak punya hububungan atau
orang lainkan gak dapet. "(Rabu 8 Februan 2006, pukut 16:00)

Sclain mengatakan bahwa sulitnva menembus pekerjaan yang ditawarkan

oleh pamitia dikarenakan tidak memiliki hubungan dekat vang sebelumnya tidak
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terjalin, diz juga menjelaskan bentuk kecurangan lainnya adalah kesepakatan
perhitungan-perhitungan anggaran vang dikeluarkan sehingga tentunya akan
menguntungkan kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan pada pengalamannya
diatas bahwa panita kebanyakan telah menganggarkan berapa bagian yang akan
dibawa oleh rekanan, berapa nifai anpgaran yang akan diperoleh panitia sendin
dan berapa sebenamya anggaran vang digunakan untuk pengadaan barang/jasa.
Kondisi itu semua telah diatur sebelumnya dan telah melalur kesepakatan dan

persetujuan diantaranva.

Pendapat lain mengenai perekayasaan nilal  anggaran pengadaan
barang/jasa juga disampaikan oleh rekanan dart TV Makaro Java yang dipunpin
oleh Kusyanto, dia menjelaskan:

“Kalo dulu sih mas..memang jujur ada KKN. kalo dulu sih ini..kita lebih bisa
kondisikar gitu. jadi harganya 1tu gak sampek yang harus turun drastis berapa
persen gitukan..paling mentok va paling 80 persen dan anggaran vang
dianggarkan dani sana itu sudah bagus.”(Kamis, 16 Februan 2006 pukul
12:00)

Pernyataan diatas menegaskan bahwa bentuk kecurangannya adalah hampir sama
dengan informan sebelumayva. Nilai anggaran yang akan disepakati nantinya telah
ada batas immmal sefingga nilat anggaran tidak akan jatub terlalu jach. i
dilakukan karena sudah ada perhitungan minimal untuk keuntungar rekanan dan
panitia pengadaan vang akan diperoleh. Jadi pade ntinva ada rekavasa nilal

anggaran vang akan digunakan untuk pengadaan barang/iasa.

DDan mhak panitia pengadaan sendiri mengakui adanya kecurangan atau

penvelewengan anggaran dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang/asa.
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Sepertivang dikemukakan oleh salah satu panitia lelang pengadaan barang/jasa di

Dinas Pajak Kota Surabaya vaitu Basuki, dia mengatakan :

“kalu dulukan kalo pingin cepat sekarang ngarap sesok menang ya
bisa..balangko sudah ada tinggal ngisi-ngisi yang menang iki..makanya iu
rawan. selain itu memang besar kecenderungan untuk mililt siapa..mnisal
anggaran 2 milyar kemudian dia bisa menyediakan buat panitia brapa..satu
milyar atau setengah milyar. itw bisa terjadi.tapt sekarang itu ngak
ada..” (Rabu,i Maret 2006:pukul 14:30)

Rekayasa anggaran seperti diatas ml_mgkin sudah menjadi sebuah kondisi
yang sangat wajar pada waktu itu. Bisa dibayangkan berapa besar nilai anggaran
yang seharusnya masuk untuk kepentingan publik ternyata itu masuk pada
beberapa orang pribadi dan kelompok . Sepeni yang dikemukakan oleh Basuki
saat itu panitia dan rekapan sangat bebas menciptakan rekayasa anggaran yang

akan dikeluarkan, dan tentunya mi akan merugikan masyarakat secara langsung,

Penyelewengan dan kecurangan lainnya adalah pada proses penentuan
pemenang lelang melalui penunjukan rekanan vang kurang ahli dalam beberapa
pekerjaan khusus yang memang menbutuiikan rekanan ahli yang profesional
tethadap pekerjaan ftersebut. Scperti penjelasan Supaydi pada penulis, dia

mengatakan:

“kemudian profesionalisme..e..siapa yang scbenarmnya yang mengerjakan
¢..alat konwol .scperti alat-alat kontrol udara..butuh orang khusus,perusahaan
khusus..konsultan. kalo melalwi penunjukan langsung..bisa sajakan vang
dituntuk bukan orang yang ahli.nah akhimya terjadi kolusi itu.. kalo saya
ndak punya hubungan ya.ndak pemah dapat pekerjaan dari situ.. “(Rabu,8
Februan 2006, pukul 16:00)

Dia menganggap scharusnya pada pekegaan vang khusus dalam hat im
seperti pekerjaan yang membutuhkan tingkat teknologi dan pengetahuan vang

unggr seharusnya panitia lelang mempertimbangkan kemampuan rekanan yang
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akan melakukan pekerjaan tersebut. Namun yang terjadt adalah pemenang
berdasarkan kedekatan dan hubungan pertemanan tanpa memperambangkan

keahlian dan kemampuan rekanan tersebut.

Semua informasi dan penjelasan yang diperoleh dan beberapa mforman
terscbut diatas dengan jelas menegaskan adanya sebuah habitat tersendin dari
sistem lelang pengadaan barang/jasa pemenintaban di lingkungan pemerintah Kota
Surabaya. Habitat tersendiri ini memiliki maksud bahwa dalam pengadaan
barang/jasa oleh pemenntah Kota Surabaya memunculkan bentuk penyelewmgah
yang tentunya nantinya akan sangat merugikan negara dan dalamt hal ini public
society scbagai bagian penting scbuah negara. Bentuk penyelewengan proscs
pengadaan barang/jasa sebelum diberlakukannya e-procurement mulai dan
manipulasi anggaran yang dilakukan panitia pengadaan dan rekanan sampai pada
hubungan dekat dan bentuk pem;.manan sehingga akan menguntungkan keduanya.
Sehingga kondisi ini sangat jauh dengan apa yang dinamakan konsep good
governance dimana prinsip keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas

dtbutuhkan dalam penyelenggaraan pemenntahan yang baik dan bersih.
i11.2.2 Bentuk penvelewengan ketika e-procurement

Bentuk ideal penyelanggaraan pemerintahan vang baik dan bersih seperti
vang terdapat pada konsep good governance coba terus dikembangkan
peemenintah baik pusat atau daerah. Salah satu daerah tersebut adaiah pemerimah
Kota Surabaya. Pada awal penulisan penelitian ini disebutkan bahwa pendekatan

teknotogi informasi terhadap penvelemggaraan pemerintah dibutubkan ketika
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pemerintah tersebut ingin sekali menciptakan sebuah proses pemerintahan yang

transparan dan akuntabel.

Pada kali ini pendekatan teknologi yang digunakan yaitu e-procurement
yang dijalankan pemerintah Kotz Surabaya guna menciptakan proses pengadaan
barang/jasa pemerintahan berjalan transparan. akuntabel dan tentunva bebas dan
indikasi-indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang drjadikan maksud awal
pemcrintah Kota Surabava secbagai bentuk memimumalisir penyelewengan dan
kecurangan pengadaan barang/jasa pada wakiu-wakiu sebelumnya seperti pada

penjelasan sebelumnya.

Kepala Bina Program pemerintah Kota Surabaya, bapak Agus [mam

menerangkan latar belakang dan tjuan diciptakan e-procurement sebagal berikut:

“Latar belakangnya adalah kemginan pemkot untuk membuat proses
pengadaan barang/jasa itu untuk transparan, akuntabel yang maksudnya dapat
dipertanggungjawabkan, kesemua ini misinva hanya untuk keterbukaan untuk
akuntabilitas..dan sckarang saya menilat e-procurement i lnmayan bagus.
transparan, dan akuntabet..”(Kamis, 2 Februan 2006,pukul: 16:00)

Menurumya, layanan e-procurement i bertujuan untuk menciptakan
bentuk layanan tcrhadap rekanan vang ingin mengikati lelang pengadaan
barang/jasa pemenntah Kola Surabaya agar proses tersebut dapat berjalan terbuka
atau (ransparan dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel.

Dengan adanya tujuan menciptakan  sebuah mekanisme pengadaan
barang/fasa yang transparan dan akuntabel maka i1 dunaksudkan agar tercipta
penvelenggaraan pemernntah vang bebasakan korupsi, kolusi. dan nepotisme.
Yang selanjutnya ditegaskan olch Basuki sebagal salah satu panitia pengadaan

dan Dinas Pajak Kota Surabava dia menyatakan:
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“Nah trus keenakannya juga syarat semua tercantum disana..RKS ya rencana
kerja dan syarat tercantum semua kelengkapan itu semua tercantum di
internet. jadi  gitu eproc..jadi panitia enak.jadi wmtuk menuju  clean
government itu bagus..yang dicanangkan presiden ya..ditetapkan MPR. jadi
KKN 1tu insya allah terkikis..”{Rabu,l Maret 2006:pukul 14:30)

Dia juga mepambahkan bahwa ketika pemerintah Kota Surabava
melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa lewat e-procurement. maka
dengan yakin dia menycbutkan sistem tersebut akan menghilangkan kecurangan
berupa korupsi-korupsi yang sebelummya pernah tenadi. Karena dengan e-
procurement panitia atau rckanan akan sulit merckayasa anggaran guna
kepentingan pribadi dan dia juga membandingkannya dengan pemerintah provinsi
Jatim yang masih menggunakan sistem lama. Selengkapnya dia menyebutkan

seperti dibawah ini :

“jelas lebih tho..sekarang dapet 150 .kan [SO kan suatu kebanggaan dan
prestasi ya. karena i bisa mengikis habis korupsi-korupsi itu.karena mlai
yang di mark vp gak isa.kalo di eproc itu harga paku,buku perlembar
tercantum semua..jadi gak bisa main-mam. jadi makanya pemprov atau
pemerintah lain kettka mengadakan lelang mesti silisih jauh. kenapa..lha i
oleh kormisi pemberantasan korupsi (KPE)..senang melihat
Surabaya..”{Rabu,l Maret 2006:pukul 14:30)

Keterangan dua informan diatas yaitu Agus lmam yang menganggap
bahwa sistem bertujuan guna menciptakan transparans: dan akuntabilitas bagi
pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Surabaya. Kemudian ditambahi oleh
Rasuk: yang menyampaikan bahwa sistem e¢-procuremens int akan dan telah
merinimalisir praktek-praktek terjadinya korupsi vang biasanva telah terjadi di
proses pengadaan barang/iasa sebelumnya dilingkungan pemerintah Kota

Surabaya.
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Penulis selanjutnya berusaha memperoieh beberapa informasi dan para
infornan lainnya guna mempertanyakan dan mengkonfirmasi seputar praktek
penyelewengan yang sebelumnya ditegaskan kedua informan diatas yaitu Basuki
dan Agus lmam. Namun vang penulis dapatkan sebagian besar justru bertolak
belakang dengan penjelasan kedua informan diatas. Berikut ini penulis sampaikan
beberapa kecurangan atau bentuk penyclewengan vang kerap masth terpadi.
Seperti yang dikatakan oleh Supaydi

“karena  sekalipun  eproc.lelang  itu  bisa  diatur.ngaturnya
begini_e. lelangkan bisa diatur cuman potensi urtuk it sulit ya. sekarang
begini..ada 10 penawar untuk satu pekerjaan. tingkat penawarannya itu..ada
1,2.3,4 dan seterusnya_.artinya tingkat satu itw..paling murah vang mestinya
menang, .sampe tingkat 10 sekarang misalnya pagunya 300 juta.yang
pertama ini misalkan nawar 100 juta.kalo dia 100 juta nawar dan menang
kemudian  jadi  melaksanakan..torok misalkan.itu  bisa  diatur
mas..ngaturnya”’ch aku mundur”. kata vang nomer dua’eh..aku cuman 120
juta,masih rugi nih Ya udah yanpg ketiga aja”..vang ketiga masih rugi..sampe
ditemukan harga yang ideal.nmah i vang mundur-mandur ini boleh
saja..asal ditemukan alasan yang tepai..kalo dia rugi ya mundur tho..masak

dia mau bunuh diri..tapt mundurnya ini atas kesepakatan antara panitia
denpan rekanan-rekanan itu..“(Rabu,8 Februari 2006, pukul 16:00)

Permainan pertama yang ditakukan dalam proses lelang pengadaan
barang/jasa pemerintah kaii ini adalah bentuk kesepakatan terselubung mengenai
pemenang dan paket pekerjaan yang ditawarkan. Pada saat pengumuman
prakuvalifikasi dimana telah ada beberapa rekanan atau perusahaan vang
dinyatakan lolos dan diurutkan berdasarkan nilar pepnawaran vang paling rendah.
Berdasarkan keppres vang berlaku bahwa pemenang adalah perusahaan vang lolos
prakualifikasi dengan niai paling rendah. Namun ketika kondisi ini tidak
dimungkinkan karena dinilai tidak menguntungkan oleh kedua belah pihak vaitu

rekanan dan pamitia, maka akar muncul kesepakatan terselubung diantara .ara
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rekanan dan panitia yang pada akhimya menentukan posisi tepat dalam hal ini

anggaran yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Informan ini juga menambahkan bahwa kesepakatan ini telah melalul
perhitungan keuntungan atau pembagian anggaran dimana tclah disepakat: oleh
semuanya. Sepertl yang dikatakan Supaydi, yaitu:

“pah kalo kamu mundur yang penawaran sckian saya menangkan. dinas
dapet brapa? Paniniz dapet brapa?”_ya kan.mereka sudah negoisasi.. “kalo
tidak dapat.. vang ini saya menangkan”_ lah yang mundur nomer 1,2,34,5
in1 harus ‘disusuki’..mereka mundur kok karepa kompensasi mundur itu
mereka harus dikasi..itu biasanya posisi tawar-menawarnya disitu..rekanan
berani berapa persen nyusuki dari pagu €. penawaran tadi..sampai ditemukan
kesepakatan. .kesepakatan ini kemudian..antar kesepakatan penawar yang
mundur-mundur. dibawalah ke panitia.bagaimana paniba.berani tidak
ngatur ini..panitia berani ok..dah penawar vang ke 5 atau vang ke 6 tadi
menang..tapi kalo ditemukan kecurangan disitu. temyaia diatur ya.cuman
sampe sekarang tidak terjadi. sekalipun proses seperti ini mungkin disemua
dinas terjadi..tapi hebatnya sampe sekarang tidak ada vang mengungkap cara
ngatur-ngatur seperti int."‘(Rabu,8 Februan 2006, pukul 16:00)

Darm pernyataan diatas dapat -diketahui bahwa kesepakatan-kesepakatan yang
terjadi diantara rekanan dengan panitia pengadaan pada ujungnya adalah sebuah
kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, pada kondisi ini pihak-

pihak diatas akan sama-sama diuntungkan dari sisi anggaran.

Kemudian penulis menanyakan mengenai waktu pertemuan fisik tersebut,
Dikatakan sebelumnya bahwa ielang pengadazai barng/jasa melatui e-procurement
mi sedikit sekali intensitas pertemuan antara rekanan dan panitia. Sehingga kapan
mereka bisa merencanakan bentuk rekayasa seperti diatas. Kemudian Supaydi
menjelaskan:

“ya.waktunva. setelah  buka sampul.waktu  buka sampul sampai
pengummuman itukan jedanya satu sampai dua minggu..jadi buka sampul

sekarang. kan uda ditentukan A urutan pertama B vrutan kedua C urutan
ketiga gitu ya..itu tidak langsung yang A itu jadi pemenang. . di waktu ailah
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biasanya rekanan dan panitia tersebut membuat kesepakatan-kesepakatan
seperti diatas.walaupun sebenamya scharusnya yang menang yang A
tho.baru seminggu lagi baru diumumkan.siapa yang menang..”(Rabu8
Februari 2006, pukul 16:00}

Ketika dikonfirmasikan kepada salah satu panitia lelang yaitu Basuki, dia
membenarkan bahwa dalam aturannya memang ada jeda satu dan paling lama dua
minggy untuk menentukan pemenang setelah pembukaan sampul. Lebih lanjut dia
mengatakan bahwa:

“cuman kadang-kadang vang rendah itu belum tentu menang karena kalo
dani panitia tadi menurwt harga pagu itu katakan X rupiah dia kok X
mines..berani harga 50 persen dari harga X..itu perlu diklarifikasi nanti ada
mekanisme diklarifikasi, evaluasi. kalau dia memang kita cek dilapangan
bener gak.bisa sajakan rekanan itu punya pabrik sendiristok yang
banyak..jadi bisa murah. kitakan menghitung pagunya berdasarkan yang ada

dimasyarakat..trus setelah itu rapat ditentukan yang menang. diumumbkan die
proc siapa yang menang.. ..”(Rabu,1 Maret 2006:pukul 14:30)

Pernyataan Basuki diatas menerangkan bahwa adanya wakw satu, dua
minggu tersebut digunakan dengan alasan untuk panitia mengklarifikasi para

rekanan yang lolos prakualifikasi untuk dyadikan pemenang.

Bentuk kecurangan dan penyclewengan yang terjadi adalah perekayasaan
syarat administrast baik yang discrahkan rekanan pada panitia saat menyerahkan
hard copy penawaran atau dalam bentuk perekayasaan dokumen administrasi
vang tercantum di portal e-procurement milik pemerintah Kota Surabaya. Perlu
diketahu1 oleh bahwa dalam proses lelang pengadaan barang/jasa rekanan
disvaratkan untuk menunjukkan persyaratan administrasi yang harus dibawa saat
penawaran hardcopy diberikan kepada pamitia (lihat bab Il mengenai syarat
administrasi). Dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa berhak untuk
menentukan siapa saja vang lolos eveluasi administrasi. Seperti vang dikatakan

oleh Basuki benkut ini:
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“kualifikasi nomer 1,2,3 vang atas terendah kemudian dievaluasi yang 1,23
gupur. bisa saja kenapa..karena setelah dicek sccara administrasi. kan di RKS
harus ada.misalkan ada tanda tangan materai namun gak ada tanda
tangannya..ya gak boleh.ilu ketelian dari rekanan. jadi mungkin banyak
macem-macem yang salah akhimya bisa saja nomer 10 yang menang. karena
syarat-syarat administratif tadi.. .."(Rabu,]1 Maret 2006:pukul 14:30)

Pernyataan Basuki i menjelaskan adanya hak dan panitia untuk
memutuskan siapa saja yang dikatakan iolos evaluasi administrasi Kondisi ini
vang menjadikan beberapa rekanan menganggap ada ketidakberesan dalam
penentuan pemenang lelang. Seperti yang dikatakan Kusyanto kepada penulis, di
rmengatakan

“cuman yaz masih ada penyimpangan-penyimpangan..seperti kalo panitianya
bisa diajak kongkalikong untuk melengkapi berkas admnistrasi yang
kurang..seperti itw.."{Kamis, 16 Februari 2006 pukul 12:60)

Dalam penjelasan selanjutnva dia mencentakan pengalamannya mengenal
kecurangan atau kejanggalan mengenai persyaratan adminisirasi yang harus
dilengkapi oleh setiap rekanan, dia mencentakan :

“e..waktu penawarankan saya tadi cuman ada atau tidak ada..saya ini saksi..saya
vakin kalo orang itu tidak ada salah satu berkas yang dilampirkan..kemudian
saya ngomong pak ini gak ada..lapi diberkan lain ada. Maksudnya begini..ada
berkas tiga lembar yang dilampirkan ada dua lembar. tapt mereka ngomong ada
kemudian ditulis dipapan..sava ngomong gak ada..terus saya membikin catatan
sendiri. saya catat perusabaan i vang ui tidak ada.tapi setelah ditunup
penawaran. kemudian dievaluasi. temyata yang satu lembar tadi jadi ada..dan
dia bisa menang karena ada tadi.padahal saya yakin saya sudah bukain
penawaran itu beberapa kah dan tidak ada..jadi panitia memaksakan CVaya situ
supaya bisa menang gdu.ya memang dia harganya terendah tapikan kalo dia
gak ada syarat yang lidak dipenutukan tidak bisa ditkutkan pada evaluasi yang
lain..saya curiganya sih seperti ttu.."(Kamis. 16 Februari 2006 pukul 12:00)

Dalam Kketentuan yang berlaku vaitu Keppres 80/2003, disana memang
diisyaratkan adanya beberapa bentuk kelengkapan adaministrasi dimana setiap
rekanan yang mengikiti lelang pengadaan barang/jasa harus melampirkan semua

kelengkapan-kelengkapan itu. Ketika satu atau beberapa kelengkapan vang
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diminta maka secara otomatis rekanan atau perusahaan tersebut tidak lolos
prakualifikasi dan tidak dapat mengkuti evaluasi selanjutnya apalagi untuk

menang.

Pengalaman lain juga pernzh dialarui oleh Supaydi dan CV Pristna Group
mengenai bentuk kejanggalan terhadap kelengkapan administrasi. Selanjutnya dia
menceritakan dengan lengkap seperti dibawah in:

“Saya pemah punya pangalaman pengadaaan cetaan pajak hotel di dinas
pendapatan. waktu itu saya nawar 800an. kemudian ada rekanan lain itu nawar
750..minimal secara penawaran dia yang menang.cuman secara admunistrasi
mestinya saya yang menang. karena pada saat itu ada vang namanya surai
kelengkapa surat dukungan dari bank vang harus disertakan pada saat
penawaran itu itdak discriakan.ya kan.kemudian saya sanggah waktu
ifu.. jawaban sanggahan itu sangat sederhana.memang wakw itu tidak diminta
oleh panitia..artinya panitia ttdak ngomong kale surat itu diminta. .tapi di RKS
itu ada. imkan muomi Kelalaian panitia. nahwa surat dukungan im tidak
dumnta..sementara di RKS ada..sementara di waktu penjelasan panitia tidak
ngomong...nah wakiu 1tu saya sanggah.tapi gimana coba jawabannya..”im
memang tidak  disyaratkan”...ya sudah selesal..curnan segitu
jawabannya..padahal yang ‘namanya penawaran untuk nilai diatas |
milyar..waktu itu pagunya sekitar 1,2 milyar. nah untuk semua penawaran yang
diatas 1 milyar itu harus memakai surat dukungan dan bank kok ada syarat
yang memang tidak disyaratkan gitu ya..ini saya membacanya memang terjadi
kolusi..antara panitia dinas dengan rekanan itu..”(Rabu,8 Febrari 2006, pukul
16:00)

Penjelasan tersebut kemudian dikuatkan dengan penjelasan selanjutnya dan
Supaydi mengenai alasan-alasan dan panitia tentang tidak lolosnya rekanan yang
di up loud ke intemet dimana dia menyatakan bahwa;

“Lba ity banyak terjadi.Ya kalo kita lihat biasanya alasan-alasan itu hanya

administrasi. Jarang ada alasan mengenai kualitas barang atau speck gak
cocok. jarang..“(Rabu,8 Febryari 2006, pukul 16:00)

Penjelasan dan dua informan tersebul mengarahkan kepada adanya bentuk
kecurangan mengenai perckayasaan dokumen administrasi yang seharusnva itu

djadikan sebagai alat penyanng terhadap rekanan yang mengikut: lelang.
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Kondisi-kondisi seperti ini pada akhirya tetap akan menguntungkan beberapa
pihak yang berusaha menarik keuntungan dari sistem pengadaan barang/jasa yang

dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Perekayasaan dokumen administrasi yang terjadi saat proses pengadaan
barang/jasa di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya sehingga menimbulkan
beberapa kelompok atau individu divmtungkan dan tenfunya beberapa individu
atau kelompok lain diragukan menjadi sebuah polemik tersendin. Dan pengakuan
beberapa informan ketika ditanya mengenai bentuk sanggahan terhadap kondis
kecurangan seperti itu, Kusyanto mengatakan :

“sclama ini kalo saya mengalami ¢..sesuatu yang saya anggap gak sesuai dengan
prosedural gitu va. saya sih gak lewat sanggahan yang adadi portal e-proc..saya
langsung menyanggah ke panitia. jadi pimpinan pelaksana gitu..saya bikin sorat

sanggahan resmi kemudian saya masukkan kesana.ndak lewat email, .cuman
bina pembagunan tetep..”(Kamis, 16 Februan 2006,pukul 12:00)

Panitia pengadaan dan Dinas Pajak Kota Surabaya yaitu Basuki
mengatakan, ketika rekanan merasa ada kejanggalan maka sanggahan seharusnya
dikirim kepada yang bersangkutan yaity panitia bukan yang lainnya, seperti yang
dia katakan dibawah Ini:

“ya.harus persurat.lima har setelab diumumkan misalkan diumumkan
pemenang dan sepuluh tadi ternyata yang menang adalah yang paling tnggi

nilainya. kemudian yang lain menyanggah.ya memang harus melalui
mekanisme..ye ke kita aja nyanggainya..”(Rabu,1 Maret 2006.puknl 14:30)

Supaydi dani CV Prisma Group juga pernah mengalami kondisi seperti
dratas, dimana dia merasa dicurangi dengan dimenaagkannya rekanap lain yang
tidak memihiki surat kelengkapan administrasi yang telah disyaratkan. Berikut

pemyataannya.
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“Saya malas ngurus Kayak gituan. scandainya itu diperkarakan saya past
menang. karena di RKS ada itu dan ketentuan di keppres pun ada..bahwa untuk
pagu diatas 1 milyar itu harus ada surat dukungan dan bank..tapi mereka dengan
enak jawab “ya.itu memang tidak disyaratkan. Saya mengajukannya secara
resmi,saya edarkan pada Bina Pembangunan, Dinas Pendapatan sebagal
pelaksana, kemudian pada Walikota, Sekretaris Walikota, Dinas Infokom dan
semua yang terkait itu..semuanya saya sebarkan pengaduan san keberatan saya.
Itu pun tanggapannva tidak serius..dan sampean bisa bayangkan kalo kinm
lewat email kemudian dibalasnya lewat email juga. .itu tidak punya kekuatan.
Sekarang pengaduan sepert ity yang lewat ¢mail 1tu hanya sebagai pengaduan
aja bukan sanggahan.ya suka-suka mereka untuk membalas atau tidak email
anda. .dan balasan mereka tidak punya kekuatan hukam dan tidak bisa dijadikan
bukti. Tapi kale sanggahan resmi pake surat gitu ya .itu punya kekuatan
hukum..Ya. tidak efektif sama sekali kolom seperti itu .."(Rabu.8 Februari 2006,
pukuf 16:00)

Dari pemyataanva diatas bahwa dia sebenarnya telah melakukan
sanggahan terhadap panitia pengadaan dan disampaikan kepada instansi terkait
lainnya, namun dia menilai upayanya hanya ditanggapi tidak seperti yang dia
harapkan. Dimana sanggahan terscbut tidak ditanggap dengan sungguh-sungguh
oleh pemermiah Kota Surabaya sebagal pelaksana pengadaan barang/jasa

tyersebut.

Temuan data dari informan lainnya mengenai bemtuk kecurangan dan
penyelcwengan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemnntah melalui e-
procurement im adatah bentuk pembukaaan data penawaran sebelun tanggal
pembukaan sampul. Para rekanan dan perusshaan setelah  mengetahui
pengumuman lelang untuk lelang prakvalifikasi melakukan bemuk penawaran
baik melalwi internet atau lewat hard copy yang sebelumnya telah mengikuti
aanwijzing. lsu yang menguat adalah nilai penawaran vang melalui intemet dapat
cdilihat sehinggu akan memberi membocorkan rahasia penawaran dari rekanan.

Para rekanan pada awalnya memang curiga dengan bocornya nilai penawaran,

150

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



Skripsi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 1 ; Penyajian dan Analisis Dara

Namun beberapa rekanan telah memiliki strategi agar nilai penawarannya kecil
kemungkinan untuk bocor dan dibuka sebelum jadwal pembukaan sampul. Seperti
yang disampaikan oleh Kusyanto, dia menerangkan :

“saya juga pernah curiga seperti itu juga.makanya selama ni kalo saya ikut
penawaran di eproc..saya masukkan itu gak pernah jauh-jauh han. maksudnya
saya pepetkan. Saya memang cunga seperti itu. kenapa karena e..va. bukannya
saya gak percaya mereka. wong orang.kalo misalkan sampean ikut.saya
musulmya sampean gitu..sampean dibilangi orang-orang dinas nilai penawaran
saya sekian gitu.saya juga curiga seperti itu.tapi untuk buktinya saya gak
mengerti..mereka ngintip ato ngak saya gak mengerti.cuman selama ini saya
masukkan mepet-mepet sebelum jam..biasanyakan 1 jam sebelumnyakan
tutup..paling beberapa jam sebelumnya gitu.jadi paling tidak saya
masukin..meskipun mereka mengerti mereka sudah tidak sempat ganti
penawaran (hardcopy) mercka..saya biasanya seperti wu..”(Kamis, 16 Februarn
2006,pukul 12:00)

Bentuk kecurigaan ini juga dirasakan oleh Supaydi, seperti yang dilakukan
oleh Kusyanto dia juga melakukan hal yang hampir sama. Lebib jelas dia
menycbutkan:

“saya harus akui..saya masukkan harga penawaran ke eproc ya..penawaran saya
ini tidak bisa diketabui olekh rekanan lain..secur-nya tinggi..kecuali yang tahu
adalah adminnya..admin kan punya akses kedalam dan bisa melihaat rtu..nah atu
celakanya kan bisa diliat siapa yang terendah distini Tapi untuk mengatasi
semacam Ini gampang $aja..siang ini sava bikin penawaran saya untuk pagu 600
saya bikin 550..tapi nanti kalo mau di tutup..ditutup itukan satu jam sebelum
pembukaan hardcopy besoknya..saya rubah segera..masak orang mau ngrubah
hardcopy secepat itu. Kemudian saya rubah lewat intemet kan orang vang
diadmin kan bisa liat.penawaran yang saya #p load di internet ity bisa saya
rubah. dart 550 ke 450 kemudian 300..sampai harga penawaran sesuai dengan
keinginan saya.sesuai yang saya buat di hardeopy sebelumnya ity untuk
mengatast penawaraan kita diketahut. ”(Rabu,8 Februari 2006, pukul 16:00)

Darni penjelasan kedua informan diatas, kecenderungan tersebut memang
sangai wajar terjadi kettka ini berhubungan dengan rahasia penawaran. Yang
Justru menjadi kehawatiran rekanan adalah bocornya penawarannva kepada pihak

lain baik melalui tangan admin pengelola layanan e-procurement atau panitia
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sendiri. Namun ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Bina Pregram pemerintah
Kota Surabaya, Herlambang sebagai staff ahli mengemukakan:

“yang lagi in diisukan sekarang ini masalah ini..e.kerahasiaan. kerahasiaan
penawaran va itu kerahasiaan penawaran yang ada di server kitalha itu
penawarannya bisa di”entep” atau apa.itu yang jadi isukan seperti ini,tapi
itukan sudah mentah semua soalnya sistern kita sudah sstilahnya penawaran
rekanan itu sudah ter’incripsi’, bentuknya sudah.kalo dilihat itu .dar sism..
diserver itu bentuknya..ini bahasa progamnya va.benlukanva seperti ‘bintang-
bintang” password gitu..lah ter’mcrnipst’ 1stilahnya..jadi bentuknya dan anggka
dibuat bentuk kode-kode khusus..tapi itu bisa tertihat pada setelah masa
pembukaan va..masa pembukaan dokumen,masa pembukaan dokumen m1 yang
mengeset ya..panitia,jadi misalkan pembukaan pada tanggal sckarang. jam 9
setelah itu banu bisa dibuka..”(Jumat,6 Januan 2006,10:00)

Selain bentuk-bentuk kesepakatan antara rekanan dan panitia seperti
diatas, bentuk penyelewengan lain yang masih terjadi adalah model pemberian
uang kepada panitia kepada rekanan guna benjalannya pekerjaan dengan baik.
Sehingga Kondist im menjadikan sebuah alur simbiosis dimana merek saling
menguntungkan dengan adanya pengadaan barang/jasa, vang tentunya keuntungan
itu untuk kepentingan mercka sendin. Supaydi kemudian mengatakan :

“kalo sekarang mereka gak mampu mereka gak akan berani menentukan. berapa
besar mereka minta darl anggaran. atau mercka menunggu dari pemberian
rekanan. Rekanan manapun..ya.manapun pasti akan ngasih,.dinas, kepala
dinas.panitia,pengawas itu pastt ngasth. ndak ada rekanan yang gak ngasih..ndak
ditandatangaani..coba sampean gak ngasih..gak bakalan itu jadi pekerjaan..ya
menang sih menang..cuman pak jad:..gak jadi maksudnya gak jalan-jalan..wong
SPK tanda tangan aja kita harus kasih dwit_ya. tho. SPK yang tanda tangankan
banyak..ada panitia, ada petaksana, ada kepala dinas..iu..Paniua ity minimal ada

enam orang mereka dikasih kepala dmas.gak dikasih gak jadi itu SPK
sampean “{Rabu,8 Februari 2006, pukul 16:00)

Dan pemyataan diatas maka dapat diketahui ternyata bentuk-bentuk
simblosis yang saling menguntungkan antara panitia pengadaan dan rekanan
sudah memadi ‘bumbu’ utama dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah

Kota Surabaya. Selanjumya Supaydi juga mengatakan:
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“ya.barang kali semua dinas seperti itu.Karena ya Kasian mereka juga
lah. e mereka bikin kontrak..bikin kontrak itu susah lho..saya punya temen
itu..di dinas pendapatan..mereka jadi panitia bukannya senang..mereka ngomong
mending gak jadi panitia.walaupun dapat duit ngak sumbut. kerjaanya
capek..pertama yang harus disiapkan mulai pendaftaran lelang. dia harus bikin
RKS..di up loud ke intemnet.itu pekerjaan vang susah.habis itu dia harus
menerima  pendafiaran. kemudian  harus  menjelaskan  pekerjaan..panitia
semuakan pekerjaannya..babis itu dia harus menerima pembukaan
penewaran. . habis itt dia harus klarfikasi.semuanya panitia..sampai
menentukan pemenang itu semua pekerjaan panitia..nah imi capek n1. .perjalanan
ini  capek.sampe itu diz bikin kontrak.nyeleksi demikian banyak
penawar..penawar ifu..dalam eproc ifu.satu pekegaan bisa sampar 30
perusahaan. bayangkan 30 perusazhaan dengan tiga rangkap tawaran. satu-
satu..sampe ‘kiting’itu panitia semua..dan kalo mereka tidak kita kasih..opo gak
sakno...Tapi memang ada juga rekanan vyang kebacut ngasihnya
sedikit..ya. haruslah mereka dikasih..“(Rabu,8 Februari 2006, pukul 16:00)

Fenomena yang dijelaskan diatas semakin membuat kondisi saling
menguntungkan yang terjadi antara rekanan dengan panitia makin ‘meradang’
dimana bukannya masyarakat yang akan diuntungkan dalam proses pengadaan
barang/jasa namun yang diberikan keuntungan dalam hal ini adalah sekelompok
rekanan dan panitia pengadaan yang tergabung dalam simbiosis proses pengadaan

barang/jasa pemerintahan di Jingkungan pemenntahan Kota Surabaya.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai proses pengadaan barang/jasa
pemenntahan yvang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabeya melalui e-
procurement dimana diharapkan sistem baru ini yang didukung oleh teknclogi
nformasi akan dapat menckan tingkal penvelewengan dalam pengadaan
barang/jasa schingga tercipta sebuah proses vang transparan dan akuntabel,
Namun dan penjelasan diatas pula kondisi kecurangan dan penyelewengan daiam
pengadaan barang/jasa melalw ¢-procurement dicatat masih banyak. Sehingga

proses pengadaan barang/fjasa melalw e-procurement yang dilakukan oleh
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pemerintah Kota Surabaya masih belum memenubi keinginan dan tujuan awal
yang ingin proses tersebut transparan dan akuntabel.
111.3 E-procurement sebagai implementasi Keppres 80 Tahun 2003

[11.3.1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintahan merupakan landasan hukum bagi semua proses
pengadaan barang/jasa pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah. Dalam hal
ini Keppres terscbut mengatur tentang mekanisme pengadaan barang/jasa yang
dijadikan sebagai acuan atau landasan bagi pelaksanaan lelang melalui electronik
atau e-procurement di pemeriniah Kota Surabaya. Pada kali imi penulis akan
mencoba untuk menilai proses e-procurement di Kota Surabaya dengan acuan
yang telah ada pada Keppres 80 Ltersebut.

Keppres 8072003 di dalamnya secara umum mengatur mulai dengan
maksud tujuan, prinsip dasar dari pengadaan, etika pengadaan, pedoman untuk
pelaksanaan pengadaan, pemberdayaan produk, dan usaha kecil dalam negen
sampai pada pembinaan dan pecngawasan. Penulis mencoba untuk menganalisa
proses e-procurement yang telah dilakukan cleh pemerintah Kota Surabaya
dengan analisis yang telah ada pada keppres 80/2003.

Pada bab | pasal 2 dalamm Keppres 80/2003 dicantumkan bahwa tujuan
pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah agar pelaksapaan pengadaan
barang/jasa yamg sebagian atau seluruhnya dibiavai APBN/APBD dilakukan

secara cfisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ttdak diskriminatif,
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dan akuntabel. Sedangkan pengertian dari kesemua itu dicantumkan pada pasal
selanjutnya yaitu pasal 3 yang mencantumkan prinsip-prinsip pengadaan
barang/jasa. Pada pasal 3 ini diterangkan bahwa maksud dari efisien, berarti
pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari efekuf adalah
pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang teiah ditetapkan dan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.

Jika didasarkan pada penilaian seperti diatas dimana yang dimaksud
efisien adalah pengadaan ini menggunakan dana dan daya yang terbatas guna
mencapai sasaran dengan singkat maka penulis menganggap proses pelaksanaan
pengadaan barang/jasa melalui® e-procurement vang dilakukan oleh pemernintah
Kota Surabaya cukup efisien. Ini didasarkan pada data penghematan yang dapat
dilakukan oleh pemerintab Kota Surabaya dalam proses pengadaan barang/jasa.
Pada tabel 1111 ditunjukkan bahwa penghematan yang dapat dilakukan dani tahun
2003-2005 memangcukup signifikan, dumana pemenntah Kota Surabaya dapat
menghemat anggaran sekitar 20 % setiap tahunnya.

Masih dalam pasal 3 disebutkan bahwa proses pengadaan barang/jasa
harus terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/asa harus terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi persvaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi

syarat’kriteria tertentu berdasarkan ketenluan dan prosedur yang jelas dan
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trapsparan. Transparan dalam hal ini dimaksudkan bahwa semua ketentuan dan
informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi
pengadaan, tata cara evaluasi, hasii evaluasi, pepetapan calon penyedia
barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat
serta bagt masvarakat luas pada urnurnya.

Dalam portal e-procurement di www.surabaya-eproc.or.id ditampilkan
banyak sekalt informasi dan layanan mengenai pengadaan barang/jasa yang
diadakan dilingkungan pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan pengamatan dan
penulis bahwa banvak sekah informasi yang menvangkut tentang pengumuman
adanya paket pekerjaan vang ditawarkan dengan mencantumkan pula syarat dan
rencana kerja {RKS) dan setiap paket pekerjaan yang ditawarkan, jadwal
pelaksanaan pelelangan mulai dan pengumuman paket sampar pada penentuan
pemenang lelang, informast peserta yang lolos prakualifikasi, alasan-alasan
mengenal peserta yang tidak lolos prakuahifikasi sampai pada pengumuman
pemenang lelang dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Semua informasi
diatas tercantum pada portal e-procurement dan dapat diakses oleh semua
kalangan masyarakat.

Prinsip selanjutnya adalah adil/tidak diskriminatif. Ini dimaksudkan bahwa
membertkan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan
tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara
dan atau alasan apapun. Prinsip terakhir 1alah akuntabel vang pada keppres ini
berarti harus mencapal sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi

kelancaran pelaksanaan tugas umum pemeriniahan dan pelayanan masyarakat
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sesual dengan prinsip-prinsip sera ketentuan yang berlaku dalam pengadaan
barang/jasa. Dalam proses pengadaan barang/jasa melalui e-procuremern: diakui
bahwa semua informasi vang ada tentang pengadaan telah tercantum pada portal
e-procurement sehingga informasi terscbut dapat diakses oleh semua pihak naman
hal itu belurn bisa menjamin adanya tindakan ndak adil atau diknmatf.
Beberapa temuan data dan penulis masih adanya kejadian tindakan pemberian
keuntungan atau sebaliknya dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan
pemerintah Kota Surabaya = Kemudian dijelaskan pula pada pasal selanjutnya
vaitu pasal 5 tentang etika pengadaan dimana dalam proses pelaksanan
pengadaaan barang/jasa harus menghindan dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan‘atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, goiongan
atau pihak lamn yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
Kemudian tidak menenma, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, smbalan berupa apa saja kepada siapapun yang
diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dar
paparan keppres tersebut dengan jelas bahwa tindakan-tindakan kolusi dan
korupsi baik berupa member: dan menerima imbalan dengan tuypuan untmk
kcpentingan pribadi dan golongan sangat tidak diperbolehkan dalam proses
pengadaan barang/jasa pemermtahan.

Disist lam temuan penulis mengenai tatanan yang ideal tentang proses
pengadaan seperit diatas justru ada yang tidak terjadi dalam pengadaan
barang/fasa di pemerintah Kota Surabayas. Dan temuan data dilapangan

disebutkan bahwa praktek kolusi dan korupsi mulai dari kescpakatan terselubung
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antara rekanan dengan panitia mengenal pemenang lelang, pemampulasian data
dan dokumen lelang untuk mengatur lelang sampai pada bentuk simbtosis yang
sama-sama menguntungkan antara rekanan dan panitia masih ada dan dapat
ditemui. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bahasan scbelumnya pada bab im.

Bahasan sefanjumya memasuki pada bab Il datam keppres im, dalam
keppres ni diatur scdemikian rupa mengenat mekanisme pengadaan barang/jasa
pemernmntahan. Mekanisme yang akan kita bahas tentunva adalah mekanisme
pengadaan baranp/asa melahn lelang umum @i atas 50 juta karena sabvek
penclitian pada kali ini adalah proses e-procurement dunana pengadaan
barang/jasa vang dilelangkan olch pemerintah Kota Surabaya diatas 50 juta. Bab
It keppres im di dalamnya mengatur teatang tugas pokok dan persyaratan para
pihak, jadwal pelaksanaan pemibihan penyedia barang/jasa, prakualifikasi dan
pascakualifikasi, prinsip penetapan sistem pengadaan, sistem pengadaan untuk
barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya, sistem pengadaan konsultan, pejabat
yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa, sanggahan terhadap pemiliban
penyediaan barang/jasa, sampar pada kontrak pengadaan barang/jasa.

Kesemua proses fersebut pada pembahasan kali ini1 tidak semuanya akan
dibahas, namun berdasarkan pada proses vang signifikan terhadap pelaksanaan e-
procuremend di pemenintah Kota Surabaya. Pembahasan pertama kita mula: dari
pasal 11 yang membahas tentang tugas pokok dan persvaratan. Dalam sistem c-
procurement yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk pihak vang
terkart dalam pengadaan adalah sekretanat layanan e-procurement, panitia

pengadaan dan penyedia pengadaan, Sekretariat layanan e-procurement dalam hal
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ini memiliki tugas secara umum sebagai pengelola portal e-procurement dengan
melakukan proses manajemen terhadap informasi yang meliputi validisasi
informasi pelefangan, menjalin koordinasi dan pertukaran informasi lelang
pengadaan dengan panitia pengadaan. Untuk persyaratan yang harus di taati oleh
seinua penyedia barang/jasa, semua persyaratan dalam portal e-procurement
sudah diatur sesuai berdasarkan Keppres 80/2003 dan ditamptlkan secara fengkap
dalam RKS pada setiap peket pekerjaan yang ditawarkan oleh pemerintah Kota
Surabaya.

Dalam pasal }2 mengenai penjadwalan pengadaan barang/jasa dalam
keppres im tidak diatur secara detail berapa lama dan tenggang wakiu proses
pengadaan, keppres i hanya menckankan bahwa panitia pengadaan harus
memberikan wakt yang cukup untuk setiap proses lelang pengadaan Dalam e-
procurement sendini jadwal yanhg telah ditetapkan dengan batasan wakiu yang
telah ada seperti yang dapat dilihat pada lampiran Peraturan Walikota No 10
Tahun 2005 mengenal Pelaksanaan E-procurement. Sehingga panitna pengadaan
dapat menyusun jadwal berdasarkan alokast yang telah diatur di Peraturan
Walikota tersebut.

Proses prakualifikasi dam pascakualifikasi yang ada pada sistem e-
procurement Surabaya secara umum hamptr sama dengan pasal 15 pada Keppres
80/2003 ini, dimana prakualifikast merupakan proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha dan penvedia barang/jasa sebelum memasukkazn penawaran.
Sedangkan pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan

usaha dan penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran. Proses
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pengadaan ini seperti yang tercantum pada Peraturan Walikota 10/2005 in1 secara
keseluruhan tidak  bertentangan dengan pengertian  prakualifikasi  dan
pascakualifikasi yang termaktup pada Keppres 80/2003.

Sama halnva dengan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa untuk
pemasok barangjasa pemborongan dan jasa lain baik dengan prakualifikasi atau
pascakualifikasi seperti yang telah tercantum pada pasal 16 dan pasal 17. Pada
pasal 18 mengenai prosedur pemilihan penyedia jusa konsultasi baik dengan
prakualiftkasi atau pascakualifikasi semuanya sudah sesuai dan sama dengan apa
yang ada dalam Keppres 80/2003. Yang sedikit memjadi ketidakjelasan pada
sistem e-procurement di pemerintah Kota Surabaya adalah mengenai metode
evaluasi penawaran pada setiap peket pekerjaan. Dalam Keppres 80/2003
dijelaskan bahwa ada tiga macam evaluasi vaitu, evaluast sistem gugur,sistem
nilai{mernit point) dan sistem penilaian biava selam umur ekonomis. Keppres mni
hanya menjelaskan pengerian dan sistern tersebut tanpa menjelaskan peket
pekerjaan yang seperti apa yang perlu memakai evaluasi salah satu diatas.
Peraturan Walikota (/2005 juga tidak mengatur tentang hal tersebut. Akhimya
untuk penentuan evaluast tersebut diserahkan pada panitia pengadaan demgan
dasar jenis pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan Dan pengamatan
penuhs dan dant data wawancara yang telah dilakukan pada salah satu panitia
bahwa penentuan evaluast tersebut berdasarkan pada apakah jenis pekerjaan
tersebut khusus atau tudak khusus Khusus dalam hal ini adalah pekerjaan vang
membutuhkan keahiran vang tinggi. Masih pada bab I dalam Keppres 802003 im

Juga diatur mengenai sanggahan tentang pemilihan penyedia barang/jasa seperti
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yang diatur pada pasal 27. Pada pasal ini disebutkan bahwa peserta pemilthan
penyedia barang/jasa yané' merasa dirugikan, baik secara sendii maupun
bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada
pengguna barang/jasa apabila ditemukan beberapa bentuk kecurangan atau
penvimpangan. Bentuk penyimpangan atau kecurangan tersebut bisa berupa
penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur vang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, rekayasa teftentu sehingga
menghalangi terjadinya persaingan yang schat, penyalahgunaan wewenang oleh
panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya, adanya unsur
KKN di antara peserta pemilihan penvedia barang/jasa, adanya unsur KKN antara
peserta dengan anggota panitia/ pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang
berwenang Jainnya. Ketika peserta penyediaan barang/jasa tersebut menemukan
hal seperti diatas maka di boleh mengajukan surat sanggahan kepada pengguna
barang/jasa dalam hal ini pamitia yang bersangkutan dan pengguna barang/jasa
diwajibkan memberikan tanggapan sclambatnya lima hari setelah diterimanya
surat sanggahan tersebut.

Penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan tersebut apabila masih
tidak puas dengan jawaban tersebut masih diperbolehkan melayangkan sanggahan
kepada pejabat  diatas  pengguna  barangfasa  tersebut seperti
bupati/walikota/gubenur/menteri. Apabila dalam prosesnya memang dinyatakan
benar adanya penyimpangan seperti vang dituduhkan maka proses pemulihan

penvedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilthan ulang

161

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I : Penyajian dan Analisis Data

seperti vang dicantumkan pada pasal 28 selanjutnya, atau dilakukan pembatalan
kontrak.

Pada Keppres 80/2003 ini juga diatur mengenal pengadaan barang/jasa
melalui proses swakelola. Proscs ini dimaksudkan bahwa pemerintah dapat
melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa tanpa harus dibantu oleh penyedia
barang/jasa melalui lelang atau penunjukan Jangsung namun juga dapal
mengadakannya pengadaan barang/jasa sendini. Seperti yang dicantumkan pada
bab I} pasal 39 bahwa swakelola merupakan proses pelaksanaan pekerjaan yang
direncanakan, dikerjakan. dan diawasi sendiri untuk pengadaan barang/jasa.
Proses swakelola int dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa itu sendin dalam
hal ini pemerintah atau dinas, pemerintah lain. kelompok masyarakat atau
lembaga swadaya masyarakat. Bentuk pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa
pemerintah ini dalam pasal 39 disebutkan seperti pekerjaan yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah,
pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannva memerlukan partisipasi masyarakat
setempat. Kemudian pekerjaan tersebut dilihat dan seg besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh penvedia barang/jasa. Penyelenggaraan diklat,
kursus, penataran. seminar, lokakarya, atau penyuluhan. Pekerjaan khusus yang
bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian
laboratorium, pengembangan sistem tertcntu. dan penelitian oleh perguruan
tinggi/lembaga 1lmiah pemerintah,

Ketentuan Jain vang diatur dalam Keppres 80/ 2003 ini adalah mengenar

penggunaan produk dalam negen dan peran serta usaha kecil. Dijelaskan pada
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pasal 40 baliwa pemerintah yang mengadakan pengadaan barang/jasa
mengusahakan agar memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produkst
dalam negeri, memaksimatkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional, serta
memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaba kecil termasuk
koperasi kecil serta kelompok masyarakat. Ketentuan diatas tentunya ditujukan
agar pengadaan-pengadaan paket pekerjaan pemerintah mengutamakan produk
dalam negeri serta memaksimalkan peran serta usaha Kecil. Namun dalam
Keppres 80/2003 im juga tidak menutup kemungkinan adanya penyedia
pengadaan dari pihak asing. Pada pasal 42 dicantumkan bahwa peayedia dari
pihak asing atau keikutsenaan pihak asing dapat diikutkan jika paket pekerjaan
tersebut bemilai sesuai pada batasannya. Untuk jasa pemborongan di atas Rp 50
rnilyar, untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 10 milyar, untuk jasa konsultansi di
atas Rp 5 milyar. Namun ketika pihak asing tetap dapat mengikuti lelang
pengadaan pekerjaan, pihak asing tersebut tetap diharuskan untuk melaksanakan
pekerjaan dengan melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nastonal dalam
bentuk kemitraan, subkontrak, dan lainnya apabila ada perusahaan nasional vang
memiliki kemampuan i bidang vang bersangkutan.

Untuk pengadaan pekerjaan barang/jasa yang dilakukan pemenntah tetap
harus melibatkan dan mengikutsertakan usaha kecil atau koperasi. Dalam pasal 45
Keppres 80/2003 ini dijelaskan bahwa pemerintah dalam usahanya melakukan
pengadaan barang/iasa pemerintahan liarus imengarahkanmnya dan
mempertimbangkan keikutsertaan usaha kecit. Ini tentunya agar usaha kecil dapat

hersaing dan berkembang. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-
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procurement yang difakukan oleh pemerintah Kota Surabaya melaui internet
dimana semua perusahaan baik kecil, menengah, dan besar dapat mengaksesnya
dan mengikutinya tanpa harus dibatasi informasinya diperoleh data bahwa bayak
paket-paket pekerjaan vang dilelangkan dengan kualifikasi kecil yang akan
memberikan peluang lebih besar kepada perusahaan kecil untuk mengikuti dan
memenangkan lelang pengadaan. Selain itu perusahaan pemenang lelang
pengadaan paling banyak dari kelompok perusahaan kecil vang berdomisili di
Kota Surabaya seperti yang diperoleh dari evaluasi e-procurement yang ditakukan
pemerintah Kota Surabaya beberapa waktu lalu Selanjutya dalam cvatuasi
tersebut dijelaskan dengan lebih nnct bahwa kelompok perusahaan kecil dengan
klasiftkasi modal antara 0-600 juta memenangkan berbagai paket pekerjaan yang
dilelangkan pemerintah Kota Surabaya sebanvak 471 paket pekenjaan dan seluruh
paket pekerjaan vang berjumlah 661 pekerjaan selama tahun 2004. Sedangkan
untuk kelompok perusahaan menengah dengan kiasifikasi modal antara 600 juta —
Imilyar memenangkan paket pekerjaan sebanyak 142 paket pekerjaan. Dan
sisanya dimenangkan oleh perusahan-perusahaan vang memuliki medal besar.
Dait penjelasan diatas mengenai peran usaha kecil dalam penpadaan barang/jasa
pemenntahan seperti yang diatur dalam pasal 45 Keppres 80G/2003, pemerintah
Kota Surabaya melaiui e-procurement dalam hal ini cukup memberi peluang bagi
usaha kecil dam menengah untuk mengikuti dan memcnangkan lelang paket
pekerjaan vang ditawarkan.

Dari beberapa penjelasan diatas yang perlu dicermati adalab untuk

mengenai hal-hal yang terkait sccara tehnis proses pengadaan barang/jasa
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pemerintah Kota Surabaya memang bisa dikatakan sudah dilaksanakan sesua
dengan prosedur yang tercantum pada keppres no 80/2003. Ini bisa dilihat mulai
dari syarat-syarat penyedia barang/jasa vang telah ditetapkan dalam Keppres
80/2003 dicantumkan dengan jelas pada portal e-procurement pada setiap paket
pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian dan jadwal vang telah panitia pengadaan
tentukan, dalam portal e-procurement hal tersebut dengan jelas ditampilkan mulai
dan alokasf pengumuman, penjelasan pekerjaan sampai batasan alokasi waktu
untuk pengumuman pemenang dan penenman kontrak sesuai dengan paket apakah
paket pekerjaan tersebur prakualifikas iatau pascakualifikasi Waktu proses
pengadaan barang/jasa tersebut berlangsung kurang lebih empat puluh sampai
enam puluh hari. Kemudian dalam hal informasi lainnya mengenai lelang seperti
pengumuman penyedia barang/jasa yang lolos prakualifikasi beseria alasan bagi
penyedia vang tidak lolos prakualifikasi semua dicantuinkan pada portal e-
procurement sampai pada pengumuman pemenang itu dapat diakses oleh seluruh
lapisan masyarakat, Selanjutnya mengenai peran serta dan keikutsertaan usaha
kecil yang cukup pada proses penpadaan barng/jasa melelui e-procurement.
Dalam hal tersebut diatas memang e-procurement berjalan sudah sesua dengan
Keppres 80/2003.

Namun untek permasalahan vang tidak menyangkut tehnis seperti diatas
pelaksanaan e-procurement masih belum bisa mengimplikasikan makna dan
Keppres 80/2003. permasalahar ini menyangkut bagaimana menjalankan
pengadaan barang/jasa ini tanpa adanya kecurangan, kolusi, dan korupsi vang

sermmg terjadi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintahan. Permasalahan ini
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justru yang menjadi target atau makna utama bagi Keppres 80/2003 mi dimana
proses pengadaan barang/jasa 1ni transparan, bersih, dan akuntabel. Masih banyak
praktek-praktek tersebut yang terjadi, mulat dan kesepakatan terselubung antara
panttia dan rekanan untuk mengatur lefang, perekayasaan data, dan dokumentasi
lelang sampai terbentuknya simbiosis lelang antara rekanan dan panitia yang
tentunya menguntungkan golongan dan pribadi. Dengan demikian e-procurement
yvang dijalankan pemerintah Kota Surabaya dalam proses secara tehnis telah
mengimplikasikan aturan yang ada dalam Keppres 80/2003 namun ada beberapa
hal mengenai penyelanggaraan pengadaan yang masth terjadi kecurangan dan
kolusi didalamnya sehingga dalam hal in1 belum mengimplementasikan Keppres

Nomor &0 Tahun 2003 dengan baik.
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BAB IV

INTERPRETASI DATA

4.1. E-procurement bagian dari e-government

Pada pembahasan ini penulis menganalisis lebih dalam tentang temuan
atau hasil lapangan yang telah ditemukan. Analisis dan temuan data tersebut coba
dikaitkan dengan kerangka konseptual atau kerangka teoni vang telah disusun
pada awal penulisan. Dalan hal ini e-procurement yang pada dasarnya merupakan
bagian dari e-government sebagai bentuk sebuah pelayanan publik, dituntut untuk
dapat selalu sebagai sarana pelayanan yang sederhana, tidak rumt, dan mudah.
Kemudian sebagai sarana yang memiliki tujuan akan keterbukaan informasi yang
tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, sebuah sarana yang akan dapat menghemat
wakiu, mencapai sasaran pada-seluruh masyarakat secara terbuka dan umum,
sebagai bentuk pelayanan omfine yang menghemat biaya dengan memadukan
keuntungan yang diperoleh, pemangkas struktur birokrasi vang ada, dan yang
terakhir adalah sarana peningkatan interaksi antara pemerintah, pasar/bisnis, dan
masyarakat. Kesemuanva tersebut akan dicoba dibahas satu persatu pada
subpembahasan berikat,

4.1.1. Pelayanan vang mudah dan tidak rumit

Salah satu fumgsi dan keumtungan menggunakan tcknologi informasi
dalam proses pemerintahan dalam hal ini e-government adalah bentuk pelayanan
vang ada akan semakin mudah. Rogers Okut Uma dan Larry Caffrey memaknai e-

governmen! adalah scbuah sebaga sarana yang merupakan scbuah proses dan
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struktur dalam pelayanan electronik oleh pemerintah guna memberikan
kemudahan dalam melayani publik.*

Kemudahan yang dimaksudkan diatas dapat berupa kemudahan dalam
mengakses seluruh informasi vang ada pada proses pengadaan barang dan jasa
dan kemudahan dalam menggunakan portal e-pracurement sendin. Dalam
menggunakan portal e-procuremenr untuk mengetahwt informasi lelang dan
mengikutt lefang dikatakan cukup mudah. Hal ini di sebabkan semua informast
dan alur pka ingin mengikuti lefang ada didalam portal e-procurement sehingga
masyarakat vang ingin mengikute pangadaan barang dan jasa pemenatah
Surabava dengan mudah melakukannya.

(Berdasarkan nformasi dari Herlambang:”. . masyarakar dapai.e. gampang
melihat ataw mengakses segata infarmasi mengenai lefang.. " him 116)

Selain itu bentuk kemudahan yang muncul dengan adanya lavanan e-
procurement ini adalah kemudahan bagi masyarakat dalam hal mi rekanan untuk
mengikuti  paket-paket pekerjaan vang ditawarkan. Paket pekepaan yang
ditawarkan oleh pemerintah Kota Surabava tentunya begitu banvak. schingga
rekantan begtu wudah untuk mengkuti semua lelang yang ditawarkan oleh
pemenntah Surabava dalam portal e-procuremenr. Kemudahan lainnva adalah
proses dalam pengadaan barang/asa, para rekanan yang mgin mengikuti lelang
paket pekerjaan mudah sekali meiihat paket vang ditawarkan dalam portal o-
pProcurement kemudian unmuk penawaran terhadap paket vang dunginkan para
rekanan dapat melakukan penawaran atau memasukkan penawarannya melahu

portal e-procurement walaupur nantinya disertai dengan hard copy penawaran.

“*Budi Harjdono, e-governmenr.antara konscp.iantangan dan harapan. htip-/igerbany jabar yoid /
kabkarawang/index php?index=154&idartikel=2 diakses pada tanggal 14 september 2003
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Sehingga para rekanan cukup melakukannya lewat intemet guna melihat dan
melakukan penawaran terhadap paket pekegaan yang ditawarkan dan in1 tentunya
akan memudahkan bagi para rekanan.

{Berdasarkan informasi dari Supaydi:"tha dengan adanya eproc ini daftar lima

paket ftu bukan satu masalah. tinggal klik buka menunva. habis itu kita pifih

pekerjaan yang kita ingini.”, Kusyanto:yang jelas prosesnya lebih simpel

mas..kita tinggal lihat kemudian kita siapkan file kita dan kita larim lewat
internet.” hal 117).

Hasil pengamatan penulis sendini ierhadap portal e-procurement yang
dikeloia oleh pemenntah Kota Surabaya, memang semua menu yang dibutuhkan
oleh masvarakat telah ditampilkan. Mulai dan paket apa yang ditawarkan sampai
pada bagaimana proses penawarannya, semua tercantum dan memudahkan bagi
kita untuk mengakses informasi tentang pelelangan yang ada. Darn keterangan
diatas dapat dilihat bahwa pencrapan e-precurement oich pemerintah Kota
Surabaya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk pelayanan
vang rmudah dan tidak rumit cukup efisien. Hal im didasarkan pada informasi dan
pengamatan yang telah diperoleh penulis dilapangan.

4.1.2. Penyediaan informasi yang tidak dibatasi waktu dan ruang

Sebagai sebuah pelayanan publik yang berbasis pada teknolog mformast,
e-government dalam hal ini e-procurement harus dapat membenkan sebuah
informasi dalam pemerintzhan yang tentunya dapat diketahui oleh seluruh lapisan
masvarakat tanpa harus terbatasi oleh jarak serta waktu. Pelayanan e-government
pada sntinya mermliki point yang harus dikedepankan. Salah satunya adalah -
governmen! sebagal pembentukan janingan informasi dan wansaksi pelayanan

publik vang merniltki kualitas dan tingkup yaig dapat memuaskan masyarakat
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luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak
dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh inasyarakat 7

Penerapan sistem tender terhadap pengadaan barang/jasa di lingkungan
pemerintah Kota Surabaya melalii e-precurement hampir berjalan sekitar tiga
tahunan. Dalam sistem e-procurement ini semua informasi yang menyangkat
tender pengadaan barangfjasa diatas 50 juta telah ditamptikan dengan cukup
lengkap. Masyarakat dalam hal ini para rekanan yang berminat terhadap paket
pekerjaan vang ditawarkan cukup dengan mudah mendapat informasinya sctiap
saat tanpa harus datang sendiri ke dinas-dinas yang mengadakan pengadaan
barang/jasa. Dengan adanya sistem yang berbasis internet tersebut semua
informasi yang menyangkut paket pekcrjaan yang ditawarkan, syarat pekerjaan,
pengumuman pemenang semua sudah ter-upload dengan rinci dalam portal e-
procuremem.

(berdasarkan informasi dari Kusyanto:"...karena semua informasinya ada di
proc™ ; Herlambang: . karena eproc itu terbuka karena pake mternet akhirma
semua injormasi ada disiru..”: hal 119)

Selain ketersediaan informasi yang tidak terbatasi oleh waktu. e-
procurement sebagai salab satu produk dan e-govemmenr memungkinkan
melakukan pelayanannya tanpa harus lagi terkckang oleh ruang schingga
pergerakan informasi tidak hanya berpuiar pada sckeliling ruang aparatur negara
narnun sudah dapat bisa berputar pada lingkaran yang jauh dar ruang aparatur.
Kondisi ini dapat diartikan bahwa informasi idealnya dapat diketahui oleh sehuruh

lapisan masyarakat baik itu berjarak dekat atau jauh. Kenyataan mt memang jauh

%! tndrajit Richardus Eko Electromic Government, Andi press, Yogvakaria 2002, hal 37
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berbeda dengan sebelum munculnya e-procurement dimana semua informasi
lelang pengadaan barang/jasa pemerntahan di Kota Surabaya hanya ditampilkan
pada beberapa media massa seperti koran dan radio dan ini yang bisa dibilang
sangat sempit sekali ruang publikasi dan informasi mengingat hanya bebapa hari
dan hitungan menit saja informasi tersebut di ditunjukkan. [ berbeda ketika
muncul e-procurement dimana semua informasi lelang ditampilkan dengan
jengkap setiap waktu. Sehingga dari sistem tersebut kelebihannya dtharapkan
dapat memberikan sistem kontol vyang kuat terhadap pelaksanaan lelang
pengadaan barang/jasa di lingkungan Kota Surabaya. ANAQO menyebutkan bahwa
instansi pemerintah dalam pengelolahan pelayanan onfine dalam aplikasi e-
goversment tentunya harus dapat meliputi penyediaan proses yang lebih mudah
untuk diakses pubhik termasuk bagi komunitas regional dan pedalaman guna
pemberian informasi, keakuratan informasi, dan memungkinkan akses yang lebih
hias.”® Pemberian informasi dan akses yang luas dapat juga diartikan bahwa
semua informasi yang dikelola oleh instansi pemerintah tidak iagi terbentur
dengan sekat-sekat birokrasi yang ada. Akses informasi idelnya harus bergulir dan
menyebar kesemua aral sehingga nantinya arus pembenian infonmasi tidak hanya
diketabui oleh beberapa kalangan masyarakat saja namun informasi telah bergulir
dengan lepas keseluruh lapisan masyarakat tanpa adanya tembok birokrasi yang
menghalang.

Prinsip diatas sebenamya hampir sama dengan portal e-procurement yang

dikelola oleh pemerintah Kota Surabava. Didalam e-procurement informasi

SMeasuring the Efficiency amd Fffectiveness of F-goverameni. www anac gon aw WebSie ns(f
diakses tanggal 4 Oktober 2005
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mengenai lelang pengadaan barang/jasa semuanya telah ditampilkan dengan
harapan semua kalangan masyarakat dapat melikat dimana pun dia berada karena
informasi tersebut telah ter-onfine —kan sehingga diharapkan informasi yang ada
tidak lagi dikuasai oleh beberapa golongan baik dalam aparat maupun masyarakat
tertentu. Kondisi ini yang menuru¢ beberapa informan akan menekan bentuk
perputaran informasi tentang lelang pengadaan barang/jasa yang hanya diketahu
oleh orang-orang dekat atau lapisan tertentu. Schingga e-procurement i akan
memberikan kesempatan vang sama terhadap semua masyarakat yang mgin
mengikuti lelang paket pekerjaan yang telah ditawarkan.

(berdasarkan informasi Supaydi:”..rekanan itu tidak wau pekerjaan yang ada di
pemkot kecuali orang yang punya hubungan dekat..”, Kusyanto.”..sckarang ngak
bisa seperti itu semua sekarang punya kesempatan yang sama..”: hal 118 dan
" ANAQO dalam kajiannya juga menambahkan bahwa Instansi pengelola
aplikasi e-govermment ini dituntut untuk mempertimbangkan keuptungan dar
publik yaitu apakah lebih mudah, lebil efisien terhadap akses inforinasi dan
layanan pemerintah. Selain itu juga memungkinkan akses informasi dan
pelavanan yang sebelumnya fidak dapat diakses." Informasi mengenai letang
pengadaan barang/jasa di pemerintah Kota Surabaya yang telah ada dalam portal
e-procurement sebenarnya diakui merupakan sebuah loncatan tersendin bagi
pemkot guna memperikan pelayanan informasi dalam hal pengadaan barang/jasa
pemenntahan. Dari pengamatan penulis, banyak informasi-informasi di dalam

portal e-procurement yang memang dulunva sangat sulit untuk diketahut namun

sekarang banyak informasi paket pekerjaan yang dengan mudan kita ketahus,

ket Op.cit.

172

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB [V : Interpretasi Data

Mulai dari informasi bentuk paket pekerjaan, siapa pemenangnya sampal pada
klastfikasi apa vang membuat dia menang semua dihadirkan di e-procurement.
Dari hasil paparan yang telah dikemukan diatas, dimana disebutkan baliwa
sistem e-procurement yvang dijalankan pemerintah Kota Surabaya menciptakan
sehuah bentuk pelayanan mengena informasi lelang pengadaan barang/asa
melalui media internet yang lengkap sehingga masyarakat luas dalam hal 1w dapat
mengaksesnya tanpa harus terbentur oleh batasan waktu dan batasan jarak atau
ruang. Dengan demikian penulis menganggap bahwa sistem e-procurement yang
dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya cukup efisien dalam penyediaan
informasi lelang penpadaan barang/jasa tanpa lagi dibatast waktu dan ruang.

4.1.3. Pelavanan yang menghemat waktu

Sebagai bentuk lavanan yang berbasis kepada teknologi informasi sudah
barang tentu e-government dim}ltut untuk lebih bisa cepat dalam hal pelayanan
sehingga akan mempersingkat wakiu dan menghemat wakty pelayanan vang
biasanya cenderung lama dikarenakan menggunakan teknologi manuwal  f-
governmen! scbagai bagian dalam pelayanan publik dituntut untuk mengubah
fenomena “citizens inline” menjadi “citizens onfine” dalam arti kata bahwa dahulu
masyarakat harus menganini dan menunggu Jama untul: mendapatkan pclayanan
maka seteiah adanya e-government vang bersangkutan tidak harus menunggu
lama dan membayar mahal untuk mendapatkan pelayanan karena semua

dilakukan secara onfine melahui internet.

™ Indrajit,Richardus Eko Electronic Government Andi press,Yopyakarta 2002 hal 37
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Iisprocurement sebagai bagian dani e-government cudah cukup dapat
dikatakan menjadikan proses lelang pengadaan barangfjasa pemenntahan
menghemat wakui. Sebelum menggunakan e-procurement banyak kalangan yang
menyebutkan jika proses pelelangan sangat membutuhkan waktu vang pamjang
sehingga banyak pekerjaan vang ada justru menumpuk dan bergeser dari jadwal
yvang telah ditentukan. Melalut e-procurement bagi rekanan yang mengadi
informan pada penelitian kali mi menganggapnya cukup cepat dan menghcmat

waktu.

(berdasarkan informasi Kusvanto: 7. kalo sekarangkan eproc pafing lama paling
dua tiga minggu harus pemasukan penawaron jadi mungkin untuk permasalahan
wakiu va cepet juga sih eproc.”. Supaydi " .sekarang pengumuman paket
pekerjaan sekitar dua minggu kita ngirimnva lewat internet. udah jadi memang
sedikit ngirit waktu..”", hal 120)

Sekretariat e-procurement dan panitia lelang sendin merasakan babwa
dengan memanfaatkan teknologi seperti yang dilakukan dalam e-procurement
tclah dapat menghemat waktu dimana semua pekertaan pengadaan barang/jasa
dilingkungan pemerintat Kota Surabaya diben batasan waktu disetap langkah
lelang pengadaan bamang/jasa dan dimungkinkan jadwal tersebut terkontrol

sehingga batas waktu penyelesaian pelelangan barang/jasa tidak lagi molor atan

berlarat-larut.

(berdasarkan infornasi Herlambang:” i lebih cepat kurang lebth ki gou salah va
20 haran prosesnya, nah sebenamva cepat bisa dipercepar.”, Basukl - ", wix ano
pakeme jadi ‘gak atek telwi-telatan’.” Chal 119 dan 121

Dart penjelasan diatas dapat diketahui babwa sistem e-procurement

memang dirasakan cukup bisa menghemat waktu baik dani segi pelayanan yang

dirasakan oleh pengguna dalam hal ini rekanan maupun dart panitia sendini vang
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bisa mempersingkat kerja dibandingkan sebelum memaka sistem  e-
procurement.
4.1.4. Penghemat bizya dengan memadukan keuntungan yang diperoieh

Penghematan biaya dalam penyelenggaran pemerintahan memang sangat
dipertukan dan menjadi salah satu prioritas tertentu bagi instansi pemerntahan
khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti lndonesia.
Pengaturan keuangan dalam menjalankan fingsi pemerintahan sangat diperlukan
mengingat dalam setiap penyelenggaraan negara, masalah anggaran menjadi
sebuah permasalahan tcrsendini dan diperiukan adanya sebuah mekanisme
pengaturan anggaran yang baik sehingga nantinya akan menguntungkan negara
dan masyarakat luas. Apabila sebaliknya negara dalam penyelenggarannya tidak
bisa mengatur anggaran dengan baik maka yang terjadi negara yang dirugikan dan
masyarakat yang menjadi korban.

Pelaksanaan program e-procurement sebagal salah satu penyelenggaraan
pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Surabaya
sejak tahun 2003 sampai sekarang, berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis
disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemeriniah Kota Surabaya melalui e-
procurement telah menckan rata-rata 20 persen lebih pertahun dan anggaran yang
telah ditentukan (}ihat table 3.1). Selanjutnya disebutkan bahwa pada tahun 2004
kctika e-procurement memasuki setahun pertamanya penghematan vang muncul
dan pengadaan barang/jasa adalah sebesar 25 persen. Angka 1ni dilutung
berdasarkan prosentase sisa anggaran dengan anggaran yang telah ditentukan

sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2005 pemerintah Kota Surabaya melalui e-
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procurement ini telah menekan anggaran 20 persen dan pagu anggaran pengadan
barang/tasa yang dianggarkan.

Penghematan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya melalui e-
procurement seperti dijelaskan diatas memang cukup signifikan mengingat
besarnya jumlah anggaran vang telah disisakan. Jumlah anggaran pada tahun 2003
vang disisakan sekitar Rp 25.6 milyar dan pada tahun 2004 dan 2005 berurutan
menyisakan anggaran sebesar Rp 66,6 milyar dan Rp 76 mulyar. Sisa anggaran
sebanvak itu berasal dari besarnva anggaran vang telah ditetapkan dari setiap
paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dikurangi dengan hasit kontrak dengan
rekanan vang mengerjakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang
ditawarkan melalui e-procurement. Nilai tersebut notabene merupakan nilai yang
tidak sedskat bagi pemerintah Kota Surabaya.

Selain dan data tertulis vang diperoieh, penulis juga mendapatkan
informasi dan beberapa informan yang menvatakan bahwa setelah pemerintah
Kota Surabaya menvelenggarakan e-procurement dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang diperoleh salah satunya keuntungannya adalah adanya
pengihematan ¢ana anggaran.

{(berdasarkan informas: Herlambang:™.. bonyak sckali keuntungan sehenernya
pake eprocjadi mimmal e penghematan anggaran ya...”, Agus Imam:” kalo
setelah adanya eproc tahun 2003 kita bisa irit 15 persen dan tohun 2004 dan
2005 sekitar 20-23 persen..”: hal 122)

Besarmva dana anggaran vang berhasil disisakan atau dihemat dalam pengadaan
barang/jasa tersebut sebenarnva berasal dari sebuah mekanisme pelelangan vang
cukup kompetitf terhadap paket peketjaan yang ditawarkan. Dalam pelefangan

melaini e-procuremeni semua paket pekerjaan vang ditawarkan dapat dilibat oleh
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semua kalangan masyarakat sehingga begitu banyak kesempatan setiap orang atau
perusahaan mengikutinya. Paket pekerjaan yang ditawarkan dalam e-procurement
didalamnya telah ditentukan berbagai persyaratan dan spesifikasi dari masing-
masing pekerjaan. Dengan demikian rekanan yang ingin mengkutinya dapta
memperkirakan berapa besar penawaran vang akan dia munculkan. Dengan begitu
banyaknya pepawar vang melakukan penawaran terhadap paket pekerjaan
pengadaan barang/jasa tersebut maka akan semakin banyak variasi besar kecilnya
penawaran. Dari penawaran tersebut banyak sekali rekanan vang menawar lebih
kecil dibandingkan paguyang ditentukan oleh instansi/panitia pengadaan
barang/jasa yany ada di dinas-dinas. Besarnya penawaran tersebut bisa sampai 60
sampai 50 persen dari pagu anggaran. Dart kondisi tersebut diatas dimana terdapat
banyaknya variasi harga penawaran vang muncul maka akan mengakibatkan
bergesemya anggaran yang telah ditentukan dao hal inilah yang menjadi penyebab
munculnya sisa anggaran yang begitu besar karena adanya kompetisi atas harga
terhadap pekeriaaan pengadaan barang/jasa di pemerintah Kota Surabaya.

{berdasarkan iformasi Kusyanto:”. .sekarang ada yang berani nawar sampai 60-

50 persen._dari anggaran yang mereka tawarkan.seunpamanya anggaran [0
Jula ada yang berani nawar sampai 50 juta. jadi harganva bener-hener fihgt dan
kompetitif banget.. ”, Agus lhmam;”. penghematan anggaran ini dicapar karena
harga sangat kompetitif otometis harganvakan jadi bersaing. schinnga harga
akan jauh dari pagu anggaran. jadi yang menang nantinya adalah vang harganva
Jjauh dart pagu.kan otomatis ada sisa anggarankan..” Basuki: . Ya memang
seperti . karena bersaing tadi. bersaingnya wapi sehat. kan semua pingin

menang..bisa saja kurang dari 56 persen..” | hal 124-125)
Keppres 8072003 vyang mengatur tentang pengadaan barang/jasa
pemerintahan pada bab | yang didalamnya mengato mengenai maksud dan

tujuan, disebutkan bahwa salah satu capaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa

177

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 1V : Interpreitasi Data

pemerintahan adalah pengadaan barangfjasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertangeungjawabkan.
Dari rincian Keppres 80/2003 tersebut bisa diartikan bahwa penpadaan
barang/jasa melalui e-procurement yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota
Surabaya dianggap dapat mencakup aturan tersebut mengingat e-procurement
vang dilakukan pemerintah Kota Surabaya mulai awal dan sampai saat ini dapat
menyisakan atau menghemﬂ anggaran dana yang cukup besar.

Dengan terjadinya sebuah kompetisi harga terhadap penawaran pada tiap
paket pekerjaan yang ditawarkan kecenderungan yang sering muncul adalah
bagaimana para rekanan sebisa mungkin menawar paket pekerjaan tersebut
dengan harga yang murah dan dengan nilai yang paling rendah. Koadisi ini
ditemukan di lapangan mengingat begitu ketatnya persaingan antara rekanan
untuk memenangkan paket pekerjaan tersebut. Para rekanan tentunva dalam hal
ini akan sclalu berusaha memasukkan penawarannya dengan nilai rendah dan
saling memberikan nilai tawaran yang lebih rendah terhadap penawaran lainnya.
Kecenderungan i yang kemudian menyebabkan terjadinya perang bharga dimana
para peitawar dalam hal ini berusaha memberikan nilai penawaran yang rendah
dibandingkan nilai penawaran lainnya sampat pada titik tertentu.

(berdasarkan irformasi Supaydi: ".. penawaran serendah mungkin..supava orang
vang lain itu kalah. sehingga yang terjadi adalah perang harga.. " hal 126)

Kecenderungan adanya persaingan harga besar kemungkinan yang terjadi
adalah para rekanan yang menawar paket pekerjaan tersebut mencoba untuk

berusaha menghemat atau meminimalisir perhitungan terhadap paket pekeriaan
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pengadaan barang/jasa. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk
memenangkan pelelangan paket pekerjaan di pemerintah Kota Surabaya.
Walaupun untuk penentuan pemenang sendiri bukan pada rendahnya penawaran
namun rendahnya penawaran menjadi point tersendin untuk bisa memenangkan
peket pengadaan barang/iasa. Sehingga ketika rekanan berusaha menghemat
dengan meminimalisir setiap item dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa
keshungkinan vang terjadi adalah barang/jasa tersebut patut dipertanvakan
mengenai standart dan kuahtasnyva.

{berdasarkan informasi Supaydi: ".vang terjudi adaluh mereka (para rekanan)

akan menghemai  besar-besaran.” [V.schingga  apa yang  tenadi wdalah
bangunan itu tidak memeradhi siandart.; hat 127)

Panitia pengadaan barangfjasa dalam hal ini berusaha menjalankan atauran yang
ada dalam pelelangan barang/jasa pemerintahan. Menurut paniia, proscs
pengadaan barangfjasa vang ‘ada di lingkunpan pemenntah Kota Surabayva
sehenamya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yvang ada. Uniuk standart dan
kualitas dari barang/jasa sebenarmya sudah tercantum dalam Rencana Kenja dan
Syarat dimana didalamnya dicantumkan apa saja vang harus dikerjakan dan
spesifikasi terhadap paket peherjaan vang ditawarkan. Yang menjadi pemenang
datam pelelangan tersebut adalah harga yang terendah dan memenuh: stundan
vang ada dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang scsuai dengan setiap
pekerjaan vang ditawarkan.

(berdasarkan  informasi  Basuki  7_imtimva  vang  lerendab trus  buatuan
indornesia. jadi pake produk buatan dalam negeri nitsrvg dikeppresava seperti

it L it tidak terjadi karena kita sudah memiliki standard sepertt yang
sercanium datam RKS vang ada..” hal 129-131)
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Prosedur vang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa memang teiah sesual
denganaturan yang ada dalam hal ini Keppres 80/2003. Yang ditemukan dalam
lapangan menwnjukan bahwa memang ada prosedur dalam RKS ditiap paket
pekerjaan yang ditawarkan dan juga ada syarat administrasi yang harus dilengkap
oleh seturuh rekanan. namun vang menjadi acuan untuk menjadi pemenang adalah
yang berhasil menawar harga paling rendah. Karena parameter utama dalam
penentuan pemenang adalah harga yang terendah.

{berdasarkan informasi Karyanto:”.mendaparkan harga yang murah dengan
spesifikasinya da bisa menang”  Supaydl” kareny paramefernya  cumanl
harga. jadi siapa harganya vang paling rendah it yang menang.. sclama ini
yang banyak terjadi adalah. .e..yang rendah artinya yang menang..” hal 129)

Seperti yang sudah disinggung diatas munculnya kecenderungan
penghematan besar-besaran yang dilakukan oleh rekanan dalam setiap peket
pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Surabava mengingat begitu
kompetitifaya nilai penawaran terhadap paket pekerjaan pengadaan barang/jasa
vang ditawarkan, sehingga hal ini akar mengakibatkan besar Kemungkinan
menurunnya kualitas dari barang/jasa yvang dikerjakan.

(berdasarkan informasi Supaydi:”..dan ifu terjadi disemua kontrakior bangunan
fisik dan pengadaan barang lainnva. Sehingga apa vang terjadi adalah bangunan
ity kurang memenuhi standar: 7 hal 131)

Penggunaan e-government yang didasarkan pada penguasaan teknologt
infortnasi dalam hal ini peilayanan e-procurement yang dilakukan oleh pemenntah
Kota Surabava harus dikaitkan dengan pengheinatan anggaran vang nantinya akan
dipadukan dengan keuntungan yang ada. apakah hal tersebut akan membantu

bentuk peclayanan kepada publik atau malah sebaliknya merugikan pubkik secara

umum. Para ahli vang tergabung dalam ANAO mendesknipsikan bahwa perlu
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adanya penghitungan terhadap pelaksanaan e-govermment. Im berkaitan dengan
seberapa  jauh instansi pemerimah dapat mengestimasikan biaya dap
pembangunan dan pembenahan kembali aplikasi e-government. Estimast biaya ini
termasuk pada perhitungan pembiayaan pemeliharaan onfine service sampai pada
penghitungan pembiayaan sistem manajerial dari pengelola aplikasi tersebut. Hal
ini yang nantinya akan dipadukan dengan keuntungan yang didapat dan apakah ini

' Dari penjelasan

cukup efisien dan efektif terhadap pelayanan pemerintahan.”
tersebut dan dengan temuan yang ada dilapangan dapat dilthat bahwa penerapan
e-procuremeni ini seharusnya dapat memperhitungkan keuntungan yang akan
diperoleh masyarakat. Pengadaan barang/jasa pemerintahan merupakan salah satu
tugas instansi pemerintah guna memberikan dan memperbaiki sarana publik
sebapi bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tentunya yang harus
diperhatikan adalah seberapa besar masyarakat tersebut memperoleh
keuntungannya. Dalam Keppres 8072003 sendin sudah ditunjukkan bahwa
pekerjaaan yang dilelangkan harus sesuai dengan kebutuban yang telah ditetapkan
dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan.

Datam pelaksanaan e-procurement ini kecenderungan yang muncul adalah
kurang diperhattkannya keuntungan vang akan diperoich oleh masyarakat. Im
didasarkan dengan kuahtas barangfjasa yang dikerjakan. Pemenintah Surabaya
hanya terfokus pada bagaimana pekerjaan vang dilaksanakan dapatl menyisakan

anggaran vang begitu besar namun kurang memperhatikan kualitas pekerjaaan

Measuring the Iifficiency and Effectivencess of F-government, www_anao. gov. aw WebSite ns
diakses tanggal 4 Oktober 2005
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barang/jasa tersebut yang notabene pengadaan pekerjaan tersebut akan kembali
pada masyarakat sendin. Kecenderungan tanpa mempertimbangkan kualitas
barang/jasa yang dipilih tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa data yang
diperoleh oleh penulis mengenai kecenderungan instansi dalam pemenntah untuk
mengadakan paket pekerjaan yang sama dengan kurun waktu dekat. Salah satu
dari data yang terdapal dalam portal eprocurement salah satu bagian dalam
pemerintah Kota Surabaya yaitu bagian perlengkapan yang mengadakan lelang
pengadaan barang vaitu seperangkat komputer dengan spesifikas yang sama dan
pada jarak waktu vang refatif dekat. Pada saat e-proc putaran 1 di buian maret
2005 disebutkan bagian perlengkapan mengadakan pengadaan komputer pentiumn
IV sebanyak 163 buah dan pada saat e-proc putaran 111 di bulan mei 2006 instansi
ini juga mengadakan pengadaan vang sama dengan jumlah sama dengan jarak
pengadaan kurang dari setabur. Dari fakta tersebut maka dapat diketahw bahwa
pengadaan vang dilakukan kurang memperhitungkan kualitas barang yang
dilelangkan ini dibuktikan dengan munculnya pemesanan ulang dalam waktu
yang relatif singkat dengan spesifikasi sama dan jumlah yang sama pula padahal
untuk barang seperti komputer tersebur diatas idealnya dapat bertahan lebih lama.

Dan beberapa pemahaman tentang penghematan biaya yang dipadukan
dengan keuntungan yang diperolch dapat diketahui bahwa pemernintah Kota
Surabava melalui e-procurement ini patut diakui berhasil dalam menekan
anggaran atau melakukan penghematan sampai kisaran sebesar 20-25 persen
setiap tahunnya dan ini dinilai cukup efektif guna menghemat anggaran. Nanun

yang juga diperhatikan bahwa masih adanya bentuk penurunan terhadap kualitas
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barang/jasa yang dikerjakan mengingat sebenarnya pengadaan barang/jasa
pemerintahan tersebut pada akhirnya akan juga kembali kepada masyarakat atau
publik Surabaya, Sehingga e-procurement ini scbenarnya masih betum efekuf
dalam hat pengadaan barang/jasa pemerintahan yang memiliki kualitas yang layak
dan memberikan manfaat dan keuntungan lebih bagi masyarakat secara tuas.
4.1.5. Pemangkasan Birokrasi

Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat memang sering kali ditdeatkan
harus dapat melayani masyarakat dengan pelayanan yang mudah, tidak rumit dan,
barang tentu tidak merepotkan. Namun kondisi tersebut sering kali atau bahwa
sudah menjadi budaya birokrasi pemenntahan bentuk pelayanan kepada
masyarakat selalu diliputi dengan kerumitan dan terlalu banyak birokrasi yang
harus dilewati. &-government sebagai sebuah bentuk baru terhadap pelayanan
publik diharapkan dapat mentampatkan bentuk pelayanan yang semula harus
diurusi oleh banyak birokasi menjadi model pelayanan yang iebih mudah tanpa
lapi berurusan dengan tingkatan struktur birokrasi yang panjang. Sebuah era akan
bentuk struktur birokrasi pemerintahan vang besar akan mulai runtuh sejak
diper gunakan teknologi mformasi atau dalam hal ini e-government. Sebab dengan
adanvya penggunuan teknologi informasi akan memberikan pengaruh dan dampak
yang cukup besar bagi birokrasi yaitu dengan terjadinya penyempitan struktur dan
ukuran birokrasi serta membertkan fungsi yang besar.”

Bentuk pelelangan pengadaan barang/jasa yang dijalankan oleh

pemerintah Kota Surabaya sebelumnya menggunakan sisitem manual dimana

7 Turnip Kaiman. Birokrasi Masa Depan dengan Penggunaan Teknolog informast. Jurnal
Kebijakan dan Administrast Publik. volume 7. no {:Mei 2003. Program Pasca Sarjana. UGM hal
72
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selurub proses pengumuman paket pekerjaarn, pendaftaran, anwising, sampal pada
pengumuman pemenang lelang dilakukan di dinas masing-masing dan kondisi ini
sudah barang tentu memerlukan cukup banyak pegawai dalam menjalankannya.
Bentuk e¢-procurement yang merupakan bagian dari e-govermmen! dengan
memanfaatkan teknologi informasi memang diarahkan untuk semua informasi
tentang lelang yang meliputi pengumumaan, pendaftaran dan informasi lainnya
dikerjakan oleeh secretariat e-procurement yang mengurusi portal e-proctrcment.
Pekerjaan panitia tetap pada penseleksian rekanan dan yang memutuskan rekanan
mana yang berhak mengerjakan paket yang ditawarkan.

Jumlah personet yang digunakan dalam proses lelang pengadaan
barang/jasa melalui e-procurement sendin untuk sekretaniat e-procurement
tercatat scbanyak sebelas orang. Untuk dinas masing-masing diperkirakan akan
mengalami penurunan jumlah ‘personel mengingat banyak pekerjaan-pekerjaan
vang dulunya dilakukan oleh panitia sekarang dikerjakan secara electronik.
(berdasarkan informasi Agus lmam:”..kalo di sekretariat e-proc sendini cuman 11

orang..mungkin di dinas yang dulunya banyak jadi berkurang karenakan. .banyak
hal yang terbanitu secara ofomatik..” *hal 134)

Informasi lain vang didapatkan penulis menyebutan bahwa yang berubah dan
lelang pengadaaan barang/jasa di pemenntah Kota Surabaya hanya pada
permasalahan system pengaturannya. Dimana yang dahulu proses pengadaan
barang/jasa semua diserahkan pada dinas masing-masing dan sekarang setelah
diberlakukannya e-procuremeni proses pengadaan lelang semua proses awalnya
masuk di secretariat layanan e-procurement. Perubahan sistem in: tidak membawa

pengarub besar dalam terhadap besar kecilnya aparat / pegawai yang mengelola
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proses lelang di masing-masing diras. Jumlah panitia yang menyelenggarakan
proses lelang pengadaan besar kecilnya tergantung besar tidaknya paket pekerjaan
yang dilelangkan bukan karena diberlakukanmnya e-procurement.

(berdasarkan informasi Basuki V.ya sama aja.gak ada bedmna.yamg

berubahkan hanya sistemnya saja.panitia jumiahnya tetap.ya juga lergamiung
besarmya lelang..” ;hal 134)

Kondisi ini tentunya dapat dibilang tidak membawa pengarult besar
terhadap pemangkasan jumlah dan struktur birokrasi yang ada karena ternyata
budaya birokrasi kita belum cukup siap dengan konsekuenst munculnya bentuk
lavanan e-govermmenr dimana organisasi birokrasi diharapkan akan menjadi
sederhana dengan terbantunya bentuk e-government dalam hal i e-procurement.
Organisasi birokrasi dengan penerapan sistem baru ini ( Tle-government) akan
menghapus sistem birokrast lama yang baku dan cenderung sudah menjadi budaya
primodial dalam organisasi birokrast akan berubah. Perubahan im akan membuat
organisasi birokrasi menjadi datar.”

Bentuk budaya organisasi birokrasi yang cenderung baku dan selama ini
menjadi merck tersendin bagi birokrast kita temvata belum bisa berubah
walaupun pemeriniah saat mi sudab menjalankan bentuk pelayanan melalui e-
governmeni. Pemenntah Kota Surabava sendiri ketika telah menjalankan sistem
pengadaan barangfasa di lingkungannya belum dapat memanfaatkan e-
procurement scbagai cara atan bentuk yang dapat mendobrak sistem baku
birokrasi pemerintahban yang lebih didominasi budaya lama Dan semua

penjelasan diatas maka dapat dimaknakan bahwa e-procurement sebagai bagian

™ ibid. hal 76
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dari bentuk e-governmeni yang dilakukan oleh pemenntah Kota Surabaya ternyata
belum efekiif menekan banyaknya jumlah dan struktur birokrasi yang ada.
4.1.6. [nteraksi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat

Salah satu peran penting munculnva bentuk pelayanan e-government dengan
pemanfaatan teknologi mnformasi yang dilaksanakan oleh pemenntah adalah
diharapkan meningkatkan hubungan antara pemenntah, pasar atau pelaku bisms
dan masyarakat. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologr
informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-
pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasitkan hubungan
dalam bentuk baru yartw antara pemecnntah dengan pelaku bisnis, pemermntah
dengan masyarakat dan pemerintah dengan intern pemerintab. Bentuk-bentuk
baru diatas dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh instansi
pemerintah mampu menjembatani hubungan pemerintah dengan intermn sendir,

pemenntah dengan warga negar, dan pemenntah dengan pelaku bisnis.

E-procurement yang dikelola oleh pemeriniah Kota Surabaya herdasarkan
pengamatan penulis, sebenamya telah digunakan sebagar sarana pembuat jaringan
dalam tubuh pemerintah Kota Surabaya mengingat didalamnya masuk dinas-dinas
vang mengajukan pekeraan yapnz  dilelangkan.  Sevangkan untuk  samana
penghubung dengan masyarakat dalam tampilan di portainva, e-procurement
memang membenkan ruang tersendini bagt masyarakat yang ingin mengadukan

keluhan dan kejanggalan vang ditihat dalam proses letang pengadaan barang/jasa.

T . . .- . .
“Budi Harjdono.  membangun  e-government,  hupnoaw certorid -budiariclesie-gon-
makassar doc diakses tanggal 20 Januari 2006
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Namun ruang pengaduan terhadap keluhan tersebut kurang digunakan maksimat

oleh masyarakat.

(berdasarkn informasi Agus lmam:“itu yang orang ga pernah memasukkan gak
tau kenapa kok gak ada yang memasukkan. nyatanya kita sediakan gak ada yang
memasukkan..” ;hal 135)

Memang didalam sistem e-procurement ini yang paling mendontinasi
hubungan tersebut adalah hubungan pemerintah dengan intemnya dan pemernintah
dengan pelaku bisnis. Ini dapat dilihat pada portal e-procurcment hampir semua
menu yang ditampilkan semua informasi tentang lelang ditujukan pada rekanan
yang ingin mengikuti lelang. Sedikit sekali ruang bagi masyarakat untuk
memaksimalkannya. Padahal merujuk pada pemaknaan World Bank terhadap e-
governiment sebagal sarana yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi
oleh institusi pemerintah yang selamjutnya mendukung transformasi hubuagan
dengan warga negara. pelaku bisnis, dan institust pemenntah lainnya, dengan
maksud memberikan lavanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan
antara pemerintah dengan bisnis dan industri, serta meningkatkan peran serta
masyarakat dalam peningkatan efisiensi manajemen pcmerintahan_?s

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan dan dipadukan dengan
kerangka ideal vang ada maka dapat dilihat bahwa dominasi hubungan yang
terjadi pada proses lelang pengadaan barang/jasa melalui e-procurement adalah
hanya pada hubungan intersksi pemerintah dengan pelaku bisnis. Hubungan
interaksi pemenntah dengan masyarakat umum bclum sebenarnya terbentuk yang

ada banva bentuk semu akan interaksi pemecrintah dengan masyarakat. Padahal

" Budi  Hardono, membangun  e-goverapienr. by iwws cert.or 1 budiariicles - gon-
makussar doc diakses tanpeat 26 Januar: 2006
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yang menjalankan fungsi negara dalam hal ini pemerintah guna nantinya
masyarakat tahu bahwa pemerintah benar-benar menjalankan fungsinya sebagal
lembaga yang melayani masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban im  yang
kemudian dalam konsep good govermance dikenal dengan akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin  bahwa setiap kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dapat diperianggungjawabkan secara terbuka oleh
pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan sebuah kebijakan, ™
Proses pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah
dalam hal ini pemenintah Kota Surabaya sclalu saja pada masa lalunya diliputi
dengan tudingan dan tindakan vang dianggap miring. Dalam hal im adalah
tindakan-tindakan vang dilakukan oleh pelaku pemerintahan untuk mengambil
keuntungan secara sepihak demi kepentingan pribadi atau golongan. Hal mm
ditakukan depgan kesempatan vang cukup besar mengingat pada masa-masa
tersebut masyarakat atau civil sociefy kurang diperhitungkan dan tidak memiliki
ruang dalam penyeienggaraan pemerintahan sehingga yang terjadi adalah pelaku
pemerintahan dengan sangat mudah melakukan tindakan untuk memperkaya dan
menguntungkan diri atau polongan. Bentuk-bentuk penyelewengarn tersebut bisa
seperti kedekatan rekanan dengen pejabat unggi disalah satu instanst yang
menyelenggarakan Iclang, bisa juga berupa perhitungan jumiah keuntungan yang
dilakukan antara paminia dengan rekanan yang mengerjakan pengadaan sehingga
nantinva telah ditentukan keuntungan darnt panitia dan rekanan yang akan
diperoleh. Kondist seperti imt yang memperbunik sistem penyeienggaraan

™ Sekretarial (Goud governance Badan Perencanaan Nasionat. Indikator prinsip akuniahilias,
transparansi dan partisipasi, samber www. goodgovemance-bappenas go id/ konsep_files/good
“a20povemnance. pdi diakses pada tanggal |5 Februan 2006
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pemerintah dimana keuntungan-keuntungan yang ada telah diserap oleh bebcrapa
kalangan dengan merugikan negara dan masyarakat kurang mengetahw hal
tersebut. Jadi dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanan lelang
pengadaan barang/jasa kepada khalayak umurm dalam hal int publik tidak ada dan
ini yang kemudian memunculkan kecenderungan penyelewengan-penyelewengan
seperti diatas.

(berdasarkan informasi Herlambang:“.klo duiu kepala dinas tipan intkan
sungkan..”, Supaydi:”..hahkan kebanyakan banyak terjadi sebelum it dibelikan,
mereka(panitia) sudah minta. sebefum kontrak jadi sebefum barang kita beli
mereka sudah minta duluan_”*; Basuki:” Kalo dulukan kalo pingin cepat sekarang
ngarap sesok menang va bisa.balangko sudah ada tinggal ngisi-ngisi yang
menang iki..”; hal 137-140)

Seiring semakin bertambahnya keinginan masyarakat untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih dan baik maka mau tidak mau menjadikan pemerintah
dalam hal ini dibaruskan untuk memasukkan nilai dan prinsip dalam good
governance yang salah satuny.a adalah prinsip akuntabilitas sehingga keinginan
masyarakat akan bentuk pemerintahan yang bersih akan terwujud. Pemenntah
Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengadaan barangfjasa yang dilelangkan
melalui e-procurement bisa dikatakan scbagai Jangkah awal untuk menuju prmsip
akuntabilitas dalam penyelenggaraan good governance. Namun vang berusaha
kita kap Jebih dalam adalah apakah pemerintah Kota Surabaya melalur e-
procurement ini benar-benar akuntabel dalam menyelenggarakan lelang
pengadaan barang/jasa yang ada.

Berdasarkan dari mformasi vang didapatkan di lapangan. lelang

pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaannya masih banyak ketidaksesuaian dan

kecurangan yang masih sening dilakukan. Pada tahap pendaftaran lelang sampa:
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pada pengajuan penawaran yang dilakukan oleh rekanan semuanya dilakukan
secara onfine dengan menyertakan copy asli penawaran dalam bentuk sard copy,
sehingga pada tahap ini semua rekanan dan perusahaan dapat mengikuti tanpa
terkecuali dan ini yang memang diharapkan. Pada tahap selamudnya dimana
dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap perusahaan yang ikut dimana panitia akan
menyeleksi berdasarkan kelengkapan admunistrasi dan teknts dari semua peserta
lelang dan ditentukan siapa saja yang lolos kualifikasi tersebut. Pada tahap
selanjutnya baru ditentukan pemenang dani perusahaan yang telah lJolos
kualifikasi. Pada tahapan 1ni rawan sekali bentuk kecurangan dan penyelewengan
vang dilakukan panitia dan peserta. Bentuk penyelewengan vang biasa dilakukan
terhadap penentuan pemenang adalah pengaturan antara panitia dan rekanan
terhadap siapa yang akan memenangkan sebuah lelang pekegaan. Pengaturan
yang terjadi adalah kenka telah ditentukan perusahaan mana saja yang lolos
kualifikasi dan diurutkan berdasarkan penawaran paling rendah dan pemenang
lelang belum tentu adalah yang memiiiki harga rendah. Pada tahap ini yang terjadi
adalah munculnya kesepakatan antara panitia dengan para rekanan tersebut untuk
menenfukan pemenangnya. Hal 11 diakukan ketika urutan teratas yang memang
idealnya memenangkan lelang kettka menghitung kembali termyata dia
menganggap pekerjaan yang akan diterimanya akan menderita kerugian sehingga
dia meminta mundur. Setelah wutan pertama mundur ditawarkan pada urutan
kedua dan seterusnva sampal menemukan harga vang sesuai. Kesesuaian harga

yang dimaksud adalah rekanan vang memenangkan tersebut pada nantinya tidak
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mengaalami kerugian dan panitia pengadaan barang/jasa mendapatkan bagian atau
keuntungan dan pekerjaan tersebut.

(berdasarkan informasi Supaydi.”.karena sekalipun eproc.lelang i bisa
diatur.” .nah  kato kamu mwdur yang penawaran  sekion  saya
menangkan.dinas dapet brapa? Panitia dapet brapa? . ya kan.mereka sudah
negoisasi.” hat 144-145})

Dalam pelaksanaan prinsip akutabilitas sebenarnya telah ada beberapa
indikator yang dapat digunakan untuk mencermati berjalannya prinsip-prinsip
akuntabilitas vang dilakukan pemermtah seperti yang telah disampaikan pada bab
awal penulisan ini. Salah satu indikator tesebut adalah sebuah proses pembuatan
keputusan yang dubuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan,
dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standard etika dan nilai
vang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang bemar.”
Mencermati kondisi vang telah dikemukakan diatas dengan mergjuk pada
indikaror tersebut dapat dipahami bahwa pembuatan keputusan dalam proses
lelang pengadaan barang/jasa yvanyg ada di pemerintah Kota Surabaya memang
tetah dibuat dengan tertulis dan baik dan dapat diketahur oleh masyarakat yang
menginginkannya namun yang perlu dicerman lagi adalab proses pengambilan
tersebut masih diliputi bentuk kecurangan melalul kesepakatan tersembunvi
sehingga hai tm justry merosak standart etika dan nilia vang berlaku. Apalagi
kecurangan tersebut tidak sesuai aturan atau tata admistrasi pengadaan barang/jasa

yang telah diatur sebelumnya.

T Sekretariat Good governance Badan Perencanaan Nasional Indikator primip akuntabilitas,
fransparansi dan partisipasi. sumber www goodgovernance-bappenas goad/ konsep fites/zood
%20governance pdf diakses pada tanggal 5 Februan 2006
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Bentuk pencermatan lain yang dapat dilakukan datam mengamat proses
lelang pengadaan barang/jasa yang ada adalah melalu indikator akurasi dan
kelengkapan informast yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran
suatu kebijakan.™ Proses lelang pengadaan barang/jasa melalut e-procurement
didalamnya telah menampilkan begitu banyak informasi-informasi sekitar
pekerjaan barang/jasa yvang ditawarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Informasi
tersebut meliputi apa saja paket pekeriaan yang ditawarkan, syarat pendafiaran,
jadwal pelelangan sampai pada informasi pemenang lelang. lnformasi-informasi
tersebut sengaja di-up foud oleh panitia peugadaan yang ada di setiap dmas
dengan tuuan untuk membenkan informasi pada masyarakat. Menvangkut
informasi mengenai pendaftaran, jadwal dan syarat memang sudah diatur Keppres
80/2003 dimana hal tersebut memang harus diketahui oleh khalayak umum dalam
hal in1 masyarakat. Yang akan dicerman lebih dalam oleh penulis kali ini adalah
informasi mengenal perusahaan yang telah lolos kualifikasi dan pengumuman
pemenang. Hal im dilakukan karena pada informasi ini ditemukan kejanggalan
dan patur untuk dipertanyakan Informasi pengumuman lolos kualifikasi
berdasarkan pada penilatan panitia terhadap perusahaan yang telah mendaftar dan
telah mengajukan penawaran. Setelah dianggap lolos kualifikasi baru ditentukan
stapa vang berhak memenangkan lelang pengadaan barang/jasa tersebut. Dalam
proses inl yang berdasarkan temuan dilapangan memang banvak terjadi
kejanggalan dalam persvaratan admnistrasi vang harus dilengkapi oleh seluruh

peserta lelang. Kejanggalan tersebut berupa penyampaian syarat administrasi yang

™ Sekretariat Good governance Badan Perencanaan Nasional, Opoait.
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kadang kurang lengkap atau sebaliknya justru dihilangkan. Bentuk kejanggalan mi
bisa berupa kesengajaan panitia guna membantu salah satu rekanan atau
perusahaan untuk memenangkan lelang dengan menambahkan persyaratan
administrasi yang kurang lengkap. Atau bisa berbentuk kesengajaan panitia dan
rekanan untuk mengurangi kelengkapan administrasi yang ada schingga salah satu
rekanan tidak jadi menang dengan alasan rug ketika memenangkan pekerjaan
tersebut. Persyaratan administrasi memang menjadi acuan utama panitia dalam
menentukan siapa yang berhak memenangkan sebuah lelang. Ketika sebuah
perusahaan memang menawar dengan rendah namun kurang lengkap syarat
administrasinya maka tetap tidak bisa memenangkan lelang pengadaan tersebut.
Sehingga dari sini terdapat celah vang cukup guna terjadinya kecurangan dan
penyelewengan dimana panitia dan rekanan dapat memainkan syarat admnistrasi
guna memuiuskan jalan perusahaan tertentu.

(berdasarkan informasi Basuki:”..cuman kadang-kadang vang rendah itu belum
tentu menang..trus setelah itu rapat ditentukan yang menang. diumumbkan i
eproc siapa yang menang..”, Kusyanto:” kemudian dievaluasi..termyata yang satu
lembar tadi jadi ada. .dan dia bisa menang karena ada radi. padahal saya yakin

saya sudah bukain penawaran itu beberapa kali dan tidak ada.jadi panitia
memaksakan € Vaya situ supava bisa menang gine.” hal 146-147)

Dari hal diatas dapat dicermari bahwa proses lelang pengadaan barang/jasa
melalui e-procurement memany telah menampilkan itetmy/menu alasan mengenai
loles tidakmya dan alasan mengapa perusahaan atau rekanan tersebul
memenangkan lelang pengadaan barang/jasa. Namun kejanggalan yang dijelaskan
diatas dimana alasan yang kebanvakan digunakan oleh panitia adalah alasan
administtatif dan munculnya kecenderungan pemarnipulasian data administest

dengan menambahkan atau mengurangi sehingga jelas sangat mempengaiuhi
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akurasi dan kelengkapan informasi pengambilan keputusan dalam proses
pengadaan barang/jasa vang notabene dipertangpungjawabkan kepada masyarakat
umum.

Selain bentuk kelengkapan informasi dan akurasi terhadap informast yang
disampaikan diatas, dalam prinsip akuntabilitas seperti yang dikemukakan oleh
Badan Perencanaan Nasional mengenali good governance juga mencermtati
tentang kejelasan dari  sasaran kebijakan yang «(elah diambil dan
dikomunikasikan.” Hal ini dimaksudkan bahwa semua keputusan vang
menyangkut publik setelah diputuskan harus tetap dipertanggungjawabkan dan
tetap dikomunikasikan dalam pegalanan pelaksanaanya. Untuk Kasus pengadaan
barang/jasa pamerintahan di Surabaya ini. bentuk ideal seperti diatas dimana
harus ada kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil diakwi belum ada. Hal
i dapat dicermati bahwa tujuan penggunaan e-procuremeni menyelenggarakan
lelang pengadaan barang/jasa secara bersth dan sehat Hanya sampai pada
penentuan pemenang dan penunjukan terhadap rekanan yang mengerjakan
pekerjaan. Dalam sistem ini belum ada sebuah model pertanggungjawaban
mengenal bagaimana jalannya pekerjaan yang dilaksanakan. Masyarakat hanya
mengetahti stapa pemenang pekerjaan dengan nilai kontrak yang disepakati
namun untuk mengetahw apakah pekerjaan tersebut telah memenuhi standart dan
kualitas serta kondisi barang/jasa vang diadakan, masyarakat sama sekali tidak
dapat mengaksesnva apalagi untuk mengkomunikasikan masyarakat dengan

pemerintahk kota mengenai paket-paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

™ Sekretariat Good governance Badan Perencanaan Nasionat. Op.cii.
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Bentuk penilaian lain melaui indikator yang dikemukakan olch Badan
Perencanaan Nasional mengenai good governance adalah prinsip akuntabilitas
harus didukung dengan adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan
setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat® Sistem e-
procurement sepertii yang sudah dibahas diatas bahwa masyarakat sangat dapat
mengakses informasi-informasi yang menyangkut lelang pengadaan barang/jasa
sampai pada informasi siapa atau perusahaan mana yang berhak mengerjakan
paket pekerjaan tersebut. Namun dalam hal pengaduan yang dilakukan oleh
masyarakat seperti dari informasi yang penulis tcmukan bahwa masyarakat
memang kurang aktif dalam bentuk pengaduan-pengaduan yang terkait dengan
sistem lelang melalut e-procurement.

(berdasarkan informasi Agus lmam:“itu yang orang ga pemah memasukkan gak

tau kenapa kok gak ada yang memasukkan..nyatanva kita sediakan gak ada yang
memasukkan..” ;hal 135)

Kurang aktifnya masyarakat dalam hal pengaduan tentang sistem e-procurement
ini ada beberapa penyebab seperti yang diketahui dari beberapa informan,yang
pertama bisa dimungkinkan karena kctidakpedulian masyarakat dengan sistem ini
sehingga masyarakat terkesan acub tak acuh dengan apa yang terjadi dengan
pengadaan barang/jasa pemerintahan melelui e-procurement. Yang kedua adalah
mekanisme pengaduan yang memang kurang mendapal tanggapan serius dan
pengelola e-procuremeni dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya yang
menyebabkan masyarakat semakin tidak yakin jika melakukan pengaduan akan

mendapat respon yang baik dan pemenntai.

B Sekretariat Good governance Badan Perencanaan Nasional, Op.cit
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(berdasarkn informast Agus Imam: " .temyata gak juga tuh.jadi kayaknya
masyarakal gak butub kali ya transparansi he_he.”; Supaydiitu  pun
tanggapannya tidak serius..dan sampean bisa bayangkan kalo kirim lewat email
kemudian dibalasnva lewat email juga. sekarang pengaduan seperfi itu yang
fewat email itu hanya sebagali pengaduan aja bukan sanggahan..ya suka-suka
mercka untuk membalas atau tidak email anda. ", hal 135 dan 150)
4.2.2. Transparansi dalam penyelenggaraan e-procurement

Prinsip yang kedua vang pada kali imi dicoba untuk mencermati
penvelenggaraan good governance adalah prinsip transparansi. Prinstp ini akan
mencoba menilai penyelenggaraan good governance dalam penyelenggaran lelang
pengadaan barang/jasa pemenntaha di pemenntah Kota Surabaya. Transparanst
secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pemenntah untuk memjadi terbuka
kepada publik akan semua penvelenggaraan pemenntahan. Transparansi diartikan
scbagar scbuah prmsip yang menjamin akses atau kebebasan bag sciiap orang
untuk memperoleh informasi tentang penvelenggaraan pemerintahan yakni
informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang
dicapai.Rl Dalam penyelenggaraan lelang pengadaan barangfasa dimana proses
tersebut vang melakukan adalah pemcrintah maka pemerintah dalam hal ini
dituntut untuk menciptakan dan memjamin adanva sebuah akses atau kebebasan
bagi semua masyarakat/pubhk untuk memperoleh informasi apa saja mengenas
lelang pengadaan barang/jasa. Informasi tersebut bensikan temtang proses
pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa melalui e-procurement sampai hasil

vang didapat dart proscs tersebut sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas

apa saja vang dilakukan pemcrintah dalam hal .

*' Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri
2002, hal 13, sumber sumber www goodgovernance-bappenas po.id/  konsep files/good
Y20govemance pdf diakses pada tanggal {5 Febrvan 2006
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Salah satu indikator yang digunakan penulis untuk mencennati terciptanya
transparansi dalam penyelenggaraan lelang penyediaan barang/jasa imi adalah
mengenal penyediaan informasi yang jelas baik mengenai prosedur, biaya, dan
tanggung jawab 2 Sistem e-procurement yang telah terselenggara memang
didalamnya sudah memuat berbagai informasi mengenar lelang pengadaan
barang/jasa terwtama informasi vang terkait prosedural lelang seperts
pengumuman peket pekerjaaan yang dilelangkan, jadwal pelelangan, RKS,
perusahaan yang telah Jolos kualifikast dan pengumuman pemenang ielang sudah
termuat didalamnya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adatah apakah
memang semua mformasi diatas dapat dipertanggungjawabkan mengingat unsur
penting lainnya dalam indikator diatas adalah adanya infornmasi yang jelas dan
bertanggungjawab. Untuk lebith mengurai hal tersebut ada beberapa kerangka
ideal vang coba dimasukkan guna lebih mudah mengetahui, Martin Minogue
memberikan pandangan bahwa informasi dan keterbukaan menvangkui tentang
pemberian fakta dan analisis tentang keputusan yang diambil dan sebuah
ktbija].;zm,33 Dan pandangan tersebut dapat diketahuwi bahwa idealnva sebuah
informas: vang menvangkut akan scbuah keputusan yang telzh diambil hendaknva
ditkutsertakan sebuah analisis dan fakta mengapa keputusan tersebut diambil.

Dalam sistem e-procurement 1 adalah bentuk informasi yang dicantumkan

¥ Sekretarial Good governance Badan Perencanaan Nasional. Indikator privsip akunihilitas.
transparansi don partisipasi. sumber www. goodgovernance-bappenas goid/ konsep files/zood
%20governance. pdf diakses pada tanggal 15 Februan 2006

% Martin Minogue, artikel “The management of pubi:k change from “old publik administraten” o
‘new publik management” dalam “Law & Govemnance” Issue L. Britisk Council Briefing Sumber
sumber www. goodgovernance-bappernas go.id/ konsep_files/good %20govemance pdf  diakses
pada tanggal 15 Februari 2006
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hanya berupa keputusan mengenai pemenang disertai dengan alasan admimstif
kenapa perusahaan tersebut memenangkan sebuah lelang tanpa adanya penjelasan
vang lebih spesifik akan analisis dan fakta mengapa perusahaan tersebut layak
memenangkan lelang pengadaan barang/jasa.

Pelclangan pengadaan barang/jasa melalw e-procurement berdasarkan
informasi vang diperoleh masih banyak terjadi kecurangan dan penvelewengan
yang dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dratas kecurangan tersebut bisa
berupa pengatliran pemenang lelang pengadaan yang dapat ditakukan oleb panitia
dan rekanan sendiri.

{berdasarkan informast Supaydi.”.. sekalipun eproc lelang itu bisa diatur. .nah i
yang mundur-mundur ini boleh saja..asal ditemukan alasan yvang repat kalo dia
rugi ya mundur tho masak dia mau bunuh dini tapi mundurmya ini atas
kesepakatan antara panitia dengan rekanan-rekanan im.”. . .nah kalo kamu
mundur yang penawaran sekian sava menanghkandinas dapet brapa? Panitia
dapet brapa? . ya kan. mereka sudah negofsasi .’ hal 144-145)

Bentuk Kkecurangan berupa pengaturan seperti ini semakin menjelaskan bahwa
informasi mengenai analisis dan fakta akan sebuah keputusan yang diambil dalam
pelelangan pengadaan barang/asa belurn ada seperti penjelasan atau alasan
mengenat kualitas dan standart barang/jasa yang ditawarkan. Hal ini yang
menjadikan bentuk kecurangan terscbut masth senng ferjadi. Masih mengenai
penjelasan dari Martin diatas. selanjutnya dia juga menvatakan bahwa informasi
dan keterbukaan juga mencakup tentang penjelasan dengan benar alasan-alasan
dari keputusan administratif * Ini dimaksudkan selain penjelasan mengenai

pembuatan keputusan vang harus didasarkan dengan analisis dan fakta dalam

keterbukaannya informasi juga dimasukkan keterangan dengan benar akan alasan-

HMartin Minogue, Op crt.
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alasan administrasi. Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dalam sistem
e-procurement ini memang telah ada menu afau tampilan yang didalamnyva
terdapat penjelasan dan alasan administrasi mengenai perusaliaan mana yang lolos
kualifikasi dan berhak memenangkan sebuah lelang pengadaan barang/jasa namun
tidak ditampilkan alasan-alasan analisis dan fakta mengapa perusahaan tersebut
berhak untuk menang. Kondisi tersebut dimana hanya ditampilkan alasan
administrasi diperparah lagi dengan masil: adanya kecurangan berupa kesepakatan
uniuk melengkapi atau mengurangi dokumen administrasi guna meloloskan
perusahaan tertenty sepertl vang telah disinggung sebelumnya.
(berdasarkan informasi Supaydi:”.tha itu banyak terjadi ya.kalo kita lihat
biasanva alasan-alasan itu hanya administrasi jarang ada alasan mengenai
kualitas barang atau spekk gak cocok, jarang..”, Kusyanto:”. .cuma ya masih ada
pervimpangan-pen)impangan. seperti kalo panitianya bisa digjak kongkolikong
untik melengkapi berkas administrasi yang kurang seperti ite ) hal 147-14%)
Ketersediaan informasi pada layanan e-procurement yang diselenggarakan
oleh pemerintah Kota Surabaya memang lebih mudah pengaksesannya
dikarenakan informasi tersebut dapat diketahw melalui media internet yang dapat
diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudahan akan pengaksesan terhadap
sernua informasi yang berhubungan dengan pelayanan pemenntah kepada
masyarakat merupakan sebuah proritas dalam venilaian akan (ransparans:
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal mi adalah proses penyelenggaraan
pelelangan pengadaan barang/lasa di hngkungan pemerintah Kota Surabaya.
Sepertt vang telah dijelaskan pada subbahasan sebelwmnya mengenar akses

informasi dalam layanan e-procurement disecbutkan bahwa setap masyarakat

dengan mudah mengakses dan mengetahul apa saja mengenai lelang pengadaan
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yang diselenggarakan mulai dari jadwal, syarat sampai pemenang dengan melalui
media portal e-procurement yang telah disediakan dan dapat diakses kapan saja
dimana saja.(subbab 4.1.2)Kondisi tersebut memang sesuai dengan salah satu
indikator dari prinsip transparansi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan
seharusnya terdapat kemudahan dalam akses informasi yang dilakukan
mzmsyarza\km_85

Kemudahan penpaksesan semua informasi tentang lelang pengadaan
barang/jasa melalui e-procuremens seperti vang dikemukakan oleh beberapa
informan diatas diperlu adanya scbuah percermatan kembali. Ini dimaksudkan
ketika dijelaskan pada subbahasan sebelumnya dimana diketahui masih adanya
kecurangan datam hal ini perekayasaan kelengkapan admimsirasi guna
kepentingan perusahaan/rekanan tertentu dan hal ini sehingga mempengambi
kualitas informasi yang disajikan untuk masyarakat.(subbab 4.2.1 dan 4.2.2) Jika
merujuk pada pandangan Nikhil Dey dimana dia memandang bahwa transparansi
diidentikkan dengan freedom of information yang diperoleh oleh semua orang
untuk mengetahui informasi apa saja dalam penyelenggaraan negara dan bentuk
informasi tersebwt secara mendasar harus berisikan informasi yang berkuahtas
bukan kuamitasnya_g" Maka dan pandangan tecsebut dan berdasarkan pengamatan
penulis dapat dilihat bahwa memang melalui pelayanan e-procurement ini semua
informasi tentang pelelangan pengadaan barang/asa tclah ada dan tersedia di

portal e-procurement dan semua orang dapat mengaksesnya, namun yaag tidak

8% Sekretarial (Good governance Badan Perencanaan Nasional, Indikaror prinsip akunsabilitas.
transparansi dan partisipasi, sumber www.goodgovernance-bappenas.go.id/ konsep_fites/good
%20governance.pdl diakses pada tanggal 15 Februan 2006

i Qelretariat Good governance Badan Perencanaan Nasional Op.cir
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semua informasi tersebut memiliki kuajitas informasi yang baik dimana sering
munculnya informasi mengenai alasan pemenang yang telah direkayasa dalam hal
kelengkapan administrasi dan tidak menyertakan alasan-alasan fakta dan analisis
mengapa perusahaan/rekanan tersebut layak untuk dimenangkan. Alasan analisis
dan fakta tersebut dapat berupa alasan kualitas dan standart barang/fasa yang
ditawarkan schingga nantinya masyarakat mengetahui bahwa memang rekanan
tersebut layak untuk menang untuk mengadakan barang/jasa yang notabenenya
guna kepentingan masyarakat secara luas.

Bentuk pencermatan lain dalam menilai berjalanuya scbuah transparansi
adalah adanva mekanisme pengaduan. Selain menvediakan informasi tentang
biaya, target, dan performen dan pelayanan publik juga harus ada bentuk prosedur
untuk mengeluh dan mengadu.m Didalam pelayanan e-procurement sendin telah
disediakan sebuah ruang tersendin dalam portal e-procurement yang dijadikan
tempat untuk pengaduan oleh masyarakat. Namun vang terjadi justru ruang
tersebut kurang digunakan dengan baik oleh masyarakat, hal mi seperti yang
dijelaskan kepala Bina Pembangunan dimana masyarakat hampir tidak ada dan
jarang sekali memasukkan sanggahan dan pengaduan melalui portal e-
procuremeni. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena memang masyarakat tidak
lagt peduli dengan layanan yang telah disediakan atau bisa juga dikarenakan
bentuk reaks: pengelola portal dalam hal ini pemenntah Kota Surabaya yang

terkesan tidak menangggapl secara serius bentuk pengaduan yang sudah

* Martin Minogue, artiket “The management of publik change: from “old pubiik administraon’ 10
new publik management” dalam “Law & Govemance” Issue |, British Council Briefing Sumber
sumber www._goodgovernance-bappenas. go.id/ konsep files/good %20govemance pdf diakses
pada tanggal 15 Februan 2006
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dilakukan masyarakat sehingga memunculkan kesan percuma bila melakukan
pengaduan. Seperti yang telah dialami beberapa informan yang merasa kecewa
dengan sikap pemerintah Kota Surabaya sebagai penyelenggara e-procurement
dalam menyikapi pengaduan dan sanggahan vang terkesan &idak senus dan
membiarkannya.(pembahasan subbab 4.2.1)

Pemerintah dalam hal ini puna menciptakan adanya prinsip transparansi
dituntut selain memberikan ruang untuk pengaduan dari masyarakat juga dituntut
untuk menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau
adanya indikasi pembayaran suap.® Sehingga pemerintah Kota Surabaya
hendaknya selain memberikan tempat pengaduan dan sanggahan dalam proses e-
procurement juga harus menyediakan mekanisme pengaduan jika terdapat
penyelewengan dan kecurangan schingga pengaduan yang ada tidak berhenti pada
batas sekedar pengaduan namun juga sampai pemprosesan pengaduan tersebut.

Selama ini walaupun telah ada mekanisme benfuk sanggahan dan
pengaduan ketika diketahui adanya kecurangan dan penyclewengan sepertt yang
telah diatur dalam Keppres 80/2003 namun mekanisme tersebut belum digunakan
dengan maksimal. Yang terjadi dalam proses peleiangan pengadaan barang/jasa di
lingkungan pemerintah Kota Surabaya, bentuk pengaduan yang dimasukkan
kurang adanya tanggapan serius dari pemenntah. Sehingga menyebabkan

masyarakat atau rekanan kurang begitu bermmat untuk melakukan pengaduan

lagi.

8 Sekretanial Good governance Badan Perencanaan Nasional, indtkator prinsip akuntabihitas,
rransparansi dan partisipasi, sumber www. goodgrovernance-bappenas. go.id/ konsep files/good
%20govemnance pdf diakses pade tanggal 15 Februari 2006
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(berdasarkan informasi Basuki .. ya..harus persural. lima hari setelaht diumumbka
nya memang harus melalui mekanisme..ya ke kita aja nyanggahnya.”, Supaydi
7 saqva mengajukanmya secara resmi,saya edarkan pada Bina Pembangunan,
Dinas Pendapatan sebagai pelaksana, kemudion pada Walikow, Sekretaris
Walikoa, Dinas Infokom dan semua yang terkait itu.semuanya saya sebarkan
pengaduan san keberatan saya. [t pun tanggapaniya tdak serius..”, hal 149-
150

Pada akhimya dari sernua pemaknaan dan penjelasan tentang prnsip-
prinsip transparansi dengan beberapa indikator yang digunakan maka penulis
berangpapan bahwa proses pelelangan pengadaan barangfjasa  yang
diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya melalul e-procurement masih
belum memenuhi kriteria transparan dikarenakan masih banyaknya mdikator
penyelenggaraan transparansi yang belum tercipta dengan baik walaupun penulis
juga tidak menutup mata bahwa ada beberapa criteria yang telah berjalan cukup
baik.

4.2.3. Partisipasi dalam penyelenggaraan e-procurement

Bentuk prinsip terakhir yang digunakan untuk mengetahui beralannya
good governance dalam leltang pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah
perinsip partisipasi dalam hal ini adalah pertisipasi publik. Bicara mengenai
partisipasi pastinya unsur keterlibatan masyarakal merupakan mt' dan prinsip ini.
Masvarakat scbagai bagian dalam pembangunan bukan hanya sebagai obyek dari
pembangunan namun lebih dar itu masyarakat berperan sebagai subyek
pembangunan dimana masyarakat sangat berhak memihh proses pembangunan
yang seperti apa mengingat pembangunan itu sendiri juga kembalmyz pada

masyarakat.
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Partisipasi dapat diartikan sebagai prinsip bahwa setiap orang memiliki
hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di  setiap kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan.” Ketertibatan publik atau masyarakat di setiap
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai dan perencanaan, pelaksanaan
sampai pemonitoran dirasakan perlu mengingat masyarakat sebagai subyck
pembangunan berhak mengetahui akan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencermati lebih jelas berjalannya prinsip partisipasi dalam proses
pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintahan yang diselenggarakan olch
pemerintah Kota Surabaya maka pada kali ini penulis akan menggunakan
beberapa indikator yang merujuk pada sekretariat good governance Bappenas
dimana partisipasi dapat tercipta dengan melihat adanya forum untuk menampung
partisipasi masyarakat yang representative, fokus pemenntah untuk membernkan
arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, visi pengembangan
berdasarkan konsensus pemeriniah dan masyarakat dan terdapat akses bagi
masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan
keputusan_w

Proses pelelangan pengadaan barang/lasa vang dilaksanakan oleh
pemerintah Kota Surabaya melalui e-procurement di dalamnya memang terdapat
ruang publik guna menyampaikan pengaduan dan sanggahan ketika masyarakat
melihat adanya scbuah kecurangan dalam proses lclang pengadaan. Seperti vang

telah dibahas pada subbab sebelumnya {sub 4.2.2) diketahui bahwa ruang tersebut

* Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Dacrah, Bappenas & Depdagn
2002, hal 20. Sember sumber www goodgovernance-bappenas.goid/ konsep files/good
%20governance pdf diakses pada tanggal 15 Februar 2006

* Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Dacrah. Bappenas & Depdagni.
Op.cit.
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kurang maksimal dikarenakan tidak adanya respon masyarakat deongan itu dan
sikap aparat dalam hal ini pemenntah Kota Surabaya menanggapi pengaduan
tersebut yang cenderung Kurang serius. Schingpa forum yang scbenamya bisa
dijadikan pintu partisipasi melalui pengaduan. sanggahan maupun saran Kurang
bisa digunakan dengan baik. Dari fenomena ini saja sebenarnya dapat diketalw
memang prioritas akan ierbeptuknya partisipasi masyarakat akan lelang
pengadaan barang/jasa lewat e-procurement tidak diperhatikan, Dengan demikian
penerintah yang seharusnya bisa memberi arah dan mengundang masyarakat atau
bisa menjemput bola akan partisipasi masvarakat tidak terahin dengan baik.
Apalagi ketika kita harus berbicarakan adanya scbuah visi dalam proses lelang
pengadaan barang/jasa melalui e-procurement yang harus muncul dari consensus
pemerintah dengan masyarakal. semua itu tidak tenadi dalam e-procurement,
Karcna memang dalam portal e-procurement yang bisa di akses olel sermnua
masyarakat sedikit terdapat ruang partisipasi dan masyarakat Sehingpa
keterlibatan masyarakat dalam e-procurement sangat kecil sekali.

Penjelasan tersebut diatas scmakin memantapkan bahwa masyarskat
dalam hal penyelenggaraan pemerintahan hanya sebagai penonton dan dijadikan
obyek dari adanya sebuab pombangunan padahal motabene pembangunan itu
sebenarnya untuk masyarakat dan masvarakatlah yang mengertt pembangunan
seperti apa vang ia butuhkan. Masyarakat adalah jantung pembangunan yang
bukan hanva mendapatkan keuntungan dan sebuab pembangunan tetapl juga
schagal agen pembangunan karena pembangunan adalah unwk dan oleh

masvarakat maka mereka membutuhkan akses pada  institust  untuk
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mempromostkan pf:mi:sa:ngunan.l"I Pada akhirnya dapat diketahui bahwa ponsip
partisipasi dalam hal ini partisipasi dari publik untuk proses lelang pengadaan
barang/jasa kurang efektif schingga hal in: kurang mendukung terbentuknya good

governance di pemerintah Kota Surabaya.

4, 3. E-procurement sebagai implementasi Keppres 80 tahun 2003

Sebagai bagian dan sebual peraturan yang telah ada vaitu Keputusan
Presiden momor &0 tahun 2003, proses pelelangan pengadaan barangfjasa
pemerintahan  melelut  e-procurement yang delaksanakan oleh pemenntah
Surabaya sudah barang tentu akan dijalankan dan didasarkan pada peraturan yang
telah dikemukakan pada Keppres 80/2003 ini. Penulis menganggap bahwa melajui
kerangka Keppres 80/2003 ini dapat dijadikan sebagai salah sat kapan guna
menginterpretasi dan tulisan ini'karena dalam keppres ini diatur mengenat tujuan
dan capaian apa saja umtuk pengadaan barang/jasa pemenntahan, Sehingga
dengan alasan tersebut penults memasukkan Keppres 80/2003 sebagai bagian
dalam interpretasi proses peiclangan pengadaan barang/jasa berdasarkan data dan
temuan dilapangan guna berusaha menjawab pertanyaan penelitian pada kah ini.

Dalam Keppres 80/2003 seperti yang tercantum pada pasal 3 dimana
disebutkan bahwa maksud dan tujuan pengadaan barang/jasa pemeriniahan adaiah
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiaval
APBN/APBD dilakukan secara efisien. efektif, terbuka dan bersaing, transparain.

adit/tidak diskniminatif, dan akuntabel Sedangkan untuk pengertran masing-

' “Governance : Sound Development Management™ {1999) Asian Development Bank_hal 7-13
Sumber hitp-/www poodeasermance-bappenas. go.wd'gy_anticarmupuon_ e’ ADB-Good ™, 24
Gusernange®20 and®a2u0 AnnCorrupuion -indonesia pdf diakses tanggal 20 Februas 20
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masing kriteria diatas dischutkan pada pasal 3 dimana yang dimaksud dengan
efisiensi adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan
dana dan dava yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam
wakl(u scsingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektifitas dalam
Keppres 80/2003 ini dimaknakan dengan pengadaan barang/jasa harus sesuai
dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat membenkan manfaat yang
sebesar-besamya sesuai dengan sasaran vang ditetapkan.

Penggunaan internet sebagai media proses lelang pengadaan barang/iasa
dalam Keppas 802003 ditunjukkan pada lampiran 1 bab IV huruf [D dimana
proses pengadaan barang/jasa pementahan diperbolehkan menggunakan media
internet. Sebenamya proses pelelangan pengadaan barang/jasa yang dilakukan
oleh pemerintah Kota Surabaya dimana telah menggunakan sistem onfine melaiui
internet vang kemudian dikenal dengan e-procurement sebenarmva merupakan
loncatan tersendin dalam penerapan teknotogi mformasi guna kepentingan
pelayanan terhadap masyarakat, Namun vang perlu dicermati adalah escnsi vang
dasar bagy penerapan e-procurement, dimana tujuan awal pencrapan sisiem ini
adalah pencrapan lelang pengadaan barzng/jasa pemerintaban yang dilakukan
secara efisien, efekuf. terbuka dan bersanyg, transparan. adil/tidak disknminanf,
dan akuntabel.

Proses lelang pengadaan barangfasa melalui e-procurement seperti vang
telah dibahas pada subbahasan bab ini (subbab 4.1) memanyg diakw bahwa dengan
melalun jalur intemet semua informast yang berkenaan dengan pekerjaan vang

ditawarkan mulai pengumuman. jadwal, syaral, pengumuman pemenang tclah
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tersedia dalam portal e-procurement. Dengan demikian yang terjadi adalah adanya
penghematan waktu dikarenakan masyarakat yang menginginkan mengikutr
ielang pengadaan tidak lagi harus disibukkan dengan melihat informasi lelang
pada setiap dinas yang menyelenggarakan lelang namun semua informasi tersebut
bisa langsung diakses melalui portal e-procurement yang telah ada. Penghematan
waktu juga dirasakan olch panitia lelang dikarenakan jadwal yang telah ditentukan
tidak lagi molor dan terlalu lama karena dalam sistem e-procurement tersebut
telah ditentukan jadwal setiap lelang pekerjaan dengan detail dimana terdapat
alokasi waktu dari setiap tahapan lelang (subbab 4.1.3)

Selain it dalam hal pembiayaan dimana ini menjadi ukuran efisiensi
dalam Keppres 80/2003, diperlihatkan babwa melalwi e-procurement
penghematan yang terjadi dalam proses lelang pengadaan barang/jasa telah
mencapal angka 20-235 persen pada tahun 2004-2005. Penghematan ini terjadi
dikarenakan banyaknya penawaran yang masuk dan memberikan nilai penawaran
yang beragam sehingga penawarakan bersaing ketat guna memenangkan paket
pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga nilai taksiran awal sebelemnya untuk setiap
paket pekerjaan dan panitia lelang temyata ditawar oleh rekanan dengan nilai
dibawahnya dan yang terjadi adalah biaya vang dikeluarkan menghemat dan
anggaran yang telah ditetapkan. Namun yang perlu dicatat dan dicermati adalah
penemuan di lapangan yang sering terjadi adalah kurang diperhatikannva kualitas
dan standart dari pekerjaan yang dikerjakan karena rekanan berusaha menghemat
secara besar-besaran terhadap tawarannya dikarenakan persaingan yang begitu

ketat. Ini didasarkan pada banyaknya penawaran dari rekanan vang jauh selisihnya
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dengan pagu anggaran yang tclalh ditetapkan schingga yang muncul adalah
kecenderungan menurunnya kualitas barang/tasa yang dikerjakan dan standar
yang telah ditentukan. (subbab 4.1.4}

Dari penjabaran diatas dapat diketahw ketika sebuah pekeriaan mengenai
pengadaan barang/jasa vang dikerjakan ternyata memiliki kecenderungan adanya
penurunan kualitas dan standart dari apa vang scharusnya justru akan
mengaburkan dan jauh dart tujuan pengadaan itu sendirt. Dalam Keppres 80/2003
disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa ditujukan untuk pementthan kebutuhan
dengan manfaat vang scbesar-besarnya. Ketika berbicara mengenai manfaat
secbesar-besamya  tentunva  hal m  akan memben manfaat kepada
publik/masyarakat dikarenakan pemerintah sebaga penvelenggara pelavanan bagi
masvarakat. Dengan kondisi ini maka manfaat tentu tidak akan diperoleh oleh
masyarakat dikarenakan masyarakat tentunya dirugikan baik sccara langsunyg atau
tidak langsung dengan penurunan kualitas dan standart yang ada.

Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengen manfaat sebesar-
besamya, pengadaan barang/jasa melalm e-procurement juga ditwjukan untuk
memenuhi sasaian vaitu terciptanva proses lelang pengadaan barang/jasa yang
efisien. efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskrimicatif, dan
akuntabel, Pelelangan pengadaan barang/asa melalui ¢-procurement di kota
Surabaya berdasarkan data vang diperolch dikatakan bahwa terdapamva peluang
bagt usaha kecil dan menengah untuk mengikuti dan memenangkan paket
pekerjaan vang ditawarkan. Hal m dikerenakan dengan melalui e-procurement

semua perusahaan balk kecil maupun besar dapat dengan mudah mencari
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informasi yang berkenaan dengan telang pengadaan barang/jasa pemerintah
melalui portal e-procurement yang telah disediakan. Berdasarkan data yang
diperoleh diketahui bahwa perusahaan kecil dengan klasifikasi modal antara 0-
600 juta memcnangkan paket pekerjaan scbanvak 471 paket pckerjaan dan
seluruh paket pekerjaan vang berjumlah 661 pekerjaan selama tahun 2004.
Sedangkan untuk kelompok perusahiaan menengah dengan klasifikasi modal
antara 000 juta — imilyar memenangkan paket pekeriaan sebanyak 142 paket
pekenaan. Sisanya dimenangkan oleh perusahan-perusahaan vang memiliki modal
besar. Dengan demikian dalam hal terbuka dan bersaing e-proctrement bisa
dianggap cukup memberikan peluang terhadap perusahaan kecil dan menengab
untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Sedangkan untuk capaian proses pelelangan pengadaan barang/jasa yang
transparan, adil, dan akuntabel mungkin berbeda dengan keberhasilan yang telah
dicapai diatas. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya (subbab 4.2)
dimana proses pelelangan im masih terjadi kecenderungan untuk penyelewengan
dan kecurangan baik dalam hal pengaturan proses iclang antara panitia dengan
rekanan, pemampulasian data admmistras: untuk kepentingan rekanan tertentu
sampat pada kurangnya bentuk pertanggungjawaban yang menyeluruh terhadap
alasan-alasan penentuan pemenang Schingga proses pelelangan pengadaan
barang/jasa di pemenntah Kota Surabaya masih belum bisa memcnuhi prinsip

transparan dan akuntabel,
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BABY
SIMPULAN DAN SARAN
V.1, Simpuilan
Berdasarkan interpretast data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya
maka penulis membenikan beberapa simpulan, yaitu:

e Proses pelelangan pengadaan barang/jasa vang dilakukan pemerintah
Kota Surabaya melalui e-procurement dengan mudah dapat diakses
oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan dapat dilakukan dimana
saja, selain ity melalw e-procurement dapat menghemat waka batk
dari rekanan yang ingin mengikuti lclang pengadaan maupun dan
panitia lelang yang menvyelenggarakan proses pelelangan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa e-procurement cukup efisien sebagai
bentuk pelayanan yang mudah dan tidak romit. sebagai pelayanan
informasi yang tidak dibatasi waktu dan ruang, serta sebagai pelayanan
yang bisa menghemat waktu Hal m: cukup sesuai dengan salah satu
tyuan dibentuknya Keppres 80/2003 dimana e-procurement ditujukan
untuk memudahkan akses Gan lebth menghemat waktu.

* [f-procureprent belum efisten dalam hal penghematan biaya dengan
memadukan keuntungan yang diperoleh. Bentuk penghematan hanva
berupa penghematan anggaran yang didasarkan pagu yang telah
ditentukan namun justry penghematan tersebut kurang memperhatikan
scgt kualitas dan standart barang/lasa vang dikerjakan sehingga

masyarakal vang justru akan dirngukan. Selain itu e-procurementt

Skripsi Efektifitas Dan Efisiensi E-Procurement : Studi . . . Muhammad Kholis



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB V : Simprulan dan Saran

belum efisicn juga dalam hal pemangkasan jumlah dan struktur
birokrasi. Jumlah dan struktur birokrasi yang menangant proses lelang
pengadaan barang/jasa justru tetap sama ketika belum menggunakan
sisitem e-procurement.

e Sechingga proses terschut belum dapat dikatakan efckuf guna
membentuk sarana penyediaan informasi dan pelayanan publik scbagai
twjuan pembangunan e-procurement yang merupakan bagian dan e-
government. Padzhal dalam Keppres 80/2003 tertulis bahwa salah satu
tujuan dibentuknya e-procurement adalah agar pengadaan barang/jasa
harus sesuai dengan kebutuhan vang ielah ditetapkan dan dapat
memberikan manfaat vang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran
yang ditctapkan, dan ini vang tidak terlaksana dengan baik.

e Belum terbentuknya hubungan interaksi antara pemerintah. swasta dan
masyarakat. Melalui e-procurement hubungan interaks: vang terjalin
hanya sampai pada pemerintah dan swasta sedangkan masyarakat
kurang diperhatikan guna membangun interaks! tersebut. Sehingga e-
procuremeni belum  efektif guna wembangun adanva hubungan
interaksi antara pemerintah, swasta dan masvarakat vang menjadi
yuan pentng dan terbentuknva e-government,

* Sistem e-procuremeni belum menciptakan model pertanggungjawaban
atau akuntabilitas vang batk. Pertanggungjawaban yang dilakukan
hanva sckedar menunjukkan alasan-alasan kurang begiu mendalam

schingpga masyarakat kurang tahu mengenal apa vang telah dilakukan
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dan apa vang menjadi alasan mengapa sebuah kcbijakan diambil
Kurang mendalamnya tersecbut berkaitan dengan akurasi dan
kelengkapan informasi yang ditampilkan dimana informas: yang
terkait dengan alasan penentuan pemcnang  hanya  bersifat
administratif. Schingga prinsip akuntabilitas belum berjalar dengan
efektif dalam penyelenggaraan e-procurement,

» Dalam hal transparans: pengadaan barang/jasa melalur e-procurement
masih belum efektif menciptakan penvelenggaraan pemenntahan yang
transparan. K-procuremeni memang telah memberikan kemudahan
akses terhadap informasi mengenai ielang terhadap pekenjaan vang
ditawarkan. Namun e¢-procurement dalam menampilkan informasi di
dalamnya kurang menperhatikan kualilas informasi yang ditampilkan.
Kurangnya kualitas informasi vyang mendukung terciptanya
transparanst adalah tidak adanva model analisis dan fakta ketika
membenkan alasan-alasan terhadap perusahaan yang lolos kualifikast
atau menentukan pemenang  Alasan vang dibenkan hanva berupa
alasan-alasan administrasi vang memiliki kecenderungan terdapat
pemanipulasiser data administrasi. Sclaia itu sistem pengaduan vang
ada dalam e-procurement belum efisien. pengaduan tdak cepat
dimaksimalkan dan pemenntah Kota Surabava kurang menanggapi
serils ketika terjadi pengaduan.

e Prinsip partisipasi sebagai pendukung terwuyjudnya good governance

belum berjalan efekuf. Proses lelang pengadaan barang/jasa melalu e-
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procurement kurang melibatkan masvarakat/publik sebagai bagian dan
pembangunan, keterlibatan publik hanya sampai pada diberikannya
ruang untuk melakukan pengaduan itu pun kurang maksimal
penggunaannya. Keterlibatan publik melalw forum yang representative
guna menentukan konsesus bagi proses pengadaan barang/jsa juga
tidak pernah dilakukan pemerintah Kota Surabaya sebagai pengelola ¢-
procurement. Sehingga yang terjadi masyarakat hanya memnjadi obyek
pmnbangtman bukannya subyek dan sebuah pembangunan.

+ Dengan demikian penyelcnggaraan good governance dalam proses
pelelangan pengadaan barang/jasa di pemenntah Kota Surabaya belum
efektif mengingat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan
partisipasi masth belum bisa terwujud seperti yang telah diatur dalam
Keppres 80/2003 dimana maksud dan tujuan pengadaan baranp/jasa
pemerintahan scharusnya adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa
vang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara
efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak
diskrimmnattf, dan akuntabel. Hal-hal tersebut yang memang belum
terlaksana dengan baik dalam penyelenggaraan proses pelelangan
etahn e-procuremeni. Sehingga masih senng terjadinya kecurangan
dan penvelewengan puna kepentingan pribadi dan kelompok.

V.2 Saran
¢ Pemerintah Kota Surabaya scbagai pengelola e-procurement

diharapkan lebih memperhatikan kualitas dan akurasi dan informasi
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vang tclah terscdia didalam portal  e-procuremeni. Penambahan
kualitas informasi tersebut dapat berupa adanya informasi mengenai
alasan secara detail vang menyangkut alasar dan analisi dan fakta
tentang kenapa sebuah perusahaan lolos kualifikasi dan memenangkan
sebuah pekerjaan. Kualitas dan akurasi informasi ini tentunya akan
mempengaruhl proses fransparansi tentang berjalannya pelelangan
pengadaan barang/jasa yang ada sehingga akuntabilitas akan sebuah
keputusan vang dwambil. Tentunya hal terscbut akan sekall lag
meminimalisir bentuk penvelewengan dan kecurangan dalam lelang
pengadaan barang/jasa pemeriniahan

+ Hubungan mtcrakst antara pemenntah, swasta, dan masyarakat
diharapkan tetap menjadi pnontas dalam pengadaan barang/jasa
melalui e-procurement. Pemerintak Kota Surabaya perlu membangun
kembali hubungan antara pemenintah dengan masyarakat dalam hal ini
dengan harapan masyarakat benar-benar mengetahwm proses e-
procurement baik dengan cara forum, survey atau bentuk lainnya
sehingga akan muncul bentuk partisipasi dari masyarakat. Bentuk
pastisipasi masyarakat tersebut jusitu akan menjadikan masyarakat
sebagai subyek pembangunan dimana masvarakat/publik akan
mengetahur benluk pembangunan apa yang sebenarnva dibutuhkan
oleh masvarakat sendin.

« Pemenintah Kota Surabaya memang memiliki hak dalam mengelola

keuangan agar ferjadi penghematan dan proses lelang pengadaan
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barang/jasa seperti vang sudah terjad:. Namun juga harus diperbatikan

bahwa walaupun berhemat biaya, tetap yang menjadi sasaran adalah

bagaimana penpadaan barang/jasa tersebut inemilki kualitas dan

standart yvang baik. Sehingga ketika kualitas dan standart barang/jasa

tersebut terpenuhi maka justru akan semakin menghemat anggaran

lebih jauh karena barang/jasa tersebut akan bisa bertahan lebih lama.
V.3 Implikasi
V.3.1 Implikasi akademis

Penchittan 1n1 berusaha menpgambarkan scbuah fenomena berjalannya
sistem e-procuremerny yang merupakan bagian dan e-government yang dilakukan
oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai satu-satunya pemerintah daerah yang
menerapkan e-procurement . Bardasarkan penilaian vyang dilakukan oleh
penulis dengan menggunakan kerangka pendekatan e-government secbagai bentuk
pelavanan publik dengan membentuk hubungan interaksi antara pemenntah,
swasta, dan masyarakat. Pendekaian yang lamnnya adalah good governance
dimana prinsip-prinsip akuntabihtas, transparansi, dan partisipasi berusaha
digunakan untuk menjelaskan kecfektitan dan keefisienan proses pelelangan
pengadaan barang/jasa melalu ¢e-procuremznt di Kota Surabaya.
V 3.2 Implikasi prakts
Pemenntah Kota Surabaya diakui sebagai pioneer dalam pelaksanaan

sistem e-procurement dimana sistem in juga dijadikan acuan bagi daerah lain
untuk dikutt. Narmun pemenntah Kota Surabava dituntut untuk bisa membenahi

berbagai kekurangan yang terjadi terutama pembentukan penyclenggaraan lelang
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pengadaan barang/jasa pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif
sebagal bagian terwwjudnya good governance. Selain itu pemenntah Kota
Surabaya juga dituntut untuk membenahi hubungan interaksi antara pemenntah
dan masyarakat dalam proses lelang pengadaan barangfjasa pemenntahan,
mengingat masyarakat harus dipandang sebagai subyek dan pembangunan yang

dilakukan.
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